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Kata Penpantar

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillah, segala kekuatan dan keteguhan penulis
limpahkan kata ucapan puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang
telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga
tulisan ini bisa hadir bersama kita para pencari kebenaran dan
pencinta ilmu. Buku ini masih berkaitan dengan buku terdahulu
mengenai dinamika dan perubahan sosial pada komunitas lokal,
merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan di Provinsi Riau.
Dalam edisi kali ini hasil penelitian di Riau diperkaya dengan
kasus-kasus yang terjadi pada masyarakat Sumatera Barat. Pada
buku ini disajikan mengenai kehidupan masyarakat lokal dari
waktu ke waktu mengalami proses perubahan sosial, dan
perubahan sosial tersebut merupakan hal yang tidak terbantahkan,
bahkan kekal terjadinya. Di sisi lain, manusia sebagai makhluk
berpikir dan kreatif, tidak pasif dalam menghadapi suatu
perubahan, namun menemukan berbagai cara dan strategi untuk
dapat menyesuaikan diri dan bertahan hidup.

Persoalan strategi dan perubahan sosial merupakan dua sisi
mata uang yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita
bersama untuk menyelesaikan dan memperbaiki kondisi yang
terjadi. Perubahan sosial selalu berkelidan dengan strategi sosial,
sehingga kajian ini tidak bisa dianalisis secara terpisah. Oleh sebab
itu, kajian tentang perubahan sosial tidak hanya dapat dipahami
dengan terjadinya perubahan kondisi ekonomi, sosial dan budaya
suatu masyarakat, tetapi juga berkaitan erat dengan bagaimana
manusia beraksi dan beradaptasi untuk bisa bertahan dan sukses



dalam hidup. Dengan landasan ini penulis berfikir bahwa kajian
strategi dan perubahan sosial harus dibahas dan dijadikan konsep
berpikir dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan para peneliti
lain, sekaligus sebagai bacaan bagi kalangan mahasiswa atau para
pencinta kajian sosiologi perubahan sosial.

Tulisan ini kiranya dapat menjadi bacaan tambahan para
pencinta ilmu dalam mengkaji fenomena perubanan sosial dan
berbagai upaya yang dilakukan orang menghadapi situasi yang
berubah, dan memenangkan strategi menghadapi kehidupan.
Perubahan sosial yang dibahas dalam buku ini adalah
pengembangan konsep perubahan sosial yang dianut ilmuwan
sosial selama ini, yaitu terjadinya perubahan pola-pola sosial
dalam masyarakat. Sementara strategi sosial yang dimaksud
adalah berbagai cara serta aktivitas yang dilakukan orang ataupun
kelompok dalam menghadapi situasi yang selalu berubah, dan
cara-cara itu biasanya sudah dilakukan dan terkadang luput juga
dilakukan, walau potensinya ada di sekitar kita.

Bagian awal buku membahas tentang konsepsi tentang
perubahan sosial, membahas dan mengkritisi konsep-konsep yang
sudah ada dan diperkaya dengan data empiris lapangan.
Berikutnya membicarakan strategi sosial, yaitu beragam strategi
yang dilakukan orang dalam menjalani kehidupan sosial tentu saja
menyangkut tindakan sosial dan interaksi sosial. Strategi sosial
juga berarti bagaimana manusia arif dan bijak memanfaatkan
potensi yang ada di sekelilingnya untuk melakukan perubahan
hidup ataupun bertahan dari gempuran hidup yaitu perubahan
sosial yang selalu terjadi.

Pada bagian kedua disajikan beberapa contoh kasus tentang
strategi sosial yang dilakukan masyarakat untuk menghadapi
situasi hidup dan mengatasi persoalan hidup dengan mengelola
potensi yang mereka miliki secara sosial. Kasus yang disajikan
merupakan hasil penelitian penulis di Sumatera Barat berkaitan
dengan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan
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hidup. Walau kasus yang diangkat adalah hasil penelitian di Riau
dan di Sumatera Barat, diharapkan dapat memberi inspirasi
kepada pembaca untuk melakukan strategi sosial dalam
masyarakat di berbagai penjuru.

Kami menyadari tulisan ini masih memiliki kelemahan dalam
beberapa hal, namun sebagai ilmuwan tentu hal tersebut dapat
kita diskusikan lebih lanjut untuk kesempurnaan kajian ilmuwan
sosial. Penelitian lebih lanjut tentang menggali perubahan sosial
dan strategi menghadapi perubahan sosial yang terjadi sangat
dibutuhkan, agar masyarakat tidak menjadi korban perubahan,
tetapi mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.
Adaptasi sosial tidak hanya dilihat sebagai tujuan akhir, tetapi
termasuk tujuan antara yang harus disentuh. Sekali lagi penulis
mengharapkan saran dan masukan dari pembaca yang bersifat
membangun untuk kesempurnaan tulisan ini. Semoga segala
bantuan yang telah Bapak/Ibu/Sdr./i dibalas oleh Allah Swt.
dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Padang, 10 September 2016

Penulis
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PENDAHULUAN




PENDAHULUAN

Buku ini bercerita tentang dua konsep yaitu strategi sosial dan
perubahan sosial pada penduduk lokal akibat perubahan mata
pencaharian dari pekerjaan yang sudah lama ditekuni kepada
kegiatan yang relatif baru. Membaca kisah buku ini bahwa
penduduk lokal memang dekat kepada sumber daya alam yang
dijadikan sebagai pendapatan hidup atau kebutuhan hidup baik
kebutuhan pangan, papan, maupun sandang. Beberapa kisah
lapangan tentang strategi pemanfaatan potensi lokal baik institusi
sosial maupun sumber daya akan diceritakan dalam buku ini dan
menarik untuk dikaji lebih dalam.

Menurut Farley (1990: 626) dalam Sztompka (2004: 5)
perubahan sosial merupakan perubahan kepada pola perilaku,
hubungan sosial, lembaga, dan struktur sosial pada waktu tertentu.
Ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat terjadi perubahan
interaksi antara satu dengan yang lain ketika mereka melakukan
tindakan dan perbuatan atas apa yang dilakukan. Sejalan dengan
itu, menurut Gillin dan Gillin dalam Leibo (1986: 53), mengatakan
bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada
kehidupan manusia yang diterima, berorientasi kepada perubahan
kondisi geografis, kebudayaan, materiil, komposisi penduduk,
ideologi, maupun difusi dalam penemuan-penemuan hal baru.
Selain itu, Adam Smith juga menyatakan perubahan akan terjadi
berkaitan dengan perekonomian masyarakat yang mengalami
pergantian (Midgley, 2005: 62).

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat disebabkan
adanya faktor pendorong baik dari luar masyarakat maupun faktor
dari dalam yang mendorong untuk melakukan tindakan atau
perbuatan. Kajian perubahan sosial merupakan kajian yang tidak



akan pernah selesai untuk diperdebatkan terhadap isu-isu yang
berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut berkaitan
bahwa pada kajian perubahan sosial akan membahas atas tiga
dimensi yaitu waktu yang berbeda dengan istilah kata dulu,
sekarang dan akan datang atau masa depan. Masalah sosial yang
terjadi atau berkembang dalam masyarakat merupakan
konsekuensi adanya perubahan sosial yang terjadi, karena
masyarakat bersifat dinamis tidak bersifat statis. Bahkan tidak saja
dapat dilihat dari satu sisi, melainkan hampir semua masalah sosial
dan masalah lingkungan yang terjadi tidak lepas dari perubahan
sosial atau terkait dengan isu-isu perubahan sosial. Ini berarti
bahwa perubahan sosial mempunyai kajian yang luas bahkan pada
ilmu sosial lainnya secara tidak langsung menceritakan dan
memperluas kajian untuk menganalisis dan memperdalam kajian
komparatif atau perbandingan. Dengan demikian, perubahan sosial
dalam masyarakat tidak saja dikaji dalam satu disiplin ilmu sosial
melainkan adanya alat bantu pada ilmu-ilmu sosial lainnya dan
saat ini berkembang secara luas atau secara ilmiah, dapat
dibuktikan secara empiris.

Mengenai kajian perubahan sosial terdapat perbedaan antara
keadaan sistem tertentu dan jangka waktu berlainan. Artinya dalam
perubahan sosial terdapat tiga hal yaitu studi mengenai perbedaan,
studi harus dilakukan pada waktu berbeda dan pengamatan pada
sistem sosial yang sama. Jika kita cermati pendapat para ahli
mengenai perubahan sosial pasti mempunyai paradigma yang
berbeda dalam menganalisis masalah sosial. Misalnya menurut
Wilbert Moore, perubahan sosial bukan saja perubahan kepada
masyarakat modern melainkan hal yang universal dalam
pengalaman  (Ranjabar, 2008: 15). Pandangan tersebut
mengambarkan bahwa perubahan sosial tidak bisa dilihat pada sisi



bentuk, nilai, faktor, penyebab, dan sebagainya. Melainkan ada hal
yang membuat perubahan terjadi secara universal dalam diri
maupun luar, serta cara yang dilakukan ketika perubahan terjadi
dalam kehidupan masyarakat.

Perubahan sosial dalam struktur mengandung beberapa tipe
perubahan sosial yaitu pertama, perubahan dalam personal, hal
tersebut berhubungan dengan perubahan peran dan individu-
individu baru dalam sejarah kehidupan manusia yang berkaitan
dengan keberadaan struktur. Perubahan personal dapat dilihat
pada perubahan terhadap peran dan fungsi individu dalam
masyarakat. Misalnya, peran dan fungsi perempuan dalam
masyarakat, yang pada masa dulu perempuan bertugas melakukan
tugas domestik akan tetapi, perempuan sekarang atau pada masa
modern telah bertugas pada sektor publik atau melakukan peran
kerja ganda. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat untuk
membedakan suatu fungsi dan peran ketika seseorang menjalankan
tugas sebagai individu yang kreatif. Kedua, perubahan bagian-
bagian struktur sosial yang berhubungan, perubahan tersebut
berkaitan dengan alur kerja masyarakat terhadap perubahan pada
masa kemajuan. Misalnya, ketika masyarakat bekerja
menggunakan alat-alat manual akan tetapi, telah mengalami
perubahan kepada alat-alat tersebut yaitu menggunakan tenaga
mesin. Ketiga, perubahan dalam fungsi struktur, ketika membahas
masalah fungsi, hal tersebut berkaitan dengan fungsi seseorang
dalam kehidupan sosial. Misalnya, ibu berfungsi merawat anak,
akan tetapi perawatan anak tersebut bisa berpindah kepada
pembantu rumah tangga atau lembaga-lembaga sekolah. Keempat,
perubahan dalam hubungan struktur yang berbeda. Ketika dunia
pendidikan menyiapkan tenaga kerja industri oleh sebab itu, ada
keterkaitan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha. Kelima,



kemunculan struktur baru dengan adanya perubahan masyarakat.
Misalnya, dengan adanya perilaku masyarakat yang mengalami
perubahan maka muncul sebuah lembaga yang mengatasi masalah
tersebut.

Selain itu, perubahan sosial dilihat adanya faktor yang
mendorong perubahan yang terjadi. Faktor yang mendorong
perubahan sosial dapat dibedakan atas tiga yaitu faktor sosial,
faktor psikologis dan faktor budaya (Martono, 2011: 21). Faktor
sosial didorong oleh adanya aspek organisasi sosial yang ada dalam
masyarakat. Misalnya lembaga-lembaga kemasyarakatan, keluarga,
organisasi dan sebagainya. Selain itu, faktor psikologis berkaitan
dengan individu yang menjalankan peran dalam masyarakat.
Ketika individu kreatif dan inovatif secara otomatis berdampak
kepada perubahan dalam masyarakat tersebut. Faktor kultural atau
budaya berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat
setempat. Semakin luas dan terbukanya penerimaan masyarakat
terhadap kultural atau budaya, maka akan berpengaruh kepada
perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Faktor pendorong perubahan yang terjadi di atas, merupakan
salah satu penyebab ketaksesuaian antara harapan dan kenyataan
yang dialami masyarakat untuk bisa bertahan hidup terhadap
situasi dan kondisi yang ada. Artinya masyarakat berubah karena
adanya unsur-unsur yang harus dilakukan dalam mencapai
kehidupan yang layak di masa yang akan datang. Perubahan
terjadi dalam kehidupan masyarakat disebabkan keinginan
individu maupun kelompok menuju ke arah lebih baik dan adanya
penyimpangan yang terjadi baik dilakukan oleh negara,
pemerintah maupun masyarakat, sehingga ingin melakukan
perubahan ke jenjang lebih baik dan sesuai dengan situasi serta
kondisi yang terjadi.



Mengenai perubahan sosial dalam hal penyimpangan,
menurut Martono (2011: 9), bahwa perubahan sosial berkaitan
degan teori perspektif struktural fungsional. Pandangan tersebut
bahwa masyarakat adalah sebuah sistem yang stabil dan memiliki
tatanan sosial relatif stabil dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-
hari. Pada pandangan tersebut terlihat bahwa kestabilan dan
keteraturan dalam kehidupan masyarakat dianggap sebagai
kondisi dan situasi yang stabil dan perubahan yang terjadi dalam
kehidupan masyarakat sebagai penyimpangan. Menurut perspektif
struktural fungsional bahwa perubahan sosial diabaikan dalam
kehidupan masyarakat dan masyarakat dalam kondisi yang statis
atau tetap untuk melakukan aktivitas kehidupan.

Pemahaman teori perspektif struktural fungsional bahwa
masyarakat merupakan sistem yang berada dalam keseimbangan
(equiliberium). Mekanisme yang dimiliki oleh masyarakat
menjadikan dirinya dan menempatkan posisi serta kemampuan
tetap dalam situasi dan kondisi yang seimbang. Dengan demikian,
jika dalam kehidupan masyarakat melakukan perubahan secara
cepat mengakibatkan rusaknya sistem.

Masalah perubahan sosial, dapat kita lihat pada mitos tentang
trauma yang menyatakan bahwa perubahan adalah abnormal yang
dihubungkan dengan pemikiran yang menyatakan, perubahan
bersifat traumatis (Lauer, 1993: 11). Pada mitos ini menyatakan
bahwa perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat
merupakan sesuatu yang abnormal. Pemikiran tersebut berorientasi
bahwa perubahan sebagai siksaan yang terjadi akibat krisis dan
terjadinya campur tangan yang tidak bertanggung jawab dalam
kehidupan masyarakat. Pandangan tersebut mengambarkan bahwa
ada beberapa penyebab terjadi penghambat perubahan dan
pembangunan dalam masyarakat yaitu nilai-nilai budaya,



stratifikasi, sikap, ketimpangan sosial dan pengalaman dari
masyarakat tersebut.

Pandangan mengenai sebab terjadinya perubahan sosial juga
dikemukakan oleh Spicer yang menyatakan bahwa orang selalu
mengubah menurut cara-cara mereka, akan tetapi orang akan
merintangi perubahan karena ada tiga hal yang melatarbelakangi
yaitu, jika perubahan itu dibayangkan dapat mengancam
keamanan mendasar, jika perubahan itu tidak dipahami dan jika
perubahan tersebut dipaksa oleh mereka. Menurut Spicer bahwa
perubahan dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan
ketegangan yang dialami. Jika dalam masyarakat mengalami
perubahan secara cepat mengakibatkan individu atau kelompok
masyarakat belum bisa menerima atau belum siap untuk
melakukan perubahan yang terjadi, sehingga masyarakat atau
individu mengalami keguncangan masa depan (future shock) yang
disebut dengan istilah culture shock. Hal tersebut mendasari bahwa
masyarakat harus mampu penyesuaian dengan kondisi yang terjadi
dalam kehidupan sehari-hari.

Berbeda pandangan mitos perubahan satu arah dan
pandangan utopia yang berkaitan dengan kaum evolusioner. Dalam
konteks sosiologi pada teori evolusi sosial, bahwa semua
masyarakat melakukan sebuah jalan atau tujuan yang seragam dan
menempubh jalan tersebut yang seragam pula untuk mencapai suatu
tujuan kehidupan ini (Lauer, 1993: 18). Pada mitos satu arah ini
berkaitan juga dengan teori konvergensi atau teori kontradiksi
yaitu masyarakat modern dan tradisional. Pada dasarnya teori ini
berorientasi pada determinisme teknologi yang mengalami
perubahan dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat. Kita
bisa melihat perkembangan suatu negara dari kemajuan teknologi.
Masa dulu teknologi yang digunakan bersifat tradisional dan
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belum mengalami kemajuan. Hal ini kita terlihat sebagai dua sisi
mata uang yang mempunyai maksud dan nilai yang sama. Negara
dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan masing-
masing negara sangat berbeda terhadap aktivitas dalam sebuah
kemajuan. Pandangan tersebut yang mendasari bahwa setiap
orang melakukan tindakan yang menuju satu tujuan yang sama
dan menempuh jalan atau langkah yang sama dalam mencapai
suatu tujuan tersebut.

Perspektif di atas memperlihatkan adanya faktor yang
mendorong terjadi perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat.
Perubahan sosial terjadi karena adanya kata-kata sebab dan akibat.
Artinya sebab terjadinya perubahan ada beberapa hal, misalnya
stratifikasi, ekonomi, politik, dan sebagainya. Sedangkan akibat
perubahan menimbulkan kekacauan dan kegelisahan masyarakat
terhadap perubahan yang terjadi.

Kajian tersebut membahas tentang strategi sosial yang akan
digunakan dalam menghadapi perubahan sosial. Pada buku ini
penulis mencoba menguraikan ada beberapa strategi baru yang
digunakan masyarakat setelah terjadinya perubahan mata
pencaharian, yang merupakan mata pencaharian utama untuk bisa
bertahan hidup. Hal tersebut terjadi pada Desa Putri Puyu di mana
mata pencaharian sebagai penebang kayu di hutan merupakan
mata pencaharian utama masyarakat untuk bisa bertahan hidup.
Akan tetapi, dengan adanya larangan pemerintah untuk tidak
melakukan aktivitas di hutan sebagai mata pencaharian utama
masyarakat Desa Putri Puyu, mengakibatkan tidak terpenuhi
kebutuhan dan keinginan masyarakat, sedangkan selama ini segala
kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat terpenuhi. Hal ini
terlihat bahwa perubahan mata pencaharian pada sektor ekonomi



berpengaruh terhadap masalah yang timbul dalam kehidupan

masyarakat setempat.

/Sebuah kajian baru untuk melihat strategi sosial yang digunakan
masyaralat lokal setelah perubahan sosial akibat perubahan mata
pencaharian dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga atau
pendapatan kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi masalah
tersebut dengan menggunakan strategi sosial sebagai perspektif
baru untuk bisa bertahan hidup. /

Pola pemikiran penulis dilandasi atas pemikiran-pemikiran

para ahli yang telah melakukan kajian pada masalah perubahan
sosial serta strategi yang dipakai dalam beradaptasi dan
meningkatkan kesejahteraan. Boeke, Geertz, Hayami dan Kikuchi,
Palte, serta Marzali yang telah melakukan penelitian di Pulau Jawa
pada Tahun 2003. Semua pemikiran bersumber dari kajian yang
dilakukan para ahli di Pulau Jawa dan jarang dilakukan di luar
Pulau Jawa, apalagi pada masyarakat Minang dan Melayu bagian
Sumatera yang mempunyai budaya berbeda dan adat berbeda.
Dalam buku yang ditulis oleh Marzali ada beberapa strategi
yang digunakan oleh Peisan di Pulau Jawa yaitu Static Expansion
dan Nilai Kultural (Limited Needs), Agricultural Involution, dan Shared
Poverty, Peisan Rasional dalam Mayarakat Tradisional dan Sebuah
Model Geografis Sosial (Marzali, 2003; 8-28). Pada pemikiran Boeke,
bahwa strategi yang digunakan pada masyarakat atau petani
miskin dalam mengatasi kemiskinan adalah menggunakan Static
Expansion dan Nilai Kultural (Limited Needs), yang bermaksud
memperluaskan daerah pertanian dan desa serta tetap dengan
tingkat teknologi dan sistem pembagian kerja semula dan juga
sistem ekonomi yang sederhana. Strategi yang digunakan
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masyarakat dilatarbelakangi oleh menyempitnya lahan pertanian,
dan kemudian menyebabkan kemiskinan. Dengan demikian, pada
petani sawah di Jawa memiliki kultural Limited Needs, yang berarti
petani bukan mencari keuntungan melainkan untuk memenuhi
segala kebutuhan keluarga sehari-hari. Pada penelitian tersebut
terlihat bahwa orang Jawa bekerja sebagai ketenangan dan
kepuasan batin bukan mencari kekayaan atau keuntungan hidup.
Ini merupakan salah satu strategi untuk bisa bertahan hidup
terhadap nilai atau kultural yang dibangunkan.

Strategi selanjutnya, Agricultural Involution dan Shared
Poverty: pada pemahaman ini adalah mengubah cara bertani
masyarakat tanpa harus mengubah nilai-nilai yang telah dianut
oleh masyarakat, misalnya tolong-menolong dalam mengatasi
kemiskinan. Menurut Geertz, bahwa petani miskin mengatasi
kemiskinan dengan mengupayakan inovasi pertanian dengan cara
mempekerjakan anggota keluarga dan kaum kerabat dalam usaha
tani. Pada pandangan Geertz, bahwa dalam mengatasi kemiskinan
memadati sawah dengan banyak para pekerja sehingga dapat
saling membantu antara satu dengan yang lain. Pada kehidupan
masyarakat Jawa tidak diutamakan nilai-nilai gaya hidup, tetapi
saling tolong-menolong dan melakukan pekerjaan secara kolektif
salah satu cara mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, cara
yang dilakukan adalah dengan mengubah cara bertani dan tidak
menghilang nilai-nilai yang telah berkembang atau dianut selama
ini.

Peisan Rasional dalam Masyarakat Tradisional, strategi ini
dikemukakan oleh Hayami dan Kikuchi yang menyatakan bahwa
mengatasi kemiskinan dapat dikalkulasi secara rasional dan tanpa
mengabaikan norma serta asas moral dalam masyarakat pedesaan.
Pada strategi ini diutamakan sikap tolong-menolong dan tetap
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memperhitungkan setiap risiko dan biaya yang diperlukan dalam
aktivitas perekonomian. Sebuah Model Geografis Sosial yang
menyatakan bahwa ada beberapa cara yang dilakukan para petani
miskin untuk mengatasi kemiskinan yaitu memperluaskan
kawasan pertanian, penggunaan bibit yang lebih unggul,
peningkatan cara-cara bertani dengan tujuan untuk meningkatkan
produksi pertanian, memadatinya dengan berbagai jenis tanaman
dan membuka usaha non pertanian.

Selain itu, pada pemikiran tersebut penulis menggunakan
pemikiran dari Teori Marvin Harris yang mengemukakan
perubahan infrastruktur berpengaruh kepada perubahan struktur
dan suprastruktur dalam masyarakat itu sendiri. Jika infrastruktur
berubah secara cepat mengalami perubahan kepada struktur dan
suprastruktur. Untuk itu, pada buku ini penulis mencoba
menganalisis lebih detail bahwa seperti apa cara yang dilakukan
penduduk lokal untuk bisa bertahan hidup akibat perubahan mata
pencaharian yang selama ini dijadikan mata pencaharian utama
masyarakat lokal. Pada buku ini penulis menganalisis pada
pandangan perubahan perilaku dan pemikiran masyarakat yang
digunakan untuk bisa bertahan hidup. Merujuk pandangan Harris,
bahwa perubahan struktur merupakan pola perilaku aktual.
Dengan kata lain, perubahan struktur apa yang dilakukan orang
secara aktual, bukan yang mereka katakan dan bukan pula yang
mereka pikirkan (Sanderson, 2011: 62). Untuk lebih lanjut
perubahan struktur yaitu pembagian kerja, keluarga, pemukiman,
dan lain-lain. Selain itu, perubahan suprastruktur adalah
perubahan yang terjadi kepada pola pemikiran. Dengan demikian,
menurut pandangan Harris tersebut bahwa perubahan
suprastruktur berisi ideologi, agama, kesenian, hobi dan lain-lain.
Oleh sebab itu, perubahan struktur terkait dengan perilaku dan
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perubahan suprastruktur terkait dengan pola pemikiran.
Pandangan Harris berasumsi perubahan sosial yang terjadi dalam
kehidupan masyarakat disebabkan perubahan kepada fondasi awal
untuk manusia bisa bertahan hidup. Artinya, perubahan ekonomi
berpengaruh terhadap perubahan perilaku dan pemikiran
masyarakat dalam melakukan aktivitas kehidupan. Dengan
demikian, pemikiran Marvin Harris digunakan dalam menganalisis
cara bertahan hidup masyarakat lokal akibat perubahan mata
pencaharian yang merupakan sumber pendapatan sehari-hari.

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat
mengakibatkan ada strategi sosial yang digunakan sebagai salah
satu alternatif untuk bisa menjalankan kehidupan masa yang akan
datang. Strategi sosial merupakan cara yang dilakukan secara
bersama akibat adanya perubahan dalam masyarakat. Dengan
adanya strategi sosial akan memudahkan kalangan masyarakat
untuk bisa menjalankan aktivitas kehidupan.
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BAB 2

STARTEGI SOSIAL DAN PERUBAHAN SOSIAL
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A.  Strategi Sosial

Individu merupakan makhluk kreatif yang mampu untuk
menciptakan barang dalam setiap aktivitas dilakukan. Sejalan
dengan itu, pada teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max
Weber bahwa seseorang melakukan tindakan ada tujuan yang akan
dicapai dan manusia makhluk yang kreatif. Paradigma tersebut
mengambarkan seseorang melakukan tindakan karena ada tujuan,
misalnya si Selbi pergi ke pasar, kepergian si Selbi ke pasar ada
tujuan atas tindakan yang dilakukan, apakah untuk membeli
barang atau hanya ingin melihat suasana pasar maupun melakukan
pengamatan di pasar. Tindakan tersebut pasti mempunyai tujuan
dalam meraih keinginan atas perbuatannya.

Tujuan yang akan dicapai merupakan salah satu cara
masyarakat untuk bisa melangsungkan aktivitas kehidupan sebagai
manusia. Masyarakat bertindak tidak saja mengutamakan atas
kepentingan, akan tetapi juga struktur yang mengakibatkan mereka
bertindak dan berubah atas tindakan yang dilakukan. Perubahan
mata pencaharian yang terjadi dalam masyarakat tidak atas
kepentingan sendiri akan tetapi ada struktur yang menjadikan
mereka untuk bertindak atas aktivitas tersebut. Misalnya,
masyarakat Desa Putri Puyu melakukan perubahan mata
pencaharian akibat adanya kebijakan yang telah diatur oleh
pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan kehidupan.

Alternatif yang diambil untuk bisa menjalankan aktivitas
kehidupan adalah melakukan strategi sosial untuk bisa berbuat,
bertindak dan menghasilkan. Strategi sosial tidak konsep yang baru
melainkan, konsep yang seharusnya dikembangkan untuk
mencapai sebuah tujuan. Strategi sosial adalah cara atau kiat yang
dilakukan seseorang atau secara bersama untuk mencapai suatu
tujuan. Strategi sosial juga bermakna langkah-langkah yang
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dilakukan oleh individu atau masyarakat secara bersama untuk
bisa menjalankan aktivitas kehidupannya.

B.  Strategi Interaksi

Seorang memahami sosiologi tidak hanya melihat masalah
sosial pada satu sisi, melainkan banyak sisi yang mempengaruhi
seseorang melakukan tindakan. Tindakan tersebut tidak hanya
dilakukan sendiri pasti ada pengaruh yang besar, sehingga
sesorang mengambil sikap dan pilihan hidup dalam mencapai
standar kehidupan yang baik. Menurut Berger (1985) dalam
Narwoko (2007: 15), menyatakan masalah sosiologi bukan semata-
mata mengapa sesuatu tidak beres dari pandangan orang awam
atau kaum birokrat, tetapi persoalan bagaimana seluruh sistem
bekerja, apa yang menjadi proposisi, dan bagaimana semuanya
diikat menjadi satu.

Sudut pandang sosiologi bahwa topik kajian interaksi sosial
cukup menarik untuk kita bahas dalam topik perubahan sosial, hal
ini terkait perubahan sosial yang terjadi sebuah proses membentuk
kenyataan sosial. Memahami itu semua, bahwa interaksi sosial
sebagai jalan yang luas dan sebagai dasar untuk berpijak atas
peristiwa yang terjadi.

Secara teoretis terdapat dua syarat terjadinya interaksi sosial
yaitu kontak dan komunikasi. Kontak dan komunikasi terjadi tidak
hanya dipengaruhi oleh tindakan yang dilakukan melainkan ada
respons atau tanggapan yang dilakukan oleh seseorang dalam
melakukan aktivitas hidupnya. Seseorang melakukan kontak sosial
tidak saja melalui tatapan muka atau langsung bertemu dan
menceritakan apa tujuan dari tindakan tersebut, melainkan kontak
sosial dapat dilakukan melalui kontak tak langsung atau tanpa
bertemu antara individu satu dengan yang lain. Memahami kontak
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sosial dapat terbagi atas dua yaitu ada kontak sosial yang disebut
dengan primer (langsung bertemu) dan kontak sosial yang disebut
dengan sekunder (tanpa bertemu).

Kontak sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari
terjadi atas dua tindakan yaitu ada yang bersifat positif dan negatif.
Artinya, seseorang melakukan tindakan tidak saja atas kemauan
atau egois melainkan atas keperluan yang harus ia lakukan atau
berbagi. Semua tindakan tersebut mempunyai makna dan tujuan
atas tindakan yang dilakukan oleh individu dalam kehidupannya.

Selain itu, komunikasi sosial yang dilakukan oleh individu
mempunyai makna atas tindakan yang dilakukan. Penafsiran atas
makna seseorang tentunya dipengaruhi oleh kontak sosial yang
dilakukan. Individu akan mempunyai penafsiran yang berbeda,
jika ia melihat warna. Jika ia bertemu dan melakukan komunikasi,
maka penafsiran atas sesuatu akan sama dan mereka melakukan
penafsiran secara langsung atas warna tersebut. Kontak yang
bersifat sekunder akan membawa penafsiran yang berbeda atas
tindakan dan apa yang mereka pikirkan, karena mereka tidak
melihat apa yang terjadi dalam aktivitas kehidupan.

Komunikasi mempunyai syarat dan makna yang tidak sama
karena komunikasi dilandasi dengan simbol yang melakukan atau
penilaian makna. Sejalan dengan itu, Johnson (1986: 11)
menyatakan bahwa perilaku yang dilakukan oleh seseorang dapat
mengonsentrasikan dengan sengaja dalam rangka pembangkitan
tipe respons tertentu dari orang lain. Isyarat yang dilakukan
bersifat terbatas karena manusia tidak bisa memaknai apa yang
dilakukan. Sebagai isyarat tersebut simbol-simbol yang dimainkan
sebagai interaksi sosial dalam aktivitas kehidupan digunakan
untuk memaknai tindakan.
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Penjelasan di atas, mempunyai makna bahwa seseorang
melakukan interaksi sosial dalam kelompok berbagai cara.
Pendekatan tersebut dipengaruhi oleh situasi dimana mereka
berada dan adakala dilandasi oleh kerja sama dan juga terjadinya
kompetisi. Strategi interaksi adalah cara yang dilakukan seseorang
dalam kelompoknya yang dilandasi bentuk kerja sama atau
persaingan atas tindakan yang dilakukan. Max Weber menyatakan
bahwa seseorang melakukan tindakan ada maksud atau tujuan
tertentu. Sejalan dengan itu pada teori pertukaran bahwa orang
melakukan tindakan dipengaruhi atas hukuman dan ganjaran, jika
mereka banyak mendapatkan ganjaran tindakan tersebut akan
berulang dilakukan dan sebaliknya apabila tindakan tersebut
bersifat hukuman maka mereka akan sendirinya berhenti atas
tindakan tersebut.

Konsep strategi sosial sebagai kenyataan sosial yang
dilakukan seseorang atas aktivitas yang dilakukan. Dalam interaksi
sosial terdapat dua strategi interaksi sosial yaitu pertama, kerja
sama adalah tindakan yang dilakukan dilandasi kata-kata saling
menguntungkan antara kedua belah pihak. Kerja sama suatu usaha
yang dilakukan kelompok masyarakat atau individu dalam
mencapai suatu tujuan. Seorang tim sepak bola yaitu Tim Nasional
Indonesia berusaha bekerja sama dalam meraih prestasi untuk
Indonesia, kerja sama yang dilakukan oleh Tim Nasional Indonesia
sama-sama menjadikan Indonesia unggul dalam berprestasi sepak
bola. Kerja sama terbagi atas dua bentuk yaitu kerja sama spontan,
merupakan kerja sama secara serta-merta, kerja sama langsung
yaitu kerja sama perintah dari atasan kepada bawahan, kerja sama
kontrak yaitu kerja sama atas dasar syarat-syarat yang disepakati,
kerja sama tradisional yaitu kerja sama atas sistem-sistem tertentu
dari sistem sosial. Kedua, kompetisi yaitu aktivitas yang dilakukan

-17-



dalam rangka mencapai tujuan, akan tetapi cara yang dilakukan
tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan sifatnya dapat
merugikan orang lain. Pada dasarnya strategi kompetisi dipilih
oleh seseorang dilandasi sistem reward. Aktivitas yang dilakukan
dilandasi oleh keuntungan yang ingin diperoleh. Tindakan yang
dilakukan oleh seseorang disebabkan ada imbalan yang
menjadikan mereka bersemangat untuk mencapai tujuan atas
tindakan yang dilakukan.

C.  Strategi Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat
bukanlah salah satu proses perubahan yang terjadi secara
mendadak dalam lingkaran kehidupan. Ini terkait individu atau
kelompok bahkan struktur yang melakukan atau merencanakan
terjadinya perubahan sosial atau ada yang mengantar dalam
kehidupan, sehingga perubahan terjadi dengan cepat dalam
aktivitas masyarakat. Mengenai pandangan tersebut seorang tokoh
sosiologi, misalnya Comte yang merumuskan dan mengeluarkan
idenya bahwa perubahan yang terjadi merupakan keberadaan
benda yang ada dalam kehidupan dan melebihi kekuatan dalam
diri manusia. Jika kita analisis bahwa wujud benda bersifat abstrak
atau tidak nyata atau tidak kelihatan oleh manusia. Akan tetapi,
kekuatan itu yang mengatur dan berkuasa atas dunia, serta bisa
kita terima dengan pemikiran atau akal sehat.

Akal sehat mengambarkan paradigma yang melebihi
kekuatan untuk berpikir secara dalam dan sifatnya konkret.
Manusia mulai percaya dan meyakini segala yang terjadi dalam
kehidupan masyarakat ada yang mengatur atau kekuatan
supranatural yang berkuasa dalam kesehariannya. Semua yang
terjadi membawa perubahan pasti kehendak dan seizin kekuatan
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supranatural yang melingkari aktivitas manusia. Misalnya, banjir,
tsunami, gunung meletus, petir, hujan, dan sebagainya.

Selain itu, perubahan sosial yang terjadi karena muncul atau
berkembangnya gagasan atau ide baru dalam masyarakat untuk
mencapai kesuksesan atau prestasi kesehariannya. Manusia
mampu untuk berkarya dan menciptakan yang terbaru serta
melahirkan benda-benda yang unik. Misalnya, pada pemikiran
Max Weber yang menjelaskan proses perubahan sosial dalam
masyarakat berkaitan dengan perkembangan rasionalitas manusia
(Martono, 2001: 47). Menurut Max Weber, perkembangan
rasionalitas manusia merupakan kunci untuk menganalisis objektif
mengenai arti subjektif serta dasar perbandingan mengenai jenis-
jenis tindakan sosial yang berbeda. Untuk itu Max Weber
menganalisis bentuk rasionalitas manusia yang dibagi atas dua
yaitu alat (mean) dan tujuan (ends) (Martono, 2011: 47).

Bentuk rasionalitas manusia berkaitan dengan alat adalah
pola pikir rasional yang dimiliki oleh manusia meliputi seperangkat
alat dalam mendukung suatu kehidupan. Artinya ketika manusia
melakukan suatu tindakan, maka manusia mengetahui secara baik
apa alat yang akan digunakan untuk mencapai suatu keinginan
dalam kehidupannya. Maka manusia memilih secara rasional alat
yang akan dipakai dalam menghadapi situasi dan kondisi
kehidupan. Selain itu, bentuk rasionalitas manusia berkaitan
dengan tujuan adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia
ketika alat tersebut sudah dipilih dalam mencapai tujuan yang
meliputi dalam aspek kultural dari tindakan tersebut (Martono,
2011: 46-47). Oleh sebab itu, manusia akan paham dan mengerti
tindakan yang dilakukan mempunyai arah serta tujuan tertentu.
Dengan demikian, perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada
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penduduk lokal ada makna dan arti subjektif dari perilaku yang
dialami.

Menurut Max Weber mengklasifikasikan rasionalitas manusia
ke dalam empat tipe yaitu; Pertama, traditional rationality
(rasionalitas tradisional) bertujuan untuk memperjuangkan tradisi
atau nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat selama masyarakat
itu berada. Hal tersebut mempertahankan suatu kebudayaan atau
nilai-nilai yang diyakini dan ditekuni ketika individu melakukan
tindakan tersebut. Rasionalitas tradisional tindakan atau kebiasaan
yang dilakukan oleh masyarakat telah menjadi darah daging (Upe,
2010: 205). Kebiasaan tersebut telah terjadi turun-temurun dari
nenek moyang serta kebiasaan yang telah diwariskan dan perlu
adanya legalitas atau pembenaran untuk dipegang oleh masyarakat
setempat. Tindakan tradisonal ini dilakukan secara sadar dan
direncanakan dengan matang untuk menjalankan suatu keyakinan
mereka (Johnson, 1981: 221).

Kedua, affecitive rationality (rasionalitas afektif) bertujuan ada
hubungan perasaan dan emosi yang mendalam tentang suatu
perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tindakan
tersebut didasarkan oleh kondisi jiwa dan perasaan aktor suatu
peristiwa yang terjadi (Upe, 2010: 205). Tindakan yang dilakukan
oleh aktor didasari juga perasaan cinta, marah, ketakutan,
kegembiraan, dan lain-lain yang dialami oleh aktor. Begitu juga
perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga perasaan
terhadap perubahan tersebut secara spontan dirasakan dan timbul
suatu  kebersamaan terhadap hubungan kolektif dalam
mempersatukan suatu tujuan.

Ketiga, value oriented rationality (rasionalitas berorientasi pada
nilai) bertujuan untuk melihat nilai sebagai potensi atau tujuan
hidup, yang meskipun tujuan tersebut bersifat tidak nyata dalam
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kehidupan sehari-hari. Tindakan yang dilakukan oleh sesorang
bukan hanya menilai cara yang baik, akan tetapi menentukan nilai
dari tujuan tersebut. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan
oleh aktor ada nilai-nilai yang dianut dan dijadikan pegangan
hidup mereka. Nilai tersebut berkaitan dengan sikap dan tindakan
dari si aktor tersebut. Keempat, instrumental rationality (rasionalitas
instrumental) bertujuan untuk menentukan alat dan tujuan yang
akan digunakan dalam mencapai suatu tujuan yang akan dicapai.
Dengan demikian, rasionalitas ini sering disebut dengan tindakan
dan alat (Martono, 2011: 48). Tindakan yang dilakukan oleh aktor
menilai cara-cara yang dipilih paling tepat atau tidak tepat dalam
mencapai suatu tujuan. Oleh sebab itu, aktor memilih alat yang
mungkin dapat dipergunakan dalam mencapai tujuan tersebut.

Pemikiran Max Weber juga mengungkapkan bahwa manusia
atau aktor merupakan makhluk kreatif, aktif, dan berfikir rasional
ketika melakukan suatu tindakan. Perubahan sosial yang terjadi
dalam kehidupan masyarakat karena masyarakat atau individu
makhluk yang mampu untuk mengembangkan ide atau pemikiran
atas tindakannya. Manusia bisa menciptakan barang dan
melakukan perubahan atau menerima perubahan yang terjadi serta
mengembangkan perubahan tersebut. Bagan berikut ini
memberikan gambaran tentang kreativitas manusia dalam
menciptakan dan menerima perubahan.
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Gambar 1: Manusia Makhluk Perubahan.
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Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat
salah satu faktor manusia merupakan makhluk kreatif dan aktif
untuk menciptakan barang serta mengembangkan idenya.
Misalnya, manusia mampu menciptakan teknologi baru seperti
penemuan mesin penggiling padi, menemukan penerang rumabh,
seperti lampu listrik, dan sebagainya. Semua tindakan tersebut
dilakukan oleh manusia dalam rangka pengembangan dan
perluasan terhadap apa yang diketahui oleh manusia dan bersifat
berencana dalam perubahan tersebut.

Sejalan dengan itu, pemikiran Marvin Harris mengatakan
bahwa perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat
karena adanya perubahan suprastruktur. Perubahan suprastruktur
adalah perubahan pemikiran. Manusia mampu untuk menciptakan
hal-hal yang baru karena perubahan yang terjadi dalam aktivitas
kehidupannya. Misalnya, perubahan pada ekonomi yang
mengakibatkan manusia mencari dan menemukan perekonomian
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yang baru untuk mencapai kehidupan yang layak ke masa depan.
Menurut Harris, faktor utama yang menyebabkan manusia berubah
karena ekonomi yang tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari.
Perubahan tersebut tidak saja berdampak kepada individu
melainkan kepada kelompok atau struktur yang berkembang
dalam kehidupannya. Secara keseluruhan perubahan ekonomi
dapat mengubah standar kebiasaan menjadi semakin kacau,
memaksa dan akhirnya punah. Dengan demikian, individu,
kelompok dan struktur merupakan target terjadinya perubahan
sosial dalam kehidupan masyarakat.

Individu sebagai Agen Perubahan

Mengenai perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat,
diibaratkan seperti mendapatkan hukum karma yang biasa
diistilahkan dalam masyarakat. Di satu sisi, individu merupakan
salah satu target perubahan sosial atau di sini lain bertindak
sebagai agen perubahan sosial yang mempengaruhi kehidupan
sehari-hari. Individu  merencanakan, menciptakan, dan
mengembangkan ide atau gagasan dalam meraih prestasi yang
semata-mata untuk mencapai tujuan individu tersebut. Pada
pandangan Weber, bahwa manusia makhluk yang mampu untuk
berkarya serta siap mengembangkan pemikirannya. Perubahan
sosial didasarkan pada asumsi bahwa individu mengalami
perubahan dan mempengaruhi segala tatanan sosial baik secara
kelompok atau organisasi. Artinya, individu semata-mata tidak
menguntungkan dirinya sendiri melainkan ada tujuan yang besar
dalam rangka meraih keuntungan kelompok atau organisasi untuk
meningkatkan hubungan atas tindakannya. Selain itu, individu
yang merupakan sebagai target perubahan pasti memerlukan
waktu luang yang tidak sebentar melainkan membutuhkan waktu
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yang cukup lama untuk mengarahkan serta mencerahkan sistem,
struktur atau tatanan yang berkembang dalam aktivitas kehidupan
masyarakat sehari-hari.

Individu sebagai target perubahan yang telah kita bicarakan
di atas, pasti dalam aktivitas sehari-hari menggunakan sejumlah
strategi yang diperlukan yaitu pertama, strategi psikoanalisis;
kedua, strategi psikologi sosial; ketiga, strategi modifikasi
individu; keempat, strategi pendidikan; dan kelima, strategi
dinamika kelompok. Strategi tersebut mempunyai paradigma atau
asumsi yang berbeda untuk melihat individu sebagai target
perubahan. Pertama, strategi psikoanalisis, pada strategi
psikoanalisis berasumsi bahwa manusia atau individu mempunyai
sifat id, ego, dan superego yang telah diuraikan pada pemikiran
Freud untuk melihat perkembangan manusia. Id merupakan
kepribadian manusia yang telah dibawa sejak lahir. Artinya, sifat
tersebut ada dalam diri manusia karena pembawaan dalam rahim
si ibu yang melahirkan. Ego adalah suatu komponen kepribadian
yang bertanggung jawab untuk menangani realitas (Martono, 2011:
252). Ego melakukan pekerjaan sesuai kejadian atau peristiwa yang
terjadi dalam aktivitas kehidupan dan dia berada dalam fungsi
sadar, prasadar, dan tidak sadar. Superego adalah aspek
kepribadian yang menampung standar internalisasi moral dan cita-
cita yang didapatkan dalam keluarga dan kehidupan sosial
(Martono, 2011: 252).

Kedua, strategi psikologi sosial, pada pemikiran ini
berasumsi bahwa sifat manusia adalah fungsi dari lingkungan
sosial dalam kehidupan bersifat sendiri. Artinya individu atau
manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri,
sehingga lingkungan sosial dipandang sebagai fungsi tertentu bagi
lingkungan sosial lainnya. Ketiga, strategi modifikasi individu,
pemikiran ini di landasi bahwa individu bertindak atas hukuman
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dan ganjaran. Individu bertindak dan melakukan perubahan, jika
dalam kehidupannya ada dasar hukuman dan ganjaran. Secara
tidak langsung individu dapat mengubah dirinya ke arah yang ia
ingin lakukan. Pemikiran ini terdapat pada teori pertukaran yang
dikemukakan pada ahli sosiologi. Keempat, strategi pendidikan,
asumsi pada strategi ini bahwa individu merupakan makhluk
rasional dan bertindak secara logis dalam hidupnya. Individu akan
melakukan tindakan tersebut sekurang-kurangnya dalam
memberikan keuntungan dirinya dalam segala tindakan tersebut.
Kelima, strategi dinamika kelompok, asumsi pemikiran ini bahwa
dinamika kelompok didasari oleh ide, yaitu norma yang
mempengaruhi perilaku (individu) dan akan tercipta interaksi
kelompok. Beberapa uraian di atas, dari sudut pandang psikologi
individu terlihat mempunyai strategi dalam mencapai tujuan
hidup. Bermula dari kebiasaan individu ini, akan berkembang
dalam kehidupan sosial.

Strategi perubahan sosial mencerminkan bahwa individu
sebagai agen perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat.
Artinya, individu yang merencanakan dan mengembangkan
perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah kehidupan
masyarakat atau kelompok. Mengenai hal tersebut individu
memiliki peranan yang besar untuk melakukan perubahan, yang
terjadi dalam aktivitas kehidupan masyarakat. Jika individu
memiliki jiwa yang besar, sifat yang baik, hidup secara sosial,
bertindak secara rasional, mengikuti segala aturan yang
berkembang, dan pengetahuan yang luas akan melahirkan generasi
yang dapat melakukan perubahan menuju ke arah yang baik.
Sehingga individu yang menjadikan kelompok, organisasi dan
masyarakat untuk mencerminkan aktivitas yang positif dalam
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kehidupannya. Berikut ini dapat digambarkan individu sebagai

INDIVIDU -J KELOMPOK
-J/

Gambar 2: Individu sebagai Agen Perubahan Kelompok dan

agen perubahan.

Target Perubahan

Menurut Cartwright, bahwa kelompok dapat dijadikan target
maupun perantara perubahan (Lauer, 1993: 480). Pandangan ini
berasumsi bahwa perubahan suasana dalam lingkungan
masyarakat atau aktivitas sehari-hari akan mempengaruhi
individu. Tindakan yang dilakukan oleh individu baik berupa
sikap, nilai dan perilaku akan mengalami perubahan melalui
struktur sosial atau melalui perubahan kelompok, sehingga
menjadi tempat individu untuk berpikir dan bertindak. Ada
beberapa strategi atau metode perubahan yaitu pertama, strategi
mengubah komposisi kelompok dengan cara mengubah
keanggotaan. Kita bisa melihat seorang guru dalam kelas
mengubah metode atau strategi untuk meningkatkan motivasi
belajar siswa. Misalnya, guru tersebut melakukan komposisi dari
berbagai siswa yang cerdas dan dimasukkan dalam kelas siswa
yang standar tingkat kecerdasannya. Sehingga siswa yang tidak
aktif dalam kelas menjadi aktif karena termotivasi oleh siswa dalam
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kelas tersebut. Contoh lain, ketika kita bergabung dalam satu
rumah yang dihuni oleh orang Tionghoa yang memiliki agama
yang berbeda, kulit berbeda, tingkah laku berbeda, dan sebagainya,
pasti kita akan terpengaruh dari tindakan orang Tionghoa tersebut.
Secara tidak langsung kita akan mengikuti atau menyamakan
dengan apa yang dilakukan oleh orang Tionghoa tersebut. Kedua,
mengubah proses atau struktur kelompok. Artinya, mengubah cara
komunikasi dalam kelompok atau mengubah peranan anggota
kelompok dalam mengambil suatu keputusan. Misalnya, Kkita
memberikan kesempatan kepada siswa yang tingkat kecerdasannya
rendah dengan cara memberikan kesempatan dia untuk partisipasi
dalam berbicara atau menyampaikan tugas yang telah dibuat
depan kelas. Sehingga mengakibatkan siswa tersebut mempunyai
motivasi belajar yang gigih dan serius dalam pembelajaran. Berikut
ini dapat digambarkan kelompok sebagai target perubahan.

Mengubah Komposisi Kelompok

e (<7

S KELOMPOK
Mengubah Proses /

Gambar 3: Kelompok sebagai Target Perubahan.

Struktur Sosial sebagai Target Perubahan

Mengenai struktur sosial memiliki kajian yang luas dan
pemahaman yang luas untuk memahami kajian perubahan sosial.
Kita bisa membatasi pada pemahaman pola stratifikasi dan
diferensiasi sosial. Tingkat struktur bisa di lihat dari pembagian
kelas sosial, perubahan norma dan nilai. Perubahan pada tingkat
struktur akan mempengaruhi kepada tingkat individu dan
kelompok serta akan menyebar luas kepada sistem-sistem yang ada
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dalam kehidupan masyarakat. Dalam membahas kajian perubahan
struktur sosial, dapat kita bagi atas dua perubahan yaitu pertama,
perubahan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri,
dan kedua, perubahan kepada kelompok minoritas ke bangsa
(Martono, 2011: 257). Misalnya, pada gerakan sosial yang
merupakan struktur sosial, sehingga dapat mengubah individu dan
kelompok dalam tatanan hidup sehari-hari.

Memahami strategi perubahan sosial merupakan kajian untuk
kita pahami dalam aktivitas perubahan yang terjadi kehidupan
masyarakat. Ada beberapa strategi perubahan sosial yaitu:

Strategi Fasilitatif

Perubahan sosial merupakan perubahan kepada pola
perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu
tertentu. Agen perubahan sosial bertindak sebagai fasilitator yang
dapat menyediakan berbagai sumber informasi, sumber daya (alam
dan manusia), dan sarana konsultasi. Strategi fasilitatif
memerlukan waktu yang panjang dalam melakukan perubahan
sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial
tidak akan terjadi dalam kehidupan masyarakat apabila ada
hambatan yang terjadi dalam aktivitas tersebut.

Strategi Reduaktif

Strategi reduaktif merupakan strategi yang menerima inovasi
dan mengetahui segala hambatan yang terjadi dalam aktivitas
masyarakat. Strategi reduaktif misalnya bidang pendidikan,
keterampilan, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan strategi tersebut
melalui program yang telah dirancangkan, terstruktur dan terpola
dengan baik. Strategi ini akan lancar apabila segala hambatan
tersebut bisa diketahui dengan baik dan tidak secara emosional.
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Strategi Persuasif

Strategi persuasif merupakan strategi membujuk. Artinya,
pada strategi ini mengupayakan masyarakat dengan cara
membujuk dalam melakukan perubahan. Cara ini dilakukan
menyusun dan membujuk masyarakat secara emosional atau
dengan perasaan yang mendalam terkait dengan keterlibatan
perasaan atau dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang
berkembang dalam masyarakat. Strategi ini menjadi efektif, apabila
cara dan tujuan yang dilakukan jelas dan bisa membuat masyarakat
menjadi terharu untuk melakukan perubahan.

Strategi Kekuasaan

Strategi kekuasaan merupakan strategi yang dilakukan
dengan cara kekerasan atau paksaan serta ancaman yang diberikan
kepada masyarakat. Strategi ini bersifat negatif, bisa
menghilangkan nama baik ketika melakukan perubahan. Strategi
kekuasaan akan efektif, apabila lapisan masyarakat mendukung
dalam melakukan perubahan dan ada ganjaran atau hadiah sebagai
motivasi dalam masyarakat. Cara ini dapat menjadikan masyarakat
semakin kuat dalam melakukan perubahan sosial yang optimal.

Strategi Kekerasan Versus Non Kekerasan

Masyarakat tidak bersifat statis melainkan dinamis. Artinya
masyarakat pasti mengalami perubahan dan banyak permasalahan
yang dihadapi serta tidak terlepas dengan konflik. Penyelesaian
konflik biasanya dalam masyarakat dilakukan dengan kekerasan.
Sehingga ada juga peribahasa yang dianut dalam masyarakat yaitu
nyawa dibalas dengan nyawa. Artinya, masyarakat cenderung
berpikir bahwa penyelesaian dalam suatu masalah dilakukan
dengan kekerasan secara fisik. Misalnya, dengan melakukan
peperangan, pembunuhan, cara tidak pandang bulu pada lawan,
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dan sebagainya. Menurut Mao dalam Martono (2011: 261),
perubahan dalam masyarakat tidak saya dilakukan dengan
kekerasan, akan tetapi bisa dilakukan dengan non kekerasan.
Misalnya, dilakukan dengan musyawarah, bujukan, kritik, saluran
media, dan sebagainya. Akan tetapi, dalam kajian sosiologi dikenal
dengan pola kerja sama atau akomodasi, sebagai salah satu bentuk
interaksi sosial.

D. Strategi Bertahan Hidup

Sumber daya alam merupakan salah satu mata pencaharian
masyarakat untuk bisa memenuhi segala kebutuhan hidup baik
kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kehidupan masyarakat
perdesaan atau penduduk lokal sangat dekat dengan sumber daya
alam yang mempunyai nilai atau makna untuk bisa beraktivitas
dan bisa melakukan apa yang menjadi tujuan kehidupannya. Akan
tetapi, tidak semua sumber daya alam dapat terpenuhi dengan baik
pasti mempunyai keterbatasan dan aturan yang meningkat untuk
bisa melangsungkan aktivitas perekonomian.

Terbatasnya sumber daya alam dan adanya aturan yang
meningkat atau terkandung nilai dan norma dalam kehidupan
masyarakat, mengakibatkan adanya tekanan yang akan dilalui
dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, jika sumber daya alam yang
terbatas dan adanya larangan terhadap mata pencaharian yang
ditekuni, akan memberikan dampak dari segala kehidupan
perekonomian. Sejalan dengan itu, Marvin Harris mengemukakan
bahwa perubahan ekonomi membawa dampak kepada perubahan
yang lain apakah terkait dengan perilaku dan pemikiran
masyarakat itu sendiri.

Setiap individu atau kelompok pasti menginginkan hak
untuk bisa bertahan hidup, dalam segala bidang dan berupaya
untuk bisa melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari. Bertahan
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hidup sebagai kemampuan individu atau kelompok terutama pada
masyarakat lokal atau masyarakat pedesaan untuk melakukan dan
mengatasi segala permasalahan yang melingkupi kehidupannya.
Hal tersebut biasanya dilakukan oleh rumah tangga miskin dalam
mengatasi segala kemiskinan yang dihadapi dalam aktivitas
kehidupannya. Menurut White (1977) dalam Sumitro (1996), bahwa
dalam rumah tangga miskin untuk bisa bertahan hidup melakukan
pengerahan kepada anggota keluarga untuk bisa membantu atau
bekerja dalam memenuhi segala kebutuhan hidup. Semua anggota
keluarga melakukan aktivitas tersebut, tidak saja untuk membantu
keluarga melainkan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari.

Mengatasi permasalahan yang dialami oleh masyarakat atau
penduduk lokal agar bisa melakukan aktivitas kehidupan, dengan
melakukan berbagai strategi atau cara yang akan ia lakukan. Jika
kita menelusuri dalam kamus bahasa Indonesia strategi merupakan
siasat. Artinya, rencana yang tepat untuk menghadapi persoalan
hidup dalam rangka pencapaian sasaran. Strategi bisa juga kita
katakan sebagai usaha yang dilakukan oleh seseorang atau
kelompok untuk mengatasi apa persoalan yang dialami selama
kehidupannya. Biasanya individu atau kelompok minimal bisa
mencegah dan memenuhi segala masalah-masalah hidup yang
dihadapi. Menurut Crow (1989) dalam Dharmawan (2001), bahwa
strategi merupakan suatu pilihan atau penetapan dari beberapa
pilihan yang akan ia lakukan dalam kehidupannya. Untuk itu,
strategi ini mencakup beberapa aspek, antara lain: (1) adanya
pilihan yang dilakukan dalam realitas kehidupan, (2) jika
mengikuti pilihan tersebut, berarti kita memberikan perhatian atau
dorongan yang kuat kepada pilihan kita dan mengurangi perhatian
terhadap pilihan yang lain, (3) melakukan perencanaan yang
matang dan penuh perhatian akan membawa dampak yang pasti
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terhadap posisi yang dilakukan, (4) strategi dilakukan salah
satunya dengan tanggapan atau respons terhadap tekanan yang
dihadapi sesorang, (5) adanya pengetahuan dan sumber daya yang
mendukung seseorang atau kelompok untuk bisa mengikuti dan
membentuk berbagai strategi yang dihadapi dalam pilihan hidup,
dan (6) strategi yang diambil atau dipilih salah satu cara untuk
keluar dari pada konflik dan proses yang terjadi dalam rumah
tangga.

Unsur-unsur di atas membicarakan bahwa adanya cara atau
pilihan yang dilakukan oleh individu atau kelompok jika
menghadapi permasalahan hidup. Strategi mengupayakan dan
membentuk diri oleh seseorang atau kelompok terutama
masyarakat lokal atau masyarakat pedesaan jika terjadinya
perubahan yang dialami sebagai makhluk sosial. Perubahan yang
terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai alternatif untuk bisa
melakukan atau berkarya yang lebih baik atau optimal untuk masa
yang akan datang.

Strategi bertahan hidup adalah salah satu alternatif yang
dilakukan oleh seseorang atau kelompok, terutama pada
masyarakat pedesaan atau penduduk lokal, jika menghadapi
permasalahan hidup dalam upaya peningkatan atau perkembangan
perekonomian dan untuk bisa memenuhi segala kebutuhan hidup.
Sejalan dengan itu, Snel dan Staring dalam Resmi (2005: 6),
menyatakan bahwa strategi bertahan hidup adalah sebagai
rangkaian kegiatan atau tindakan yang dipilih secara standar oleh
individu dan rumah tangga menegah ke bawah secara sosial
ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa strategi bertahan hidup
merupakan suatu proses yang dilakukan oleh masyarakat lokal
atau penduduk lokal dalam kehidupannya untuk membangun
suatu kegiatan dan kapabilitas dukungan sosial bersifat ragam
dalam rangka bisa meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan
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perekonomian dalam aktivitas rumah tangga. Hal tersebut
menunjukkan bahwa masyarakat lokal atau penduduk lokal
mempunyai usaha yang kuat untuk melangsungkan kehidupannya.
Oleh sebab itu, semua permasalahan hidup dan rintangan yang
dihadapi dapat diselesaikan dengan optimal dan secara baik dalam
mencapai standar kehidupan yang baik juga.

Konsep strategi bertahan hidup biasanya digunakan untuk
melihat strategi orang miskin dalam aktivitas perekonomian.
Sejalan dengan itu, strategi bertahan hidup adalah strategi petani
lapisan bawah, menunjuk kepada adanya sumber yang di luar
pertanian sebagai sumber nafkah untuk mencukupi kekurangan di
sektor pertanian (Susilawati, 2003: 52). Dengan demikian, bahwa
strategi tidak saja digunakan pada orang miskin, akan tetapi
masyarakat yang mengalami perubahan mata pencaharian hidup
sehari-hari yang merupakan sumber pendapatan hidup. Pengertian
strategi bertahan hidup, tidak saja kepada cara atau alternatif, akan
tetapi berorientasi kepada proses yang dilakukan oleh individu
atau kelompok ketika mengalami guncangan dalam kehidupannya.
Proses tersebut dilakukan sebagai tahapan yang bersifat step by step
dalam meraih perekonomian untuk lebih baik. Jika kita menelusuri
pengertian tentang strategi bertahan hidup bahwa apa yang
dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat lokal terutama
masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami perubahan
mata pencaharian, aktivitas yang dilakukan tidak bersifat cepat,
akan tetapi penuh dengan kesesuaian atau adaptasi yang baik.
Perubahan mata pencaharian pada masyarakat Desa Putri Puyu
merupakan salah satu contoh bahwa adanya usaha atau proses
yang harus dilakukan dalam menghadapi kehidupan ekonomi
tersebut. Dengan demikian, jalan keluar masyarakat Desa Putri
Puyu perlu mengadakan suatu cara yang bisa membawa rumah
tangga lebih baik dan berhasil meraih ekonomi yang optimal.
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Pendapat para ahli, seperti Crow yang melihat bahwa itu
adalah pilihan, sebenarnya tidak juga, melainkan sebuah proses
aktif yang dilakukan oleh masyarakat untuk bisa bertahan hidup.
Mereka melakukan tindakan tersebut karena adanya proses
perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Misalnya,
perubahan akibat mata pencaharian, perubahan akibat bencana
alam, dan sebagainya. Dengan demikian strategi bertahan hidup
merupakan sebuah proses aktif yang dilakukan individu atau
kelompok dalam menghadapi permasalahan kehidupan baik secara
ekonomi, politik, budaya, maupun sosial.

Berbicara mengenai strategi, merupakan salah satu alternatif
yang dilakukan oleh individu atau masyarakat dalam mengatasi
kehidupan sehari-hari. Alernatif tersebut didukungi dengan
kekuatan untuk melakukan perubahan yang lebih baik ke
depannya. Mengatasi masalah hidup dapat dilakukan dengan
melalui startegi sosial untuk dapat bertahan hidup dan
melanjutkan ke masa yang akan datang. Startegi sosial adalah
cara yang dilakukan oleh masyarakat secara bersama untuk bisa
bertahan hidup akibat dari pada perubahan sosial yang terjadi.
Perubahan sosial yang terjadi tentunya memberikan akternatif
baru dan model kontemporer dalam mengatasi kehidupan.
Dalam kajian ini melihat salah satu startegi sosial masyarakat
lokal akibat perubahan sosial, terutama perubahan mata
pencaharian dalam aktivitas kehidupan apakah yang
menyebabkan oleh faktor luar maupun dalam. Salah satu
perubahan sosial yang terjadi akibat adanya faktor luar yang
mendorong individu untuk hidup secara mandiri.
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E. Perubahan Sosial

Manusia makhluk dinamis, artinya tidak ada manusia yang
tidak melakukan perubahan dalam aktivitas kehidupannya sehari-
hari. Perubahan sosial terjadi karena manusia bagian dari pada
gejala perubahan sosial dan perubahan sosial yang terjadi tidak saja
satu sisi melainkan banyak sektor dan faktor yang mengalami
berbagai perubahan di berbagai bidang yang lain.

Menurut Farley (1990: 626) dalam Sztompka (2004: 5), bahwa
perubahan sosial merupakan perubahan kepada pola perilaku,
hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu.
Hal tersebut terkait dengan adanya perubahan kepada interaksi
dalam masyarakat ketika mereka melakukan tindakan dalam
masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan itu, menurut Gillin dan
Gillin dalam Leibo (1986: 53), perubahan sosial merupakan
perubahan yang terjadi pada kehidupan manusia yang diterima,
berorientasi kepada perubahan kondisi geografis kebudayaan
materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun difusi dalam
penemuan-penemuan hal-hal yang baru. Selain itu, Adam Smith
menyatakan  perubahan akan terjadi berkaitan dengan
perekonomian masyarakat yang mengalami pergantian (Midgley,
2005: 62).

Moore dalam Lauer (1993: 4), bahwa perubahan sosial sebagai
ekspresi mengenai struktur dalam masyarakat seperti norma, nilai,
serta struktur yang saling mencakup antara satu dengan yang lain.
Selain itu, Rogers, et, al, (1988) dalam Sugihen (1996: 55),
menyatakan bahwa perubahan sosial adalah suatu proses yang
melahirkan perubahan dalam struktur dan fungsi dari suatu sistem
kemasyarakatan. Perubahan sosial bersifat berantai dalam
kehidupan ini, maka perubahan sosial terlihat berlangsung terus
sesuai dengan keadaan dimana masyarakat mengadakan
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reorganisasi unsur-unsur struktur sosial yang terkena perubahan
(Martono, 2011: 12).

Pengertian yang dikemukakan para ahli di atas memberikan
asumsi bersifat makro. Sehingga Sztompka (2004: 5) mencoba
memberikan batasan sejumlah pengertian yang telah kita bicarakan
di atas masalah perubahan sosial. Menurut Sztompka, perubahan
sosial sangat berhubungan dengan perubahan struktur ketimbang
tipe lain, di mana perubahan struktur lebih mengarah kepada
perubahan sistem. Hal tersebut berorientasi bahwa jika struktur
berubah akan mengakibatkan semua unsur dalam masyarakat akan
berubah. Sejalan dengan itu, Soekanto (2000: 338) berpendapat
bahwa suatu kondisi sosial primer yang berubah dalam masyarakat
akan mengakibatkan perubahan terhadap yang lain. Misalnya,
terjadinya perubahan ekonomi, politik, geografis, dan sebagainya
yang menyangkut kepada perubahan aspek kehidupan lainnya.

F.  Kategori Perubahan Sosial

Mengenai perubahan telah kita bahas pada kajian perubahan
sosial di atas. Perubahan tidak terjadi pada satu sisi melainkan
banyak faktor atau sektor yang menyebabkan terjadinya perubahan
sosial dalam kehidupan masyarakat. Kajian perubahan sosial
menurut Rogres (1987) dalam (Susilawati, 2003. 33) membagi atas 3
kategori perubahan sosial dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:

1. Immanent Change

Perubahan sosial merupakan perubahan yang tidak saja
terjadi dalam kehidupan masyarakat yang kecil melainkan
perubahan juga terjadi pada masyarakat yang besar, artinya pada
masyarakat pasti mengalami perubahan, karena masyarakat tidak
bersifat statis akan tetapi bersifat dinamis. Immanent change adalah
salah satu kategori dalam perubahan sosial, yaitu perubahan sosial
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yang berasal dalam sistem itu sendiri dengan sedikit atau tanpa
inisiatif dari luar. Artinya, perubahan sosial yang terjadi dalam
kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh faktor dari dalam itu
sendiri.
2. Selective Contact Change

Perubahan sosial banyak faktor atau sektor yang
mempengaruhi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Selective
contact change merupakan salah satu perubahan sosial yang
dipengaruhi oleh faktor dari luar atau dari pihak luar. Secara tidak
sadar dan spontan perubahan sosial yang terjadi membawa ide
atau gagasan yang baru dalam aktivitas kehidupan masyarakat
kepada anggota-anggota masyarakat.

3. Directed Contact Change

Kategori dalam menganalisis perubahan sosial tidak saja
dialokasikan dua yang telah kita bicarakan di atas melainkan, kita
bisa menganalisis perubahan sosial dari kategori directed contact
change. Yang dimaksud dengan directed contact change merupakan
perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat karena
adanya faktor atau ide serta gagasan yang baru dari luar yang
dilakukan dengan sengaja (outsider).

G. Dimensi Perubahan Sosial

Mengenai dimensi perubahan sosial yang terjadi dalam
kehidupan masyarakat terbagi atas tiga, yaitu:
1. Dimensi Perubahan Sosial pada Struktur
Perubahan struktur merupakan perubahan kepada perilaku
masyarakat akibat adanya faktor dari dalam, maupun dari luar.
Masyarakat mengalami perubahan sosial tidak saja satu sisi
melainkan banyak sisi yang mengakibatkan masyarakat melakukan
perubahan. Di daerah pertanian misalnya salah satu perubahan
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sosial akibat masukannya teknologi yang mengubah dimensi
struktural. Masuknya traktor di daerah pertanian mengakibatkan
berkurangnya peran kaum perempuan, yang selama ini sebagai
wanita berperan aktif dalam pertanian dan berkurangnya peran
buruh tani karena mesin yang dijadikan sebagai pengatur
pelaksanaan pertanian.

Perubahan struktur dalam masyarakat terkait dengan
kebijakan yang dikeluarkan dalam mengambil keputusan.
Misalnya, larangan mencari nafkah ekonomi melalui hutan yang
mengakibatkan perubahan terhadap pendapatan dalam rumah
tangga. Hal tersebut berorientasi kepada kebijakan atas larangan
yang dilakukan para elite masyarakat.

2. Dimensi Perubahan Sosial pada Budaya

Perubahan budaya merupakan perubahan kepada nilai atau
adanya ide yang dibangun dalam masyarakat, terkait faktor dalam
diri sendiri, maupun faktor luar yang mempengaruhinya. Biasanya
perubahan sosial pada budaya akibat adanya modernisasi atau
penemuan baru yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat.
Peristiwa perubahan sosial pada budaya terkait dengan culture lag,
culture survival, cultural conflict, and cultural shock.

3. Dimensi Perubahan Sosial pada Interaksional

Masyarakat yang dipengaruhi oleh masuknya teknologi
mengakibatkan hubungan sehari-hari semakin menjauh. Interaksi
yang dibangun secara primer membawa pengaruh kepada tatanan
hidup untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Perkembangan
teknologi juga menjadikan manusia hidup bersifat impersonal
dalam segala tindakan. Akibat perkembangan teknologi
memberikan batasan para pekerja untuk berkerja sama dan sering
mengakibatkan konflik pada komunitas masyarakat. Masyarakat
yang dekat dengan teknologi dan teknologi dijadikan sebagai
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media hidup mereka menyebabkan hubungan sosial yang bertatap
muka semakin hilang dan menimbulkan konflik dalam masyarakat.

H. Perubahan Sosial sebagai Kajian Sosiologi

Manusia adalah makhluk sosial yang bersifat dinamis.
Tingkat keragaman sebagai makhluk sosial terorganisasi secara
sederhana sampai kepada tingkat yang kompleks. Manusia pada
masa klasik, menompak hidup mulai dari berburu, meramu sampai
kepada menguntungkan diri sendiri pada tingkat industri
(Sanderson, 2011: 1). Menurut Ibnu Khaldun, bahwa manusia
makhluk sosial, di mana manusia pada kenyataannya menolong
diri sendiri dalam aktivitasnya, manusia menyadarkan dirinya
maupun orang lain, misalnya menanam, memasak, dan sebagainya
(Lauer, 1993: 43).

Sosiologi pada hakikatnya bukanlah ilmu murni melainkan
ilmu yang mengembangkan pengetahuan yang bersifat terapan.
Kajian ilmu sosiologi adalah kajian tentang kehidupan sosial
manusia. Kajian ilmu sosiologi membicarakan tentang hakikat dan
sebab tindakan manusia melakukan sesuatu. Selain itu, menurut
Veeger (1985: 3) dalam Narwoko (2010: 3), bahwa kajian ilmu
sosiologi juga melihat tentang perilaku manusia yang selalu dilihat
dan dikaitkan dengan struktur-struktur masyarakat dan
kebudayaan yang dimiliki, dibagi dan ditunjang bersama dalam
mencapai tujuan tersebut. Jika kita bandingkan dengan satu
disiplin ilmu, seperti ilmu psikologi sangat berbeda, di mana ilmu
psikologi memusatkan perhatiannya kepada pikiran dan tindakan
dari pada individu. Akan tetapi, pada kajian ilmu sosiologi
memusatkan perhatiannya kepada kelompok atau masyarakat yang
selalu mengalami perubahan atau bersifat dinamis. Dalam kajian
ilmu sosiologi bersifat luas dan menyeluruh dari semua aktivitas
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manusia. Pada disiplin ilmu sosiologi ada faktor yang
melatarbelakangi kelahirannya adalah adanya krisis-krisis yang
terjadi dalam masyarakat, artinya adanya kejadian dan perubahan
yang dialami oleh manusia atau masyarakat dalam aktivitas sehari-
hari.

Kajian sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari fenomena
yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Fenomena tersebut
terkait dengan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat
karena manusia merupakan makhluk yang mengalami perubahan.
Artinya, tidak ada manusia atau masyarakat tidak mengalami
perubahan pada aktivitas kehidupannya sehari-hari. Perubahan
tersebut tidak saja pada tingkat makro melainkan pada tingkat
mikro. Perubahan dapat juga terjadi dari segala aspek baik aspek
secara luas, maupun kepada aspek yang lebih sempit. Aspek
tersebut dapat berupa aspek perilaku dan pemikiran yaitu pada
aspek sempit, dan pada aspek secara luas terjadi kepada aspek
struktur yang mempengaruhi perkembangan dalam kehidupan
masyarakat.

Kajian perubahan sosial mulai pada abad ke-18 yang dibawa
oleh pemikir Islam yang bernama Ibnu Khaldun, dan dia termasuk
orang yang pertama kali memperkenalkan kajian perubahan sosial.
Pada kajian perubahan sosial Ibnu Khaldun mengembangkan
teorinya bernama teori siklus. Masyarakat mengalami perubahan
dari masyarakat nomaden sampai kepada masyarakat yang
menetap. Kajian perubahan sosial tersebut tidak saja dipengaruhi
oleh Ibnu Khaldun, akan tetapi banyak para ahli sosiologi melihat
tentang perubahan sosial terutama pada abad ke-19 sampai abad
ke-20.

Emile Durkheim melihat perkembangan masyarakat dari
masyarakat solidaritas mekanik menuju masyarakat organik,
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Weber melihat dari masyarakat yang irasional menuju masyarakat
rasional, Marx melihat masyarakat pada tingkat primitif menuju
masyarakat yang komunis, Auguste Comte yang merupakan bapak
sosiologi, ia melihat masyarakat mulai pada tingkat teologis,
metafisik, dan positivistik, serta para ahli sosiologi lainnya.

Mengenai studi perubahan sosial, telah menjadi fokus pada
kajian sosiologi yang dipengaruhi oleh para ahli sosiologi. Pada
kajian sosiologi perubahan sosial tidak saja dikaji dalam bidang
proses perubahan, mekanisme perubahan, dampak perubahan, dan
lain-lain. Akan tetapi, kita bisa melihat lebih luas mengenai solusi
yang akan diberikan oleh para ahli sosiologi atau para peneliti
sosiologi terhadap kejadian dalam kehidupan masyarakat.

/I\/Iengenai perubahan sosial kajian yang menarik untuk dikaji Iebih\
luas dalam artian masyarakat mengalami perubahan setiap saat.
Perspektif ini dilandasi oleh perubahan yang terjadi tidak saja
kepada perubahan struktur melainkan perubahan kepada perilaku
atau tingkah laku individu atau kelompok. Sehingga perubahan
sosial dapat kita lihat dari beberapa sudut pandang yeng berbeda
dalam mengatasi kehidupan yang akan datang. j
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BAB 3

STRATEGI MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL
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A. Pendahuluan

Perubahan dalam kehidupan masyarakat disebabkan oleh
dua faktor baik dari dalam maupun faktor dari luar masyarakat itu
sendiri. Faktor dari dalam merupakan kondisi kesenjangan antara
harapan dan kenyataan yang diharapkan oleh masyarakat,
sehingga mendorong masyarakat untuk lebih maju ke depan. Pada
kondisi tersebut individu ingin lebih memberikan sumbangan yang
berharga, ingin berubah atau tidak ingin ditindas dalam kehidupan
sehari-hari. Selain itu, faktor luar disebabkan adanya kebijakan dari
pihak luar dalam aktivitas kehidupannya. Faktor luar juga
dipengaruhi oleh adanya budaya atau lingkungan yang baru dan
belum ada dijumpai selama hidup mereka. Hal ini biasanya mereka
terima atau ditolak untuk mencapai kehidupan yang layak ke masa
depan.

Keberadaan individu dalam kehidupan masyarakat salah
satunya bertujuan untuk membentuk dirinya yang bisa
berkembang dan maju ke masa depan demi mencapai
pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan yang
berkelanjutan ialah salah satu harapan masyarakat untuk bisa
mengisi kemerdekaan Indonesia yang merupakan salah satu tujuan
negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar.
Untuk menciptakan pembangunan yang diharapkan, perlu adanya
perbaikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan
masyarakat terutama pada komunitas lokal atau penduduk lokal.
Penduduk lokal merupakan masyarakat tradisional, hidup dan
melakukan aktivitas kehidupan berada di daerah pendalaman yang
tidak sibuk dengan keramaian. Selain itu, penduduk lokal disebut
juga dengan masyarakat desa atau perdesaan. Kehidupan
penduduk lokal sangat tergantung kepada sumber daya alam yang
ada di desa atau daerah mereka sendiri. Sehingga alam merupakan
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salah satu penopang mata pencaharian masyarakat untuk bisa
bertahan hidup dan bisa melakukan aktivitas perekonomian.
Menurut Ferdinand Tonies membuat batasan terhadap penduduk
lokal yaitu paguyuban, dan paguyuban lah yang menyebabkan
orang-orang dinilai sebagai penduduk yang harmonis, rukun, dan
damai yang dijuluki sebagai penduduk yang adem ayem (Setiadi &
Usman 2011: 839).

Walaupun kondisi dan situasi masyarakat dijuluki sebagai
penduduk yang adem ayem (damai, rukun, harmonis), akan tetapi
tidak akan lepas dari perubahan yang terjadi pada kehidupan
sehari-hari. Sumber daya alam yang melimpah merupakan salah
satu pendukung pertumbuhan perekonomian pada penduduk lokal
dan hal tersebut terjadi pada penduduk yang berada di Desa Putri
Puyu. Penduduk Desa Putri Puyu mata pencaharian mereka sangat
tergantung pada hutan. Keberadaan hutan menjadi salah satu
sumber pendapatan untuk bisa hidup. Hasil hutan membawa
perubahan terhadap aktivitas perekonomian dan aktivitas lainnya.
Sehingga, penduduk lokal Desa Putri Puyu ketika bekerja
memanfaatkan hasil hutan kehidupan mereka termasuk sejahtera
dan mencapai kehidupan yang layak. Mata pencaharian yang
bergantung kepada hutan mereka lakukan sejak tahun 1965, dan
pada tahun itu perekonomian penduduk lokal terutama Desa Putri
Puyu meningkat serta banyak meningkatkan usaha pedagang, para
pekerja, serta toko yang tidak hanya berasal dari penduduk
setempat, melainkan penduduk luar yang ingin melakukan
aktivitas perekonomian bersama.

Pekerjaan sebagai penebangan kayu di hutan pada saat itu
tidak memakai alat-lalat mesin, melainkan menggunakan alat-alat
manual yang bersifat tradisional. Mereka bekerja menggunakan
gergaji manual yang dilakukan dua orang untuk bisa menghasilkan
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uang. Aktivitas tersebut untuk meningkatkan bagaimana segala
kebutuhan dapat terpenuhi dalam rumah tangga. Sebagai
penebangan hutan yang alat manual penghasilan tidak sebanding
dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan. Artinya, tenaga dan
waktu mereka habis untuk menggergaji kayu saja sehari-hari dan
tidak kelihatan hasil yang diperoleh.

Perkembangan penduduk lokal dan adanya perkenalan
teknologi baru yang dilakukan oleh masyarakat luar, sehingga
mengakibatkan perubahan terhadap alat yang digunakan untuk
menebang hutan. Alat tersebut membawa perubahan kepada
aktivitas penebangan hutan dan memberikan sumbangan yang
besar untuk memperoleh penghasilan. Pada Tahun 1971,
penebangan hutan mulai menggunakan alat mesin yang cepat dan
tepat dalam pekerjaan. Dengan perkembangan alat tersebut
penduduk memperoleh pendapatan atau penghasilan sehari-hari.
Kondisi dan situasi ini merupakan salah satu perkembangan
terhadap aktivitas penduduk lokal sebagai orang yang bermata
pencaharian memanfaatkan hutan atau mata pencaharian yang
tergantung kepada sumber daya alam tersebut. Perubahan alat
salah satu faktor yang dapat meningkatkan perekonomian
masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian terhadap
hutan.

Perubahan Membawa Keguncangan Ekonomi

Mata pencaharian sebagai penebangan hutan salah satu
aktivitas penduduk lokal untuk mempertahankan kehidupan
sehari-hari. Penduduk lokal sebagai mata pencaharian hutan
memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang membaik
sehingga kehidupan mereka semakin sejahtera, damai dan saling
membantu antara satu dengan yang lain. Sejalan dengan itu,
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Marvin Harris mengungkapkan bahwa perubahan ekonomi
membawa dampak terhadap perubahan yang lain dengan istilah
perubahan struktur dan perubahan suprastruktur.

Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat salah
satu masalah yang terjadi dalam masyarakat dan membawa
keguncangan ekonomi pada masyarakat tersebut. Masyarakat yang
sejahtera, damai, dan tidak konflik akan menimbulkan suasana
yang berbeda karena perubahan mata pencaharian sebagai
ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Keguncangan ekonomi
sebagai wujud bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat
memberikan dampak apa yang mereka kerjakan sebagai makhluk
kreatif, sehingga terjadinya perilaku dan pemikiran yang tidak
sama antara kenyataan dan harapan masyarakat itu sendiri.

Perubahan Ekonomi Masyarakat Semakin Galau

Masalah ekonomi salah satu masalah bagaimana masyarakat
untuk bisa mempertahankan kehidupan rumah tangga maupun
memenuhi segala keperluan hidup sehari-hari. Masyarakat
mengalami perubahan mata pencaharian memberikan dampak
kepada perubahan pendapatan dan berdampak kepada kehidupan
ekonomi yang semakin galau. Menurut Ngo dalam Chalik (2010:
67) melaporkan hasil penelitiannya bahwa perubahan struktur
terutama penggunaan tanah pada masyarakat orang Sakai di
Kecamatan = Mandau, Bengkalis dan masyarakat Riau
mengakibatkan masyarakat galau dan kehidupan masyarakat
semakin cemas.

Perubahan ekonomi yang terjadi dalam aktivitas kehidupan
sehari-hari, salah satu adanya perubahan kepada mata pencaharian
dan pendapatan yang menurut akibat perubahan tersebut. Untuk
itu, masyarakat harus bisa menemukan mata pencaharian baru
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sebagai mata pencaharian dalam memenuhi segala kebutuhan
hidup. Masyarkat Desa Putri Puyu bekerja sebagai penebangan
hutan merupakan pekerjaan yang paten dalam, artinya pekerjaan
sebagai sumber nafkah dalam rumah tangga. Di mana masyarakat
tersebut sangat dekat dengan hutan dan hutan salah satu
pendapatan yang terbesar dalam meraih prestasi hidup. Bagi
masyarakat tersebut, hutan peluang yang sangat besar di mana
segala kebutuhan hidup baik pangan, papan, dan sandang dapat
terpenuhi dengan baik.

Kebijakan pemerintah melarang masyarakat dalam mata
pencaharian sebagai penebangan hutan, membawa dampak kepada
aktivitas yang dilakukan sehingga masyarakat semakin cemas dan
menjadi galau untuk bisa mencari nafkah hidup dalam rumah
tangga. Secara tidak langsung, perubahan mata pencaharian
menjadikan masyarakat semakin galau dan semakin berusaha
untuk melakukan pekerjaan, apakah mereka bekerja ganda atau
pekerjaan yang bisa memberikan hasil untuk bisa bertahan hidup.

Kebijakan Menyebabkan Perubahan Ekonomi

Faktor yang mendorong perubahan dalam masyarakat, tidak
hanya perubahan dari dalam masyarakat itu sendiri untuk berubah,
melainkan adanya faktor luar yang menyebabkan masyarakat
melakukan perubahan. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan
masyarakat didorong oleh rasa percaya bahwa perubahan akan
memberikan nilai positif untuk membangun aktivitas ekonomi.
Akan tetapi, perubahan mata pencaharian bukan sekadar
pergantian pekerjaan oleh masyarakat, namun perubahan tersebut
membutuhkan penyesuian yang tinggi untuk mencapai
kesejahteraan dalam rumah tangga.

-47-



Perubahan ekonomi, bila masyarakat tidak mampu
menghadapi perubahan tersebut maka berdampak negatif dalam
rumah tangga maupun masyarakat. Tindakan melawan tersebut
sebagai wujud dari ketidakpuasan mereka terhadap hukum atau
aturan yang berlaku pada masyarakat.

Kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah
merupakan salah satu faktor luar yang mendorong terjadinya
perubahan, terutama perubahan pada mata pencaharian.
Masyarakat yang telah melakukan pekerjaan bertahun-tahun,
apabila mengalami perubahan secara cepat dan tidak bisa
melakukan adaptasi yang optimal dalam meraih kehidupan
sejahtera. Kebijakan pemerintah memberikan dampak kepada
aktivitas ekonomi, karena masyarakat telah melakukan pekerjaan
sebagai nafkah hidup bertahun-tahun. Kebijakan pelarangan
membuat masyarakat semakin gelisah dan sengsara dalam
hidupnya.

Contohnya, terjadi pada masyarakat Desa Putri Puyu sejak
tahun 1965 yang sangat tekun melakukan pekerjaan sebagai
penebangan hutan. Sejak terjadinya larangan atas kebijakan
memberikan andil atas apa yang mereka lakukan. Artinya,
masyarakat tersebut mengalami perubahan ekonomi akibat
kebijakan pemerintah. Kebijakan yang cepat dan memutuskan
perubahan pekerjaan tidak hanya berdampak positif dalam
masyarakat itu sendiri, melainkan berdampak negatif atas tindakan
atau perbuatan yang dilakukan.

B.  Strategi Sosial Menghadapi Perubahan Mata Pencaharian

Indonesia mengalami masalah kemiskinan sampai hari ini
belum juga dapat diselesaikan oleh pemerintah. Ini berarti masalah
kemiskinan masih dibicarakan oleh masyarakat dan negara dalam
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mencapai tujuan dan harapan bangsa ini. Masalah kemiskinan yang
terjadi dalam kehidupan masyarakat merupakan masalah yang
menjadi pokok pembicaraan atau sebagai pembahasan yang tidak
ada hentinya baik dilakukan pada kalangan pemerintah negara,
masyarakat, bahkan orang yang ikut dalam pendidikan juga tetap
mencari dan menemukan solusi yang baik untuk memecahkan
masalah kemiskinan. Banyak para peneliti dalam melihat masalah
tersebut, tetapi belum juga menemukan solusi yang tepat dalam
mengatasi kemiskinan pada negara ini.

Perlu dicermati bersama bahwa kemiskinan yang terjadi
dalam  kehidupan  masyarakat  banyak  faktor  yang
melatarbelakanginya. Salah satunya masalah yang terjadi, terutama
masalah ekonomi. Akan tetapi, kita lupa bahwa masalah ekonomi
tidak berdiri sendiri, pasti ada yang melatarbelakangi masalah itu
terjadi, terutama adanya faktor perubahan pada mata pencaharian.
Pada tahap awal perubahan mata pencaharian dapat saja
meningkatkan kemiskinan dalam masyarakat, karena dengan
perubahan mata pencaharian masyarakat menjadi shock dan
membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi. Bisa saja perubahan
pada tahap awal menyebabkan berkurangnya dukungan terhadap
kebutuhan hidup dan tidak tercapainya tingkat kesejahteraan bagi
kehidupan masyarakat, namun seiring berjalan waktu akan
menemukan cara untuk menghadapi situasi kehidupan yang baru.

Kasus Desa Putri Puyu memperlihatkan bahwa penduduk
lokal yang dekat dengan mata pencaharian sumbar daya alam,
akan mengalami penurunan pendapatan akibat terganggu aktivitas
ekonomi yang selama ini. Akan tetapi, kebijakan pemerintah yang
mengubah mata pencaharian masyarakat lokal mendorong mereka
menemukan  atau  melakukan  alternatif = baru  dalam
mempertahankan hidup. Desa Putri Puyu termasuk desa yang
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memiliki sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk bisa
bertahan hidup. Kondisi dan situasi seperti ini mendorong
penduduk lokal Desa Putri Puyu melakukan cara untuk bisa
melangsungkan aktivitas ekonomi.

Strategi Struktur pada Melayu Desa

Mengenai strategi struktur merupakan salah satu strategi
yang digunakan untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi dalam
rangka perubahan sosial. Strategi struktur adalah strategi perilaku
sesorang akibat perubahan mata pencaharian dalam aktivitas
seharinya. Untuk bisa tetap bertahan hidup, mereka melakukan
aktivitas yang dulunya mereka tidak melakukan misalnya
menanam palawija di antara tanaman karet atau dikenal dengan
istilah tumpang sari. Masyarakat punya cara sendiri untuk bisa
bertahan hidup di antaranya:

1. Gali Lubang Tutup Lubang, Sebuah Startegi Desa Melayu

Puluhan tahun negara dijajah, ekonomi semakin memburuk,
dan kondisi serta situasi tidak memadai dan juga masyarakat terus
diawasi dengan kelemahan dalam mendapat penghasilan, sehingga
ekonomi masyarakat saat itu sangat memprihatinkan. Kekayaan
alam yang melimpah bukan milik masyarakat pribumi, melainkan
milik penjajah untuk menguasai segala apa yang menjadi
keinginannya. Sehingga perekonomian masyarakat ketika dijajah
tidak semuanya terpenuhi kebutuhan hidup dan mereka hanya bisa
menjadi kuli bagi negara lain. Sejak kemerdekaan, negara terus
berjuang dalam rangka membangun infrastruktur perekonomian
untuk mengisi kemerdekaan negara ini. Akan tetapi, penjajahan
tidak akan berakhir, masyarakat terus dijajah dengan kondisi
perubahan mata pencaharian yang mata pencaharian tersebut telah
menjadi mata pencaharian utama dalam rumah tangga masyarakat
untuk terpenuhi kebutuhan ekonomi.
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Perubahan mata pencaharian merupakan salah satu dampak
terhadap pendapatan masyarakat dalam melakukan aktivitas
kehidupan ekonomi. Masyarakat yang damai dan sejahtera salah
satu harapan bangsa untuk mengisi kemerdekaan. Perubahan mata
pencaharian masyarakat akan menjadikan masyarakat semakin
galau dan cemas dengan kondisi yang terjadi. Apalagi perubahan
mata pencaharian, berdampak kepada tidak saja pendapatan yang
berubah akan tetapi masyarakat harus bisa menyesuaikan diri
untuk meraih cara bekerja yang cepat dalam mencapai penghasilan
hidup. Persoalan ini terkait dengan kondisi yang dialami salah satu
Desa Melayu yang berada di Riau, di mana mereka mengalami
perubahan mata pencaharian dan mata pencaharian tersebut
merupakan mata pencaharian yang telah ditekuni puluhan tahun
serta penghasilan cukup untuk memenuhi segala kebutuhan hidup.
Lalu bagaimana mereka bertahan hidup terhadap kondisi
perubahan tersebut?

Masyarakat Desa Melayu Putri Puyu, masyarakat yang kreatif
dan terus berjuang untuk bisa hidup dalam rangka terpenuhi
segala kebutuhan ekonomi. Salah satu cara yang dilakukan adalah
gali lubang tutup lubang sebuah strategi Melayu desa untuk bisa
bertahan hidup. Menurut Max Weber, manusia adalah makhluk
yang kreatif, serta turus melakukan tindakan-tindakan dalam
aktivitas kehidupannya.

Strategi gali lubang tutup lubang adalah strategi atau
alternatif yang dilakukan masyarakat Desa Melayu Putri Puyu
dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Strategi tersebut
bertujuan untuk bisa melangsungkan aktivitas perekonomian
untuk mencapai standar kehidupan yang lebih baik. Masyarakat
Desa Melayu melakukan strategi dengan meminjam uang atau
barang kepada tetangga atau kepada tauke yang mereka percaya
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dan adanya rasa kepercayaan kedua belah pihak. Biasanya mereka
melakukan peminjaman uang kepada teman misalnya kepada Budi
dengan jumlah uang sebesar Rp. 50.000 dengan rentang waktu dua
minggu atau lebih. Sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat
uang tersebut bisa dipinjamkan dengan rentang waktu telah
ditetapkan. Jika uang yang dipinjam kepada si Budi tadi belum bisa
dikembalikan sesuai kesepakatan waktu yang telah dibuat, maka
dilakukan lagi peminjaman kepada yang lain, misalnya kepada Ali.
Uang yang dipinjamkan kepada Ali tersebut akan digunakan untuk
membayar hutang kepada si Budi. Apabila belum juga
mendapatkan uang untuk mengembalikan uang Ali, maka akan
dilakukan lagi peminjaman kepada pihak lain guna untuk melunasi
hutang kepada Ali, dan begitu seterusnya. Langkah tersebut terus
dilakukan untuk bisa menjalankan aktivitas perekonomian dalam
kehidupan sehari-hari.

Gali lubang tutup lubang itu biasa bagi masyarakat Melayu
Desa Putri Puyu setelah terjadinya perubahan mata pencaharian
yang merupakan sumber pendapatan kehidupan. Alternatif
tersebut untuk bisa bertahan hidup dengan situasi dan kondisi
perekonomian yang tidak bisa memenuhi segala kebutuhan baik
pangan, papan, maupun sandang. Perubahan mata pencaharian
membawa dampak terhadap perilaku sehari-hari, serta aktivitas
ekonomi. Masyarakat Melayu Desa Putri Puyu dulunya tidak
mengenal dengan sistem atau strategi gali lubang tutup lubang
dalam ekonomi, akan tetapi sekarang sistem tersebut telah
berkembang dan menjadi kebiasaan untuk bertahan kehidupan
ekonomi rumah tangga.

Strategi ini muncul sejak terjadinya perubahan mata
pencaharian tahun 2007, di mana saat itu juga terjadi kenaikan
harga barang bahan makanan pokok. Kondisi dan situasi ini yang
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menjadikan Melayu Desa Putri Puyu tetap melakukan aktivitas
ekonomi dengan bekerja untuk saling membantu. Jadi, strategi gali
lubang tutup lubang tersebut terjadi beberapa pihak yaitu kepada
tetangga, kerabat, dan sanak saudara, serta kepada tauke atau
pedagang pengumpul terhadap hasil bumi. Misalnya, kepada
pedagang pengumpul karet atau penghasilan lainnya.

Kondisi tersebut salah satu strategi sosial yang digunakan
oleh masyarakat lokal Putri Puyu untuk dapat melangsungkan
kehidupan yang akan datang. Gali lubang tutup lubang kepada
tetangga, kerabat, maupun sanak saudara itu biasa untuk dapat
bertahan hidup. Strategi gali lubang tutup lubang sebenarnya
memanfaatkan peluang dari nilai dan norma yang ada dalam
masyarakat, karena mereka harus dapat berbagi dalam kehidupan
sesama manusia. Sikap tolong menolong salah satu sikap yang ada
pada masyarakat lokal, terutama masyarakat Putri Puyu. Tindakan
individu berpengaruh terhadap tindakan kelompok. Artinya,
individu akan bersama jika ada kesenjangan sosial yang terjadi, dan
sebaliknya kelompok akan hancur jika kesenjangan sosial semakin
menjadi. Hubungan kebersamaan tersebut memberikan masukan
kepada masyarakat untuk hidup saling membantu sesama
manusia.

2. Strategi Migrasi sebagai Pilihan Terakhir Melayu Desa
Perubahan mata pencaharian dalam masyarakat berdampak
terhadap perubahan yang lain, terutama kepada struktur
masyarakat perdesaan. Masyarakat yang teratur dan damai
mengalami perubahan mata pencaharian jika mata pencaharian
telah berubah secara cepat dan berdampak terhadap ekonomi.
Perubahan ekonomi merupakan sebab utama terjadinya perubahan
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pendapatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terkait bahwa
ekonomi sebagai sumber masyarakat untuk bisa bertahan hidup.

Mata pencaharian masyarakat Melayu Desa Putri Puyu dekat
kepada alam. Alam menjadi sumber daya untuk memperoleh
pendapatan atau penghasilan dalam aktivitas kehidupan.
Masyarakat Melayu Desa Putri Puyu telah bekerja sebagai
penebang hutan sejak tahun 1965, dan hutan menjadi sumber
pendapatan utama. Hal tersebut mengalami perubahan sejak
adanya kebijakan pemerintah tentang larangan masyarakat
menebang hutan, sehingga masyarakat Melayu Desa Putri Puyu
mencari atau menemukan pekerjaan yang baru atau aktivitas
ekonomi baru.

Rumah tangga masyarakat Melayu Desa Putri Puyu
melakukan migrasi sebagai pilihan untuk bisa menjalankan
aktivitas ekonomi. Migrasi yang dilakukan oleh Melayu Desa Putri
Puyu tidak saja lintas wilayah melainkan lintas negara. Sejalan
dengan itu Lucas et.al (1984) mengungkapkan, bahwa keadaan
ekonomi yang menyebabkan terjadinya migrasi dalam aktivitas
kehidupan. Perubahan mata pencaharian yang berdampak kepada
pendapatan atau penghasilan tentunya berdampak kepada sikap
dan tindakan yang dilakukan dalam kehidupannya.

Migrasi sebuah jalan keluar untuk tetap menjalankan
aktivitas ekonomi dan memperoleh pendapatan dalam rumah
tangga. Masyarakat Melayu Desa Putri Puyu melakukan migrasi
terbagi atas dua yaitu migrasi internal dan eksternal. Penulis
membagi migrasi internal bersifat antarwilayah yang satu dengan
yang lain. Artinya, mereka berusaha mencarikan pekerjaan yang
lain serta melakukan migrasi pada daerah lain untuk mencapai
tujuan hidup dan kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut
langkah yang dilakukan dengan migrasi pada kabupaten atau
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seputaran Indonesia. Hal ini yang menjadikan diri mereka untuk
bisa melakukan tindakan demi mencapai suatu tujuan.

Ini terjadi pada anak-anak muda atau pasangan suami istri
yang telah menikah serta para orang dewasa untuk bisa
melangsungkan kehidupan ekonomi. Aktivitas ekonomi telah
menurun dan pendapatan yang tidak stabil menjadikan anak-anak
muda yang seharusnya usia sekolah mereka melakukan migrasi
untuk mencari nafkah hidup. Misalnya, terjadi kepada saudara AB,
pada usia 19 tahun AB harus berusaha mencari nafkah hidup
keluarga karena situasi ekonomi tidak mencukupi keperluan hidup
yang tergantung kepada sumber daya alam yaitu getah atau karet.
Untuk mendapatkan hasil yang baik, mereka tidak diam turus
berjuang mencari sesuap nasi. Langkah vyang dilakukan
meninggalkan keluarga dan sanak di kampung, serta pulang ketika
menjelang lebaran. Pekerjaan yang dilakukan hanya sebagai buruh
yang mengambil upah kepada orang lain yaitu sebagai pekerjaan
pada PT yang tempatnya pada posisi yang sangat memprihatinkan.
Situasi dan kondisi ini yang dilakukan para anak muda dalam
aktivitas ekonomi akibat perubahan mata pencaharian hidup.

Menyedihkan, para migran pulang harus memilih dua situasi
yaitu hutang atau untung. Maksudnya, ketika mereka merantau
untuk mencarikan pekerjaan tidak semuanya bisa memperoleh
keuntungan atas tindakan yang dilakukan. Sehingga mereka
pulang meninggalkan hutang dan pulang membawa hutang. Ini
berarti bahwa para migran melakukan pekerjaan menjadikan
dirinya semakin terpuruk akibat ekonomi yang lemah. Hal tersebut
salah satu jalan yang dilakukan tetap bekerja dan berusaha
menemukan pekerjaan baru demi mencapai standar kehidupan
yang layak. Sebuah kasus yang terjadi pada Desa Putri Puyu,
migrasi dalam artian mencari pekerjaan baru atau penghidupan
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baru, mengakibatkan para migran meninggalkan hutang dan lari
dari pekerjaan tersebut. Akibatnya tidak sesuai antara pemasukan
dengan pengeluaran atas tindakan yang dilakukan.

Migrasi eksternal adalah mereka melakukan migrasi
antarnegara. Artinya, mereka pergi ke negara lain yang jaraknya
tidak jauh dari daerah mereka. Akibat penurunan pendapatan oleh
perubahan mata pencaharian mereka harus berusaha mencari jalan
keluar untuk mencukupi kebutuhan hidup. Migrasi yang dilakukan
mencari pekerjaan baru karena kebutuhan hidup meningkat dan
pekerjaan sebagai perkebunan tidak stabil pendapatan yang
diperoleh melainkan hutang yang banyak di warung-warung.
Masyarakat Melayu Desa Putri Puyu langkah dilakukan
meninggalkan istri dan keluarga untuk mencari sesuap nasi.

Negara tujuan migrasi mereka biasanya di negara yang
terdekat yaitu Malaysia. Negara tersebut adalah negara tetangga
yang siap untuk berbagi dalam pendapatan hidup. Untuk
melakukan migrasi Negara Malaysia mereka harus membuat
paspor untuk kepergian apakah bulanan atau tahunan. Pendapatan
yang diperoleh ketika migrasi di Negara Malaysia dapat
mencukupi segala kebutuhan hidup dan mereka bisa mengirimkan
uang kepada anak dan istri mereka. Pada kalangan muda yang
belum menikah mereka bisa mengirimkan untuk kedua orang tua
mereka.

Kondisi ekonomi menjadikan masyarakat untuk berbagi
pengalaman hidup. Pengalaman hidup tidak saja bersifat gembira
atau kesenangan yang diceritakan melainkan factor ekonomi salah
satu faktor utama untuk berbagi. Jika ekonomi semakin sulit
mengakibatkan migrasi sebagai andalan hidup. Masyarakat Putri
Puyu melakukan migrasi sebagai sumber pendapatan sehari-hari
atau sumber pendapatan untuk masa yang akan datang.
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3. Pola Nafkah Ganda: Melayu Desa Saling Melengkapi

Berbicara mengenai pola nafkah ganda, tidak sebuah kajian
yang baru, melainkan banyak para peneliti telah melihat dan
mengkaji secara detail permasalahan tersebut. Ini terkait dalam
kajian kemiskinan, di mana para peneliti melihat strategi yang
digunakan orang miskin untuk mengatasi kemiskinan. Misalnya,
dalam kajian Ihromi (1991: 242), bahwa dalam mengatasi
kemiskinan langkah yang dilakukan adalah melibatkan seluruh
keluarga dalam aktivitas ekonomi, terutama pada sektor pertanian
di Jawa. Pada sektor tersebut orang Jawa melakukan strategi untuk
bisa bertahan hidup akibat kemiskinan. Selain itu, pada kajian pola
nafkah ganda pada pekerjaan pabrik. Di mana para pekerja tersebut
berusaha menemukan dan mencarikan pekerjaan yang lain akibat
penghasilan pekerjaan sebagai pabrik tidak mencukupi segala
kebutuhan keluarga, sehingga langkah yang dilakukan dengan pola
nafkah ganda (Fauziah, 2014). Untuk kasus kemiskinan ini akan
dibahas secara khusus pada bab berikutnya.

Selain itu, dalam penelitian Marzal mengenai strategi orang
miskin menghadapi kemiskinan. Hasil penelitian tersebut
mengambarkan bahwa masyarakat pertanian terbagi atas dua yaitu
pemilik tanah dan penguasa tanah. Hasil tersebut mengambarkan
bahwa untuk mengatasi kemiskinan mereka harus bisa melakukan
hubungan yang baik antara petani satu dengan yang lain untuk
mengatasi kemiskinan. Hasil ini menunjukkan salah satu strategi
yang digunakan adalah menjalin hubungan yang baik antara
individu satu dengan yang lain.

Menurut Scoones (1998), bahwa jika kita melakukan
pekerjaan pada sektor pertanian dan jasa lainnya dinamakan
dengan istilah pola nafkah ganda. Masyarakat Melayu Desa Putri
Puyu akibat perubahan mata pencaharian sebagai perkebunan
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karet mengalami perubahan cara mereka bekerja. Artinya, mereka
harus bisa berbagi pekerjaan pada sektor perkebunan karet dan
sektor lainnya. Sebagai contoh, keluarga Bapak Mur, Pak Mur
merupakan seorang petani perkebunan karet (sejak perubahan
mata pencaharian). Hari-hari yang dilewati tidak mencukupi
kebutuhan keluarga, jika ia hanya bekerja sebagai perkebunan
karet. Sehingga langkah yang dilakukan dengan bekerja pada jasa
lain yaitu sore mengambil kayu bakau di laut. Kayu tersebut adalah
untuk bisa dijual ke tempat lain sebagai antisipasi akibat perubahan
tersebut. Hasil kayu bakau juga tidak mencukupi segala kebutuhan
hidup langkah lain yang dilakukan dengan mengikutsertakan para
anggota keluarga mencari nafkah hidup.

Masyarakat Melayu Desa Putri Puyu untuk mempertahankan
aktivitas ekonomi, mereka melakukan pekerjaan besifat ganda atau
lebih dari satu pekerjaan. Mereka bekerja tidak saja pagi melainkan
sampai sore bahkan malam juga digunakan untuk bekerja. Ini
sehubungan bahwa pendapatan sebagai perkebunan karet tidak
mencukupi segala kebutuhan masyarakat. Apalagi kebutuhan
ekonomi saat ini meningkat dari hari ke hari (ungkapan informan).
Ini menjadikan kehidupan kami semakin sulit untuk melangkah
lebih baik.

Melayu Desa Putri Puyu melakukan pekerjaan tambahan
dilakukan secara bersama. Hal tersebut membuktikan aktivitas
yang dilakukan untuk sama-sama memenuhi kebutuhan hidup.
Alternatif yang dapat dilakukan selain pekerjaan perkebunan karet
yaitu mengambil upah/jasa untuk orang lain (membersihkan
perkebunan orang lain, kerja dengan perusahaan yang ada di
sekitar desa, mengambil kayu bakau dan menjadi nelayan).
Pekerjaan tambahan tidak sebagai pendapatan utama, hal tersebut
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membuktikan bahwa sebagai penambahan pendapatan dalam
rumah tangga.

Pekerjaan  sebagai  pengambilan  upah/jasa  tidak
menghasilkan pendapatan yang tinggi melainkan sebagai
tambahan jajan untuk anak-anak (ungkapan informan). Jika kita
lihat penghasilan sebagai petugas kebersihan kebun orang lain
tergantung kepada berapa banyak pekerjaan yang dilakukan.
Sekurang-kurangnya dalam satu hari memperoleh pendapatan
sekitar Rp20.000/hari. Apalagi pekerjaan sebagai pengambil kayu
bakau dan nelayan, hanya menghasilkan atau memperoleh
pendapatan lebih kurang sekitar Rp15.000/hari. Dengan demikian,
langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan pola nafkah
ganda dan melibatkan anggota keluarga untuk mendapatkan
penghasilan.

Strategi Suprastruktur pada Melayu Desa

Memahami masalah perubahan mata pencaharian merupakan
masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang perlu
diatasi dan perlu kita mengetahui sebab dan akibat perubahan.
Menurut Marvin Harris, bahwa perubahan mata pencaharian atau
ekonomi membawa dampak kepada perubahan pemikiran
masyarakat. Artinya, masyarakat berusaha menemukan ide baru
untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Ide tersebut muncul
ketika segala aktivitas yang terjadi dilihat dan dirasakan akibat
kondisi dan situasi. Perubahan mata pencaharian tidak saja
perilaku yang makin berubah melainkan masyarakat harus bisa
memikirkan langkah yang diambil untuk bisa bertahan hidup.
Komponen suprastruktur terdiri meliputi pendidikan sebagai
orientasi ekonomi dan nilai ekonomi akan bergeser.
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1. Pendidikan sebagai Orientasi Ekonomi

Perubahan mata pencaharian hidup membawa dampak
kepada pemikiran masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas
dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang dianggap tidak
penting telah menjadi dasar bagi masyarakat lokal untuk bisa
bertahan hidup. Bertahan-tahun merasakan hasil dari hutan atau
bumi yang kaya raya dan bertahun-tahun hidup mewah dengan
pendapatan dari hasil hutan. Akan tetapi kebijakan menjadikan
masyarakat lokal Desa Putri Puyu harus mencari cara untuk bisa
bertahan hidup.

Pendidikan pada masyarakat lokal Desa Putri Puyu tidak
terlalu tinggi yang penting bagi mereka bisa membaca dan menulis.
Aktivitas pendidikan tidak sebagai dasar untuk bisa memenuhi
segala kebutuhan hidup, melainkan membawa beban dalam
kehidupan. Anak mereka yang bersekolah hanya tamat pada
Sekolah Dasar (SD) dan memperoleh ijazah. Bagi mereka ijazah
tidak penting dan yang penting mau berusaha dan bekerja keras
dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidup baik berupa
kebutuhan pangan, papan dan sandang.

Pekerjaan sebagai penebangan hutan tidak memerlukan
pendidikan yang tinggi dan hanya mengutamakan otot atau mau
bekerja keras dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup.
Pekerjaan hutan dilakukan dari pagi sampai sore bahkan diantara
mereka melakukan pekerjaan di hutan sampai malam dengan
membangun kemah untuk bisa memperoleh pendapatan yang
sesuai dengan harapan mereka.

Perubahan mata pencaharian ke perkebunan karet
menjadikan pola pikir masyarakat semakin dewasa. Mereka
menyadari untuk tetap hidup dan berkarya dalam mendapatkan
penghasilan harus dilakukan langkah tetap melanjutkan anak-anak
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mereka bersekolah. Strategi ini dilakukan tidak hanya satu kepala
keluarga melainkan seluruh kepala keluarga telah memikirkan
untuk masa depan anak mereka. Strategi ini salah satu cara untuk
mendapatkan penghasilan dalam rumah tangga.

2. Nilai Ekonomi Anak Bergeser

“Banyak anak banyak rezeki.” Istilah atau peribahasa ini telah
tertanam pada masyarakat lokal dalam aktivitas kehidupan sehari-
hari. Ini terkait pada pranata keluarga yang merupakan unsur
terpenting sebagai fungsi ekonomi, diatur dengan mengadakan
pembagian kerja pada anggota keluarga. Menelusuri kembali pada
Negara Amerika, dimana anggota keluarga salah satu usaha untuk
memproduksi  barang sebagai kebutuhan hidup sehari-hari.
Misalnya, memproduksi makanan, peralatan rumah dan
sebagainya. Ini terkait adanya pembagian kerja dari anggota
keluarga baik itu, ayah, ibu dan anak. Hal tersebut bertujuan untuk
mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga dan salah satu
strategi untuk bisa bertahan hidup.

Keluarga merupakan salah satu unit untuk memproduksi
kebutuhan ekonomi baik secara primer maupun sekunder atau
pangan, papan, dan sandang. Ibaratnya dalam unit keluarga seperti
pabrik yang terdapat pembagian kerja baik manajer, bidang-
bidang, maupun yang lainnya. Aktivitas pabrik tersebut bekerja
sesuai dengan tugas atau fungsi yang diberikan kepadanya. Ini
tidak kalah penting pada unit keluarga yang masing-masing
elemen mempunyai tugas dan fungsi yang disepakati secara
bersama.

Peribahasa di atas (“Banyak anak banyak rezeki”) merupakan
salah satu dokrin masyarakat untuk bisa melakukan pembagian
kerja dalam rumah tangga, sehingga aktivitas yang dilakukan
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terlihat keluarga mempunyai struktur yang jelas dalam melakukan
tindakan. Terutama pada masyarakat desa atau masyarakat yang
tradisional, masih kuat dengan kata-kata nenek moyang dahulu.
Akibatnya dokrin tersebut anggota rumah tangga masyarakat desa
berkisar 5-12 orang anak dalam rumah tangga. Ini salah satu unsur
dokrin yang dipamerkan kepada masyarakat dan mengalami
peningkatan terhadap pembagian kerja dalam rumah tangga.

Setiap anak diberi kesempatan untuk mencari pendapatan
dalam rumah tangga dan bisa memenuhi segala kebutuhan hidup.
Salah satunya di Desa Putri Puyu yang jumlah anggota keluarga
lebih dari pada dua orang. Sehingga pendapatan dalam rumah
tangga dibantu oleh anak dan anak berhak untuk dapat menikmati
pekerjaan atau berhak untuk mendapat penghasilan sehari-hari. Ini
juga terbukti bahwa jumlah anggota keluarga Desa Putri Puyu
dalam sebuah rumah tangga lebihi dari pada dua orang. Hal
tersebut mengambarkan bahwa anak tidak dibatasi dalam rumah
tangga. Selain itu, pendapatan dan pekerjaan dalam mendapat
penghasilan termasuk tinggi dan perlu adanya jumlah anggota
yang banyak.

Akan tetapi, sejak terjadinya perubahan mata pencaharian
sebagai perkebunan karet mengalami perubahan kepada
pandangan masyarakat Desa Putri Puyu. Bahwa banyak anak
mengakibatkan kesengsaraan dalam mendapatkan penghasilan
hidup. Sehingga jumlah anak masyarakat Desa Putri Puyu berkisar
1 sampai 3 dari satu keluarga. Untuk membatasi semuanya langkah
yang dilakukan dengan penerapan keluarga berencana (KB) dalam
rumah tangga. Sehingga beban kerja anak tidak sebanyak saat
mereka pekerjaan sebagai penebangan hutan. Jumlah anak yang
banyak tidak membawa perubahan hidup ke arah lebih baik
melainkan menjadi beban dalam rumah tangga untuk
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mendapatkan penghasilan. Seperti kasus keluarga Pak Mur yang
jumlah anaknya tiga orang. Pak Mur beranggapan jika jumlah anak
banyak mau beri makan apa? Apa lagi kondisi ekonomi seperti saat
sekarang ini dan perlu hemat dalam aktivitas ekonomi. Langkah
yang dilakukan hanya membatasi jumlah anak dalam rumah
tangga.

Membatasi jumlah anak menunjukkan dalam rumah tangga
terjadi perubahan pola pikir, bahwa banyak anak tidak lagi banyak
rezeki akan tetapi mengakibatkan banyak beban dalam keluar.
Anak yang selama ini sebagai unsur untuk mendapatkan atau
melakukan pekerjaan sehingga nilai yang telah dibangun menjadi
berubah. Paradigma tentang anak yang selama ini menganggap
bahwa banyak anak akan meningkatkan nilai ekonomi telah
bergeser jauh kepada pemenuhan harapan hidup dan hak anak.
Anak tidak lagi sebagai modal untuk mencari pendapatan dalam
rumah tangga, melainkan anak telah menjadi beban untuk
membiayai atau penghidupan dalam rumah tangga. Jika anak
banyak tidak ada lapangan kerja yang bisa menghidupkan atau
memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun demikian, ekonomi
merupakan salah satu modal masyarakat untuk bisa melanjutkan
kehidupan dan bisa berkarya secara baik serta tidak menjadi beban
hidup sehari-hari.
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Sudah tidak heran dan tidak menjadi pengetahuan baru
mengenai masyarakat perdesaan yang mengalami perubahan dari
waktu ke waktu. Masyarakat perdesaan mengalami perubahan
banyak faktor dan sektor yang mendorong perubahan bagi
masyarakat perdesaan. Apakah perubahan yang muncul dalam diri
mereka sendiri atau ada faktor luar yang menjadikan mereka untuk
melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Telah menjadi
sebuah kenyataan bahwa masyarakat desa mengalami perubahan
sejak Repelita 1 sampai kepada Repelita V bahkan sampai kepada
Repebilta ke VI. Kondisi yang berubah melatarbelakangi
masyarakat perdesaan melaksanakan kehidupan menyesuaikan
dengan kondisi yang berubah. Kondisi ini yang direncanakan
sebagai pendukung pelaksanaan sebuah pembangunan. Hal
tersebut bertujuan untuk mencapai tahapan perkembangan
masyarakat perdesaan ke arah kehidupan yang lebih baik
(sejahtera).

Walaupun demikian, perubahan yang terjadi dalam
kehidupan masyarakat perdesaan membawa pengaruh yang besar
terhadap pembangunan dan modernisasi. Hal tersebut terbukti
dengan adanya sistem industri dalam melakukan aktivitas
pertanian pada masyarakat perdesaan. Masuknya sistem industri
pertanian pada masyarakat perdesaan merupakan awal dari
terjadinya sebuah perubahan. Misalnya, pada sistem Kkerja
masyarakat, gaya hidup, aktivitas ekonomi semuanya mengalami
perubahan. Hal tersebut terjadi karena situasi dan kondisi akibat
faktor luar maupun dalam untuk menerima yang namanya
perubahan. Kondisi membuktikan bahwa masyarakat perdesaan
menerima segala perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

Perubahan yang sangat cepat diterima pada masyarakat
pedesaan biasanya pada sistem ekonomi, berhubungan dengan
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pendapatan. Masyarakat pedesaan sangat cepat menerima dan
tidak terlalu memikirkan kondisi yang terjadi jika ada perubahan
mendapatkan penghasilan yang baik. Masuknya industri di
perdesaan, membawa perubahan kepada masyarakat terutama
pada sistem kerja. Misalnya masuknya mesin huller pada
masyarakat perdesaan yang menyebabkan cepatnya masyarakat
untuk mendapatkan hasil. Di sisi lain, mesin tersebut menyebabkan
sebagian masyarakat perdesaan kehilangan lapangan kerja, dimana
alat-alat modern tidak membutuhkan buruh kerja yang banyak
melainkan bisa dilakukan oleh sedikit orang, pertanyaannya siapa
pihak yang diuntungkan? Tentunya yang diuntungkan tidak
seluruh masyarakat perdesaan untuk mendapatkan untung,
melainkan kelompok tertentu saja seperti, tengkulak, pengusaha,
alat-alat pertanian modern, produsen pupuk dan para petani kaya
yang mampu menghadapi perubahan tersebut. Lalu bagaimana
masyarakat desa yang miskin? Tentunya yang miskin semakin
miskin dan yang berkuasa semakin berkuasa dan yang kaya
tentunya semakin kaya. Walaupun demikian, masyarakat pedesaan
tidak bisa menilai apa dibalik perubahan itu?

Kondisi dan situasi yang dialami masyarakat miskin semata-
mata untuk memenuhi kebutuhan dasar. Perubahan alat pada
sistem kerja masyarakat pedesaan merupakan modal usaha dalam
meraih cita-cita, adalah infrastruktur perekonomian dalam rumah
tangga. Artinya, perubahan alat atau sistem kerja pertanian
menjadikan hubungan kerja semakin jauh serta terkikisnya nilai-
nilai gotong royong, saling membantu antara satu dengan yang
lain. Selain itu, perubahan tersebut memudarnya nilai-nilai
tradisional yang mestinya dapat dipertahankan dan sebagai wujud
ciri khas masyarakat perdesaan.

-66 -



Semua kondisi dan situasi tersebut sebuah lingkaran yang
tidak pernah henti yang datang pada masyarakat perdesaan. Selain
itu, kita bisa melihat sebuah contoh perubahan yang terjadi pada
masyarakat perdesaan. Misalnya pada masyarakat perdesaan Putri
Puyu yang mengalami perubahan mata pencaharian hidup.
Perubahan tersebut terlihat mata pencaharian mereka hilang oleh
sebuah kebijakan pemerintah tentang pembangunan masyarakat.
Semua itu akan berdampak terhadap kondisi dan situasi
masyarakat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Namun
perubahan yang terjadi pada masyarakat perdesaan membawa
pandangan untuk melakukan tindakan dalam sebuah tujuan.
Artinya perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai modal
dalam meraih “inovasi kehidupan” bagi masyarakat perdesaan.
Untuk itu, perubahan yang terjadi pada masyarakat perdesaan
sebagai cerminan masyarakat korban perubahan.

Korban perubahan merupakan keterpaksaan untuk menerima
sebuah inovasi, atau kerugian dalam menerima hal-hal yang baru
dalam kehidupan. Artinya keterpaksaan di sini adalah secara tidak
langsung masyarakat perdesaan mesti melakukan aktivitas sesuai
kebiasaan yang berlaku saat itu. Tentunya mereka belum mampu
untuk menerima dengan baik sebuah perubahan. Sehingga
penerimaan sebuah perubahan menjadikan masyarakat desa
semakin cemas dan kehilangan dari kebiasaan hidup. Korban
perubahan yang cepat terjadi pada kehidupan masyarakat
perdesaan. Hal ini dilandasi bahwa kehidupan masyarakat
perdesaan kaya dengan sumber daya alam. Alam mejadi
pembicaraan publik dalam merancang suatu kebijakan. Pada
masyarakat pedesaan yang kaya sumber daya alam menyebabkan
munculnya cara atau strategi untuk tetap melakukan perubahan
pada masyarakat pedesaan terutama pada sistem kerja atau
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melakukan perubahan terhadap lapangan pekerjaan. Selain itu,
masyarakat perdesaan terlalu cepat memutuskan yang namanya
perubahan dan tanpa melihat dampak buruk atau baiknya dari
pada perubahan. Sehingga mereka menjadi pembicaraan umum
untuk melakukan perubahan dari waktu ke waktu. Ini juga didasari
oleh tidak adanya pengalaman hidup untuk menyingkapi namanya
yang modernisasi. Ada beberapa bentuk korban perubahan yang
terjadi pada masyarakat pedesaan yaitu.
1. Korban Kebijakan

Masalah masyarakat perdesaan saat ini masih menjadi topik
pembicaraan dalam mencapai sebuah tujuan. Tidak saja masalah
infrastruktur melainkan terjadi masalah struktur dan suprastruktur
dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Masalah pembangunan juga
menjadi hal pembicaraan yang hangat pada kalangan masyarakat
perdesaan. Kondisi dan situasi ini yang menjadikan permasalahan
untuk mencapai sebuah tujuan.

Masyarakat perdesaan sering kita dengar suatu masyarakat
yang mempunyai nilai dan norma serta potensi sumber daya alam.
Sumber daya alam sebagai kekuatan kehidupan untuk tetap meraih
kehidupan yang layak dan kehidupan yang sejahtera. Akan tetapi,
semua kehidupan tersebut tidak bisa terlepas dari kebijakan yang
telah diatur. Hal tersebut tidak bisa dimungkiri bahwa kehidupan
masyarakat pedesaan dari waktu ke waktu hal yang urgen untuk
dibicarakan di kalangan pemerintah. Ini terbukti dengan kasus
pada masyarakat Desa Putri Puyu yang mengalami perubahan
mata pencaharian hidup untuk bisa bertahan hidup.

Masyarakat Desa Putri Puyu telah melakukan pekerjaan
sebagai penebang hutan bertahun-tahun lebih kurang sekitar 17
tahun. Pekerjaan tersebut telah melekat dalam diri masyarakat baik
dari cara kerja, sistem kerja dan lain-lain. Walaupun demikian, elite
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pemerintahan tidak akan tinggal diam melihat kondisi masyarakat
dengan pekerjaan sebagai penebang hutan. Ini tercermin dengan
adanya aturan untuk mengimplementasikan undang-undang yang
melarang masyarakat untuk mengantung hidupnya di sektor
pekerjaan hutan.

Dengan kebijakan pemerintah, masyarakat perdesaan jadi
kehilangan pekerjaan yang telah ditekuni selama hidupnya.
Artinya pekerjaan untuk mendapat penghasilan dalam rumah
tangga telah berpindah pada pekerjaan lain. Hal tersebut
merupakan adanya kebijakan dari pemerintah untuk tidak
melakukan pekerjaan sebagai penebangan hutan. Dengan
demikian, masyarakat perdesaan salah satu korban dari pada
kebijakan terhadap larangan menebang hutan. Pertanyaan mereka
berkata kenapa pemerintah sungguh cepat mengambil sikap untuk
melarang kami menebang hutan sedangkan masyarakat melihat
korupsi merajalela di pemerintah dan lambatnya untuk mengambil
sebuah kebijakan untuk kepentingan masyarakat (tanggapan
informan). Ini membuktikan ketidakpuasan masyarakat perdesaan
Tasik Putri Puyu dengan larangan untuk melakukan pekerjaan
sebagai penebangan hutan. Oleh sebab itu, masyarakat perdesaan
menjadi tiang utama bagi pemerintah untuk mengambil sikap
terutama pengambilan sebuah kebijakan. Masyarakat pedesaan
adalah korban dari perubahan akibat adanya kebijakan yang
ditetapkan dalam mencapai sebuah tujuan.

Kebijakan adalah ada kalanya menjadi sebuah solusi
mengatasi kesulitan dalam kehidupan masyarakat. Namun, di sini
lain kebijakan tidak jarang mengakibatkan masyarakat perdesaan
kehilangan pekerjaan (ungkapan informan). Kasus masyarakat
Desa Putri Puyu menjadi hal menarik untuk kita cermati. Ini terkait
bahwa kondisi masyarakat mengenai ekonomi semakin terpuruk.
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Pemerintah mungkin lupa bahwa masyarakat perdesaan hanya
punya potensi berupa sumbar daya alam terutama hutan. Hasil
temuan di lapangan menjelaskan ada beberapa kebijakan yang
dilemparkan pemerintah kepada masyarakat;

1. Pekerjaan hilang, masyarakat mengalami kesulitan pekerjaan
dan hutan diambil untuk membuka perusahaan.

2. Mata pencaharian yang selama ini tergantung kepada hutan
digantikan dengan mata pencaharian butuh budi daya seperti
karet.

3. Kebijakan baru menyebabkan masyarakat perdesaan seperti
kuli bagi pengusaha.

4. Pemerintah mengambil kebijakan untuk mendapat
melanggengkan kekuasaan.

Kebijakan tersebut salah satu untuk kepentingan pemerintah
dalam melakukan aktivitas kehidupan. Terbukti pada masyarakat
Desa Putri Puyu, dimana mata pencaharian dari berkebun karet,
penghasilan yang didapatkan petani tidak tetap yang tergantung
kepada cuaca dan harga pasar. Hadirnya perusahaan PT. RAPP
yang menjadikan masyarakat sebagai kuli untuk bekerja. Porsi
terbesar dari penghasilan perkebunan karet dinikmati oleh
pengusaha dan penguasa. Ini terbukti, dari pernyataan yang kaya
semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Perubahan mata
pencaharian ke perkebunan karet menjadikan masyarakat semakin
miskin untuk meraih pendapatan dalam rumah tangga. Artinya
masyarakat pedesaan dijadikan sebagai modal untuk tetap berdiri
dalam sebuah kebijakan. Kebijakan akan mengakibatkan perubahan
dan perubahan terjadi karena adanya kebijakan.
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2. Korban Alat

Korban perubahan yang kedua adalah korban alat. Makna
alat tentunya setiap individu dan disiplin ilmu lainnya mempunyai
makna dan pengertian yang kompleks dalam menyebutkan makna
dari pada alat. Orang mengatakan alat itu benda yang dapat
membantu untuk bekerja. Dengan alat yang mewah dan canggih
tentunya membawa perubahan untuk mencapai sebuah tujuan.
Dalam kehidupan kita sehari-hari, makna alat diartikan sebagai
benda yang secara tidak langsung membawa fungsi dan
memudahkan dalam melakukan aktivitas. Misalnya, jika dalam
bekerja ada alat yang namanya cangkul, sabit, parang dan
sebagainya. Pada pekerjaan kantor kita mengenal alat seperti
komputer untuk memudahkan dalam bekerja, mesin printer,
perforator, dan sebagainya. Pemahaman ini mengambarkan bahwa
alat berbentuk benda dan dapat berfungsi dalam bekerja. Hal
tersebut dapat memudahkan individu ketika melakukan aktivitas
yang akan dicapai. Akan tetapi bagaimana konteks ilmuwan sosial
memahami alat?

Konteks ilmuwan memahami makna alat berparadigma yang
berbeda dan bermaksud berbeda untuk mencapai sebuah
tujuannya. Untuk mendefinisikan alat maka perlu membandingkan
beberapa disiplin ilmu. Misalnya, konteks ilmuwan komunikasi
alat sebagai media yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan
informasi kepada orang lain. Konteks ini bermaksud menjelaskan
bahwa alat berbentuk benda dan berfungsi menyampaikan pesan
kepada orang lain. Dengan demikian alat itu apa dalam
pemahaman ilmuwan komunikasi? Mari kita lihat kembali pada
pemahaman ilmuwan ekonomi yang mengatakan alat sebagai
peluang bisnis. IlImuwan ekonomi lebih cenderung membahas
bahwa tujuan akhirnya ilmu ekonomi untuk peningkatan dan
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pertumbuhan ekonomi dalam rumah tangga. Artinya bagaimana
orang bertindak dalam rangka meraih keuntungan sebesar-
besarnya. Misalnya, membuka kedai makan, membuka toko dan
sebagainya, yang berorientasi kepada meriah pendapatan atau
penghasilan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut yang
digunakan adalah alat berbentuk benda misalnya jika melakukan
produksi barang tentunya alat yang digunakan lebih modern dalam
menghasilkan  pendapatan. Dengan demikian bagaimana
pemahaman individu terhadap kajian ekonomi melihat alat?
Artinya alat sebagai benda dalam meriah produksi tentunya
peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Sejenak kita melihat kembali pada ilmuwan politik, apa alat
kajian politik? Pertanyaan tersebut menjadikan individu mencari
seperti apa alat politik dan apa tujuan politik? Tentunya ilmu
politik menceritakan bahwa bagaimana proses dalam pelaksanaan
politik dan tujuan untuk mendapat kekuasaan. Untuk
mendapatkan sebuah kekuasaan tentunya ilmuwan politik
menggunakan alat seperti partai. Partai salah satu jalan yang
digunakan untuk mencapai tujuan atau untuk mendapatkan
kekuasan. Ini mengambarkan bahwa tujuan dari pada politik
adalah bagaimana orang bisa berkuasa dengan baik dan mencapai
tujuan dari pada keinginan atau impian individu atau kelompok
tersebut.

Paradigma tersebut mengandung pengertian bahwa untuk
mencapai sebuah tujuan tentunya kita punya alat dan alat tersebut
berbentuk benda yang berfungsi sebagai pencapaian sebuah tujuan.
Tulisan ini akan mengambarkan alat tidak berbentuk benda,
melainkan alat sebagai inovasi terhadap aktivitas yang dilakukan.
Manusia menemukan hal yang baru, sehingga dirinya atau
kelompok akan mengalami keterpaksaan terhadap inovasi dalam
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aktivitas kehidupannya. Misalnya, perubahan terhadap ekonomi
yang membawa pengaruh besar terhadap penghasilan atau
pendapatan sehari-hari.

Perubahan mata pencaharian tidak hanya berdampak
terhadap ekonomi masyarakat dalam melangsungkan aktivitas
kehidupan sehari-hari. Hal tersebut membawa pengaruh terhadap
perilaku atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.
Masyarakat Desa Putri Puyu mengalami perubahan mata
pencaharian yang tidak saja berdampak terhadap infrastruktur
ekonomi melainkan kepada struktur dan suprastruktur.

Tidak dapat dimungkiri bahwa dari waktu ke waktu
masyarakat Desa Putri Puyu mengalami perubahan terhadap mata
pencaharian. Masyarakat Desa Putri Puyu menjadi korban dari
pada sebuah perubahan. Perubahan mata pencaharian berdampak
kepada alat yang digunakan untuk meraih pendapatan. Pekerjaan
sebagai penebangan hutan termasuk pekerjaan yang mengandalkan
kepada tenaga dan kekuatan yang ada dalam diri manusia. Ini
terbukti bahwa pekerjaan tersebut lebih cenderung mengutamakan
otot. Tidak memerlukan keahlian yang khusus dalam pekerjaan
sebagai penebangan hutan.

Perubahan mata pencaharian sebagai penebangan hutan ke
karet tentunya membawa perubahan terhadap cara kerja dan alat
yang akan digunakan untuk pendapatan penghasilan. Pekerjaan
tersebut memerlukan alat yang khusus dan keahlian dalam
melakukan pekerjaan. Jika tidak mengakibatkan dampak negatif
atas penghasilan yang didapatkan dan kerusakan terhadap karet
tersebut. Artinya, masyarakat dapat menemukan hal yang baru
akan tetapi mengalami kesulitan atas aktivitas yang dilakukan.
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3. Korban Gaya Hidup

Korban perubahan yang ketiga adalah perubahan kepada
gaya hidup. Menurut Suyanto (2013) dalam Irwan (2015), bahwa
gaya hidup pada masyarakat disebut dunia modern atau dunia
modernitas yang mengambarkan bahwa aktivitas masyarakat
dalam kehidupan sehari-hari sebagai identitas kelompok. Gaya
hidup dalam kehidupan sehari-hari tidak sama antara satu dengan
yang lain. Artinya, tidak semua orang memiliki gaya hidup yang
sama antara satu dengan yang lain atau kelompok yang satu
dengan yang lain. Melainkan setiap individu atau masyarakat
memiliki gaya hidup yang berbeda sesuai dengan maparan yang
mereka miliki.

Gaya hidup merupakan gambaran seberapa besarnya nilai
dan norma dalam kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya.
Jika kita lihat gaya hidup seni memiliki seni dan budaya yang
berbeda serta tindakan yang berbeda dalam aktivitas
kehidupannya. Mengenai gaya hidup mengalami perubahan dari
waktu ke waktu yang sesuai dengan perkembangan zaman. Gaya
hidup akan maju dan berkembang juga dipengaruhi oleh teknologi.
Artinya semakin bertambah perubahan zaman maka semakin
bertambah canggihnya teknologi akan mengalami gaya hidup yang
modern.

Gaya hidup dalam kehidupan masyarakat tergantung kepada
seseorang yang sejauh mana mereka menjalankan kehidupannya.
Jika kita cermati bahwa gaya hidup berkembang mengikuti mode
masa kini atau mode perkembangan zaman. Walaupun demikian,
gaya hidup yang berkembang menjadikan individu atau kelompok
harus dapat beradaptasi alam sekitarnya.

Dewasa ini, perkembangan gaya hidup mengalami
perubahan yang cukup pesat. Mulai dari pada segi pakaian, model
rumah, dan sebagainya. Semua itu akan mengalami perkembangan
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dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut memberikan dampak
kepada aktivitas kehidupan masyarakat terutama penggunaan dan
penilaian. Setiap individu atau kelompok memiliki kemampuan
yang terbatas dan pandangan yang berbeda. Keterbatasan dan
perbedaan tersebut menjadikan individu atau masyarakat
mengalami perubahan untuk mencapai sebuah tujuan.

Keterbatasan kemampuan yang dimiliki dengan berbagai
perkembangan mengakibatkan individu atau kelompok kehilangan
daya untuk penggunaan hal yang baru. Misalnya, pada masyarakat
lokal dimasukkannya sistem kerja baru atau mata pencaharian baru
untuk mendapatkan penghasilan. Pada masyarakat yang selama ini
ditekuni dengan teknologi manual untuk memperoleh pendapatan
dalam rumah tangga, akan tetapi masuknya teknologi mesin yang
masyarakat lokal tersebut harus bisa menyesuaikan diri dalam
penggunaanya. Sehingga mereka hilang akses untuk menemukan
hal yang baru atau gaya hidup baru dalam penggunaan teknologi
terutama memperoleh pendapatan atau penghasilan. Hal tersebut
terjadi pada masyarakat Desa Putri Puyu yang mengalami adaptasi
setelah terjadinya perubahan mata pencaharian akibat kebijakan
yang ditimbulkan dari pada pemerintah.

Selama mereka bekerja sebagai penebangan hutan tentunya
gaya hidup mereka mengenai penggunaan teknologi yang bersifat
sederhana atau manual. Sehingga mereka tidak perlu susah dalam
melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Akan tetapi,
perpindahan pekerjaan sebagai perkebunan karet mengakibatkan
perubahan terhadap gaya hidup untuk menggunakan teknologi.
Ketika penebangan hutan hanya memakai chainsaw yang cukup
satu orang yang mempunyai keahlian dan anggota lain bisa
melakukan pekerjaan. Sebagian masyarakat lain hanya terfokus
kepada cara kerja yang lain seperti menghanyut kayu, naik ongkak,
dan sebagainya. Tentunya pekerjaan tersebut tidak membutuhkan
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banyak keahlian hanya terfokus kepada tenaga masing-masing
individu atau masyarakat. Akan tetapi, pekerjaan sebagai
perkebunan karet mengakibatkan masyarakat atau individu harus
mampu untuk menyesuaikan alat yang akan digunakan. Di mana
mereka butuh dengan keahlian masing-masing alat tersebut.

Jika kita kembali cermati bahwa gaya hidup berkaitan dengan
pola hidup yang dilakukan oleh individu atau masyarakat dalam
aktivitas kehidupan sehari-hari. Hal tersebut mengambarkan
bahwa frekuensi gaya hidup sangat berpengaruh terhadap pola
interaksi yang dibangun dalam masyarakat. Gaya hidup yang
berlebihan dapat berisiko terhadap dalam diri individu atau
kelompok dari sebuah komunitas. Artinya ada kalanya gaya hidup
dapat membawa ke jalan yang baik dari waktu ke waktu.

Mengenai hal tersebut, gaya hidup dalam sebuah komunitas
atau kelompok dapat melahirkan sebuah korban dari pada gaya
hidup, jika individu atau masyarakat tidak mampu melakukan
interaksi dalam sebuah komunitas tersebut. Artinya gaya hidup
mengakibatkan individu menjadi korban, jika tidak memiliki
pertahanan yang kuat.
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BAB 5

STRATEGI MENGHADAPI KEMISKINAN




Masalah kemiskinan memang menjadi momok dalam
masyarakat, karena dianggap berdampak terhadap masalah lain.
Sebagian orang menganggap sulit mengatasi kemiskinan di
Indonesia, karena telah banyak program dan banyak dana yang
dikucurkan, namun permasalahan ini seperti memencet biji nangka
berminyak, ditekan di sini meloncat ke sana, ditekan di kiri
melompat ke kanan. Ada yang mengistilahkan bagaikan benang
kusut, sulit sekali untuk mengurainya. Tetapi yang harus diingat
adalah, bahwa negara maju juga mengalami fase seperti itu
sebelum dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk
itu penyelesaian masalah kemiskinan mesti diawali dengan
semangat optimis, dengan memegang prinsip tidak adalah keruh
yang tidak jernih dan tidak ada kusut yang tidak selesai.

Keluarga miskin punya banyak strategi bertahan hidup
dalam situasi miskin, sesuai dengan kondisi sumber daya manusia
dan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Nelayan miskin
punya strategi bertahan hidup dalam situasi paceklik, dan petani
juga punya strategi bertahan hidup dalam situasi paceklik
(penelitian Syahrizal, Rinaldi). Untuk itu, secara kelembagaan
strategi mengatasi permasalahan kemiskinan perlu ditemukan
untuk mengatasi masalah kemiskinan sesuai kadarnya masing-
masing.

Strategi mengentaskan kemiskinan berbasis institusi lokal
menjadi fokus kajian dalam bab ini. Kasus model pengentasan
kemiskinan berbasis institusi nagari merupakan kasus yang akan
diuraikan dalam bab ini.

Konsep Kemiskinan

Dalam ilmu sosial para ahli melihat kemiskinan dalam dua
paradigma, pertama apa yang dikenal dengan kemiskinan kultural,
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kedua adalah apa yang disebut dengan kemiskinan struktural.
Kemiskinan kultural melihat bahwa kemiskinan disebabkan oleh
faktor yang berhubungan dengan budaya masyarakat itu sendiri,
sedangkan kemiskinan struktural melihat, bahwa kemiskinan
disebabkan oleh faktor di luar individu, di mana ada situasi yang
menyebabkan orang menjadi miskin berhubungan dengan aturan
atau kebijakan.

Oscar Lewis, seorang antropolog, mengungkapkan bahwa
masalah kemiskinan bukanlah masalah ekonomi, bukan pula
masalah ketergantungan antarnegara atau masalah pertentangan
kelas. Memang hal-hal tadi dapat dan merupakan penyebab
kemiskinan itu sendiri, tetapi menurut Lewis kemiskinan itu
sendiri adalah budaya atau sebuah cara hidup. Dengan demikian
karena kebudayaan adalah sesuatu yang diperoleh dengan belajar,
maka sifatnya selalu diturunkan kepada generasi selanjutnya,
sehingga kemiskinan menjadi lestari di dalam masyarakat yang
berbudaya kemiskinan karena pola-pola sosialisasi, yang sebagian
besar berlaku dalam kehidupan keluarga (Lewis, 1988).

Banyak sekali telaah dan teori berkaitan dengan kemiskinan
struktural. Kemiskinan jenis ini, kata beberapa pakar adalah sebuah
kemiskinan yang hadir dan muncul bukan karena takdir, bukan
karena kemalasan, atau bukan karena nasib. Kemiskinan jenis ini,
lanjut beberapa pakar adalah kemiskinan yang muncul dari suatu
usaha pemiskinan. Pemiskinan dimaksud ialah suatu usaha untuk
menciptakan jurang semakin lebar saja antara yang kaya dengan
yang miskin, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin
miskin. Lebih jauh kemiskinan struktural, lanjut para pakar
strukturalis adalah kemiskinan yang timbul dari adanya korelasi
struktur yang timpang, yang timbul dari tiadanya suatu hubungan
yang simetris dan sebangun yang menempatkan manusia sebagai
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objek. Kemiskinan struktural timbul karena adanya hegemoni dan
justru karena adanya kebijakan negara dan pemerintah atau orang-
orang yang berkuasa, sehingga orang yang termarjinalkan semakin
terpinggirkan saja.

Kegagalan Program Kemiskinan

Menurut para ahli faktor kegagalan program pengentasan
kemiskinan di Indonesia karena kegiatannya banyak bersifat
bantuan sosial. Masyarakat miskin tidak banyak diarahkan
meningkatkan produktivitas kerja dan kemandirian. Akibatnya,
tidak banyak terjadi pemberdayaan masyarakat, tetapi justru
ketergantungan. Hal ini dikemukakan Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Muhammad Ma'ruf dalam pengarahannya pada
pencanangan dimulainya gerakan pembangunan masyarakat
untuk pengentasan kemiskinan (gerbang mastaskin) di Kalimantan
Selatan tahun 2007.Faktor yang kedua adalah kurangnya
pemahaman penyebab terjadinya kemiskinan itu sendiri. Oleh
karena itu, program yang paling tepat dilakukan sekarang adalah
sifatnya pemberdayaan masyarakat setempat. Salah satu contoh
yang baik ialah program pengembangan kecamatan (PPK).

Strategi Pemberantasan Kemiskinan

Berbagai program pengentasan kemiskinan yang didasari
pemahaman menyeluruh mengenai karakteristik sosial demografi
dan dimensi ekonomi penduduk miskin dapat membantu
perencanaan, pelaksanaan, dan hasil target yang baik. Karena, salah
satu prasyarat keberhasilan program pembangunan sangat
tergantung pada ketepatan pengidentifikasian target group dan
target area. Program pengentasan nasib orang miskin,
keberhasilannya tergantung pada langkah awal dari formulasi
kebijakan, yaitu mengidentifikasikan siapa sebenarnya “si miskin”
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tersebut dan di mana si miskin itu berada. Kedua pertanyaan
tersebut dapat dijawab dengan melihat profil kemiskinan. Profil
kemiskinan  dapat dilihat dari karakteristik-karakteristik
ekonominya seperti sumber pendapatan, pola konsumsi/
pengeluaran, tingkat beban tanggungan, dan lain-lain. Juga perlu
diperhatikan profil kemiskinan dari karakteristik sosial-budaya dan
karakteristik demografinya seperti tingkat pendidikan, cara
memperoleh fasilitas kesehatan, jumlah anggota keluarga, cara
memperoleh air bersih, dan sebagainya (Wiranto, 2007).

Sebagai contoh, permasalahan yang dihadapi penduduk
miskin dari segmen petani guram bisa berakar dari asetnya yang
justru terlalu kecil, atau dari persoalan alam dan infrastruktur
dalam bentuk irigasi yang tidak mendukung. Akar permasalahan
kemiskinan pengrajin kecil, pengangguran, buruh musiman, dan
sebagainya bisa berbeda. Jika permasalahan yang membuat mereka
sulit keluar dari kemiskinan itu dapat diidentifikasi dengan baik,
maka program yang tepat akan dapat dirumuskan. Akar
permasalahan seperti itu, entah itu berasal dari orangnya, masalah
infrastruktur/struktural atau masalah  keterampilan, dan
sebagainya itu, mestinya tersaji dalam profil kemiskinan di
perdesaan.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi besar yang
bersifat holistik dengan program yang saling mendukung satu
dengan lainnya sehingga upaya pemahaman terhadap penyebab
kemiskinan perlu dilakukan dengan baik. Sebagai dasar utama
untuk menyusun strategi besar pembangunan nasional tersebut
adalah politik ekonomi yang berpihak terhadap kaum miskin dan
berkeadilan. Adapun yang menjadi elemen utama dalam strategi
besar tersebut adalah pendekatan people driven dimana rakyat akan
menjadi aktor penting dalam setiap formulasi kebijakan dan
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pengambilan keputusan politis. Untuk menyukseskan hal itu
diperlukan pelaksanaan perubahan paradigma yang meredefinisi
peran pemerintah yang akan lebih memberi peran otonomi pada
rakyat, adanya transformasi kelembagaan dari yang bersifat
represif menjadi representatif, dan transparansi penyelenggaraan
pemerintahan. Komite Penanggulangan Kemiskinan akan
menjalankan fungsi mediasi, katalisasi, advokasi, fasilitasi, dan
koordinasi.

Model Pengelolaan Program Kemiskinan Nagari

Pengelolaan program kemiskinan dengan model pengentasan
kemiskinan berbasis institusi lokal, atau dalam penelitian ini
disebut dengan pengentasan kemiskinan berbasis nagari
memerlukan strategi pengelolaan yang tepat. Langkah menentukan
strategi pengelolaan ini akan berpengaruh kepada jalannya model
yang diterapkan, dan menentukan tingkat partisipasi masyarakat.
Dalam Mulyana (2007:134-135), pembuatan model memberi
manfaat kepada ilmuan, karena memberikan kerangka rujukan
untuk memikirkan masalah. Model menyediakan kerangka rujukan
menyarankan kesenjangan informasional dan menyatakan bahasa
simbolik bila terdapat peluang menggunakan gambar atau simbol.
Uraian dibawah ini beranjak dari penelitian tentang model
pengentasan kemiskinan berbasis nagari yang dilakukan di Nagari
Pariangan. Beberapa langkah yang ditemukan dalam model
pengelolaan program kemiskinan di nagari sebagai berikut:

Menentukan Keluarga Miskin

Menentukan sasaran keluarga miskin salah satu problema
yang terjadi di Nagari Pariangan, karena metode penetapan selama
ini dianggap bersifat top down, sehingga banyak keluarga miskin
yang ditetapkan, dianggap tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran
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yang dimaksud, tidak tepat indikator yang digunakan di mana
indikator yang ditentukan pemerintah lewat BPS banyak yang
tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di nagari. Salah satu
contoh yang tidak cocok adalah kondisi rumah yang dilihat dari
kebiasaan masyarakat Sumatera Barat dalam membangun rumabh,
seperti tidak ada kebiasaan membiarkan rumah berlantaikan tanah.
Berbeda dengan masyarakat Jawa misalnya, menggunakan tanah
sebagai lantai rumah dan bukanlah dianggap suatu yang aneh,
namun biasa dalam masyarakat. Selain indikator yang tidak cocok,
tidak tepat sasaran disebabkan olah salah dalam memilih orang.
Salah pilih disebabkan salah satunya karena ketidak kuasaan dalam
menolak permintaan warga untuk dimasukkan sebagai rumah
tangga miskin. Wali Nagari Pariangan menuturkan bahwa
fenomena masyarakat sekarang adalah jauh berbeda dengan apa
yang terjadi pada masa lalu. Dulu orang malu dikatakan miskin
walau ekonomi rumah tangganya sederhana, tetapi sekarang ada
kecenderungan orang mendaftar jadi orang miskin. Hal itu
menurutnya biasa dalam situasi hidup zaman sekarang, dan
merupakan masalah yang harus dicarikan jalan keluarnya, yang
pasti realitas kemiskinan itu memang benar adanya di Nagari
Pariangan. Pada umumnya ukuran miskin bagi masyarakat nagari
bukan hanya orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar
seperti makan dan pakaian, akan tetapi bagi mereka masyarakat
perlu hidup secara hidup layak. Hidup layak dalam pengertian
masyarakat dapat melanjutkan pendidikan anak-anak mereka
minimal SMA, bahkan perlu melanjutkan ke perguruan tinggi.
Pandangan masyarakat Nagari Pariangan sejalan dengan
pendapat Nasikun dalam Suryawati (2005), bahwa hidup dalam
kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang, tetapi
juga banyak hal lain seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah,

-83-



perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman
tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan
ketidakberdayaan dalam menentukan hidupnya sendiri. Memang
kondisi seperti itu yang dikatakan masyarakat orang susah atau
orang bansaik untuk menyebut orang miskin.

Untuk menetapkan keluarga miskin secara tepat perlu
dirancang sebuah mekanisme yang melibatkan ninik mamak dan
tokoh masyarakat di tingkat jorong, karena hal itu akan
menghindari bias dalam menetapkan suatu keluarga, apakah layak
menerima bantuan kemiskinan atau tidak. Penentuan sasaran
keluarga miskin yang akan mendapatkan program sesuai dengan
jenis bantuan oleh Badan Pengentasan Kemiskinan Nagari (BPKN)
di Jorong masing-masing. BPKN melibatkan wali jorong, ninik
mamak dan wulama nagari. Data yang dipedomani adalah
pendataan yang telah disepakati bersama BPS dan PNKB. Data
keluarga miskin harus diperbaharui setiap tahun, dengan
mekanisme rembuk nagari dengan melibatkan wali jorong, ninik
mamak, ulama bersama BPS dan badan PNKB. Selama ini kriteria
menentukan keluarga miskin berdasarkan atas kriteria yang
ditetapkan oleh badan program Nasional Keluarga Berencana
(PNKB) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah nagari harus
proaktif membangun koordinasi dengan BPS yang melakukan
pendataan keluarga miskin untuk kepentingan data nasional. Bila
perlu keluarga miskin yang ditangani oleh BPKN berbeda dengan
apa yang ditetapkan BPKB, namun jumlah yang ditentukan BPS
adalah termasuk dalam perangkingan yang telah ditetapkan BPKIN
bersama pemerintah nagari.

Proses penentuan keluarga miskin secara partisipatif oleh
nagari merupakan tittk awal keberlanjutan pengurangan
masyarakat miskin. Bila pemerintah nagari bersama masyarakat
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yang menentukan keluarga miskin, maka dengan mudah juga
pemerintah nagari dalam menentukan mana keluarga miskin yang
pantas dikeluarkan dari daftar orang miskin nagari seandainya
dianggap telah mengalami peningkatan ekonomi di atas garis
kemiskinan. Dengan demikian pandangan masyarakat tentang
adanya kecenderungan masyarakat “melamar” jadi orang miskin
tidak terjadi lagi. Penentuan keluarga miskin yang terpusat selama
ini, memungkinkan terlambatnya pemutakhiran data keluarga
miskin. Sebaliknya, juga lama menentukan keluarga miskin bila
terdapat keluarga miskin yang baru. Mekanisme menentukan
keluarga miskin yang diterapkan pemerintah selama ini dianggap
salah satu faktor penyebab terdapatnya keluarga miskin yang
dianggap tidak tepat sasaran. Dampaknya adalah terjadi konflik
antara masyarakat dengan pemerintahan lokal saat mendapatkan
bantuan program yang diperuntukkan bagi keluarga miskin.
Penetapan orang miskin berdasarkan data BPS dianggap tidak
uptodate oleh masyarakat, dan berpotensi menimbulkan konflik.
Berbasis Jorong

Pengentasan kemiskinan membutuhkan kepedulian dan
perhatian yang serius dari badan yang menjadi pelopor
pengentasan kemiskinan. Untuk itu rentang kendali menjadi perlu
diperhatikan. Hasil diskusi terfokus dengan pemuka masyarakat,
badan pengentasan kemiskinan nagari harus dibagi dalam
beberapa area, sebaiknya satu jorong. Jorong adalah kesatuan
masyarakat setempat yang dipimpin oleh seorang wali jorong. Satu
nagari terdiri dari beberapa jorong, biasanya antara tiga sampai 13
jorong untuk nagari yang besar. Bila dibandingkan daerah lain
seperti Aceh misalnya, jorong di Sumatera Barat hampir sama
besarnya dengan desa. Jorong merupakan wilayah ideal untuk
melakukan berbagai program pengentasan kemiskinan. Satu jorong
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merupakan wilayah yang punya ikatan emosional tinggi sesama
warga. Wali Jorong dapat mengenal kondisi semua rumah tangga
di jorongnya, namun kalau pada lintas jorong lain seorang wali
jorong biasanya tidak mengenal lagi secara akrab baik pemimpin
nagari, pemuka masyarakat maupun masyarakat bisa.

Jorong yang ada di Nagari Pariangan berjumlah empat buah,
yaitu Jorong Pariangan, Padang Panjang, Guguak, dan Sikaladi.
Masing-masing jorong dikepalai oleh seorang Wali Jorong. Jorong
di Pariangan, sebagaimana juga di nagari lain di Sumatera Barat
merupakan kesatuan wilayah yang terdiri dari komunitas
masyarakat dengan kekerabatan yang cukup intens. Dalam satu
jorong terdiri dari beberapa suku yang terbagi dari beberapa
periuk, masing-masing jorong tidak memiliki suku yang sama.
Jorong Sikaladi memiliki tiga buah suku, sementara jorong lain
memiliki lebih dari tiga buah suku. Ikatan emosional masyarakat
memang lebih terbangun dalam sebuah jorong, bukan dalam
sebuah nagari. Nagari merupakan ikatan pemerintahan adat yang
dilatarbelakangi oleh adanya Kerapatan Adat Nagari (KAN), lebih
kepada sistem jaringan ninik mamak dalam sebuah nagari. Ikatan
tersebut terjadi pada level ninik mamak karena pusat organisasi
KAN yang dikenal dengan Balai-Balai Adat ada pada tingkat nagari
bukan pada jorong. Sementara pada level komunitas, ikatan
kekerabatan yang intensif justru terbangun pada tingkat jorong.

Menonjolnya ikatan pada tingkat jorong terlihat pada proses
kembali ke nagari, dimana salah satu Jorong di Pariangan tidak
ingin bergabung dengan Nagari Pariangan. Jorong tersebut ingin
berdiri sendiri dengan alasan selama ini jorong tersebut kurang
mendapat perhatian serius dari nagari. Di samping itu menurut
masyarakat Jorong Sikaladi terlalu besar rentang kendali
pemerintah nagari untuk dapat mengurus seluruh jorong yang ada
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di nagari. Selain itu ikatan emosional jorong terlihat dari
keberadaan ikatan perantau Pariangan, dimana ikatan perantau
yang ada di kota-kota besar di Indonesia merupakan ikatan
perantau jorong, bukan ikatan perantau nagari. Telah lama
diupayakan untuk menyatukan ikatan perantau Pariangan menjadi
ikatan perantau di tingkat nagari, namun usaha itu menurut wali
nagari belum berhasil. Rasa kejorongan itu juga didorong oleh
momentum saat diberlakukan pemerintahan desa di Sumatera
Barat. Karena desa adalah jorong bukan pada level nagari, maka
saat itu semakin muncul rasa primordial pada level jorong di
samping juga secara sosiologis hal itu sudah muncul dari dulu.

Secara ekologis jorong memang memiliki topografi tersendiri,
di mana letaknya terpisah antara satu dengan yang lainnya.
Walaupun sekarang tidak lagi semua jorong terpisah jauh antara
satu dengan yang lainnya, namun dari sejarah munculnya
pemukiman pada masyarakat Minangkabau memang dari
pembukaan lahan oleh sekelompok orang pada lokasi tertentu yang
dikenal dengan manaruko. Dari hasil manaruko (membuka sawah
atau ladang) itu munculnya teratak, kemudian teratak meningkat
menjadi koto, lalu meningkat lagi menjadi sebuah dusun dan
akhirnya menjadi sebuah jorong. Masing-masing jorong juga punya
karakteristik tersendiri secara ekologis, hal ini disebabkan oleh
sejarah dibangunnya pemukiman tersebut. Maka di Nagari
Pariangan ditemukan perbedaan karakteristik antara satu jorong
dengan jorong lainnya. Jorong Sikaladi punya karakteristik berbeda
dengan jorong Pariangan, Padang Panjang, dan Jorong Guguak.
Bila di Jorong Sikaladi banyak terdapat ladang, maka di Jorong
Padang Panjang banyak terdapat sawah.

Pengentasan kemiskinan dengan menjadikan jorong sebagai
basis program dapat menumbuhkan kompetisi positif antara jorong
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yang ada dalam nagari. Jorong dengan karakteristiknya yang
berbeda di setiap nagari akan menumbuhkan inspirasi pengelola
program pengentasan kemiskinan nagari untuk mendapatkan kiat
yang tepat bagi pelaksana program. Basis jorong tentu dapat
meningkatkan partisipasi ninik mamak kaum yang terdapat di
setiap jorong.

Berbasis Masjid

Masjid selain berfungsi sebagai sarana ibadah umat Islam
juga berfungsi sebagai wadah sosial. Dalam agama Islam masjid
tidak hanya berfungsi semata-mata tempat pelaksanaan salat dan
ritual ibadah lainnya, namun berguna untuk meningkatkan
kesejahteraan umat. Masjid juga diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan jamaahnya dan masyarakat sekitar. Masjid di
Pariangan selama ini salah satu kelembagaan yang berperan
membangun persatuan masyarakat di tingkat jorong, karena masjid
merupakan kelembagaan yang paling dekat kepada masyarakat.
Kekerabatan di tingkat Jorong di Pariangan terjalin juga disebabkan
masjid sebagai basis pemersatu.

Masjid sebagaimana juga di nagari-nagari lain di Sumatera
Barat merupakan basis penyatuan masyarakat di tingkat jorong
dengan terdapatnya ulama sebagai pelopor aktivitas ibadah dan
aktivitas kemasyarakatan lain di tingkat jorong. Sampai sekarang
ulama masih memiliki peran besar sebagai penggerak masyarakat
pada level Jorong di Pariangan. Ulama masih diakui sebagai strata
atas dalam masyarakat, apalagi filosofi adat “bersendi syarak,
syarak bersendi kitabulah” masih dihidupkan oleh masyarakat
Minangkabau dengan program kembali kepada pemerintahan
nagari.

- 88-



Masjid juga salah satu lembaga yang cukup mampu
menghimpun dana untuk kegiatan keagamaan di tingkat jorong,
namun selama ini aktivitas yang dilakukan terfokus pada
pembangunan rumah ibadah dan menyantuni anak yatim.
Aktivitas membantu fakir miskin dilakukan dengan intensitas yang
masih rendah, biasanya dilakukan sekali dalam setahun yaitu
dalam aktivitas mengumpulkan zakat fitrah di akhir puasa,
kemudian didistribusikan kepada fakir miskin yang ada di
lingkungan masjid tersebut (di tingkat jorong), bukan pada tingkat
nagari. Sementara secara rutinitas masjid belum terbiasa membuat
program peningkatan ekonomi keluarga miskin walau ajaran
agama yang dipahami adalah bahwa umat Islam itu digolongkan
kepada orang yang mendustakan agama bagi orang yang tidak
mau memberi makan fakir miskin dan menyia-nyiakan anak yatim.
Nilai-nilai itu menurut ulama Pariangan bisa dipelopori untuk
menumbuhkan kesadaran masyarakat membantu orang miskin
sebagaimana halnya anak yatim. Untuk itu mesjid dapat dijadikan
salah satu basis pengentasan kemiskinan berbasis nagari di jorong
masing-masing.

Dikoordinir oleh Kaur Kesra Pemerintah Nagari

Pemerintah nagari terdiri dari wali nagari, sekretaris,
bendahara, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, dan
bidang kesejahteraan. Masing-masing bidang mempunyai tugas
masing-masing, walau pada prinsipnya mereka adalah satu
kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk
meningkatkan taraf kehidupan anak nagari adalah menjadi
tanggung jawab bidang kesejahteraan (Kesra). Untuk itu bidang
kesra pemerintah nagari menjadikan pengentasan kemiskinan
sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Bidang kesra
mengkoordinir Badan Pengentasan Kemiskinan Nagari (BPKN)
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yang ada setiap jorong, semua bantuan kemiskinan ke nagari
dilaksanakan lewat BPKN. Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
Pemerintah nagari perlu diperdayakan dalam bentuk program
penguatan lembaga, sehingga bidang ini mampu mengkoordinir
setiap kegiatan peningkatan kesejahteraan yang ada di nagari
termasuk program pengentasan kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan dengan paradigma pemberdayaan
merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap bidang kesra
pemerintahan nagari, dengan demikian tidak ada lagi program
yang tidak dipahami oleh pemerintah nagari. Pihak luar yang
membawa program ke nagari cukup menjalin kerja sama dengan
pemerintah nagari dengan melakukan pemberdayaan pada bidang
kesra pemerintah nagari dan BPKN. Bila ada dana operasional
dalam waktu terbatas seperti program selama ini tidak akan jadi
masalah, karena BPKN akan mengelola dana tersebut dalam
kelembagaan yang sudah mapan. Bidang kesra proaktif memantau
BPKN yang ada pada setiap jorong, tidak menunggu munculnya
masalah, akan tetapi mengantisipasi kemungkinan negatif yang
terjadi di BPKN setiap jorong. Dengan demikian program yang
diluncurkan oleh pemerintah daerah dan pihak lain akan mudah
dipantau dalam jangka waktu panjang. Diharapkan fenomena yang
terjadi selama ini dimana habis proyek maka selesai juga program
tersebut, tanpa mencapai tujuan akan bisa dieliminir.

Lembaga Nagari, BAZ dan Perantau sebagai Tulang Punggung
Zakat merupakan sebuah potensi sumber dana yang dapat
digali untuk program pengentasan kemiskinan. Bila semua orang
yang punya kewajiban mengeluarkan zakat memang mengeluarkan
zakat, maka sumber dana yang masuk sangat memadai untuk
pengentasan kemiskinan. Faktor pendukung penggalian zakat
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sebagai upaya pengentasan kemiskinan adalah dengan
dikeluarkannya Undang-undang (Nomor 38 Tahun 1999) Tentang
Pengelolaan Zakat. Pada pasal 6 UU Nomor 38 Tentang
Pengelolaan Zakat, bagian organisasi pengelolaan zakat dijelaskan
bahwa tingkatan pengelola zakat dibentuk mulai tingkat pusat,
sampai dengan kecamatan, tidak sampai pada tingkat desa atau
nagari. BAZ nagari bisa saja dilaksanakan oleh BPKN, sehingga
zakat menjadi sumber dana utama BPKN.

Perlu ada usaha untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat
untuk membantu masyarakat miskin dan mendorong pihak yang
mampu membantu orang lebih miskin. Pemberdayaan yang
dilakukan, misalnya: (1) mengajak departemen sosial melakukan
lokakarya dengan menghadirkan orang mampu di nagari dan
tokoh masyarakat; (2) mengajak LSM yang peduli dengan
kemiskinan melakukan pelatihan untuk meningkatkan ekonomi
masyarakat; dan (3) membuat kotak pengumpulan dana, tidak
hanya untuk anak yatim, tetapi ada kotak amal untuk orang
miskin. Penyantun anak yatim sering ada yang kaya diantara
keluarganya, tetapi terhadap orang miskin tidak ada orang yang
mengaku kaya; dan (4) Mengajak perantau dengan melibatkan
organisasi perantau yang ada di setiap kota di Indonesia
melakukan penggalangan dana untuk keluarga miskin. Dengan
aktifnya ikatan perantau Pariangan di berbagai kota dapat
dijadikan mitra yang akan menjadi sumber dana bagi BPKN. Setiap
kelembagaan yang ada di nagari membantu sesuai tugas pokok dan
fungsi kelembagaan masing-masing. Sehingga kerja BPKN adalah
tanggung jawab bersama masyarakat nagari. Perantau dalam
masyarakat Minangkabau sampai sekarang masih punya
kebanggaan dapat membantu program pembangunan kampung
halamannya. Potensi ini adalah sebuah kekuatan besar bila bisa
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dimanfaatkan dengan membangun kelembagaan yang mapan dan
terpercaya.

Langkah Implementasi Model Pengentasan Kemiskinan Berbasis
Nagari

Implementasi model pengentasan kemiskinan berbasis nagari
membutuhkan beberapa tahapan yang dilaksanakan secara intensif.
Beberapa langkah yang dilakukan oleh masyarakat nagari antara
lain: (1) sosialisasi; (2) mempelopori nilai; (3) membentuk BPKN;
dan (4) mendukung BPKN. Tahapan itu membutuhkan keseriusan
para aktor yang bertindak sebagai pelopor dan pelaku terciptanya
suatu lembaga yang menciptakan berjalannya  proses
pemberdayaan masyarakat miskin secara berkelanjutan menuju
kemandirian.

Sosialisasi tentang penerapan model pengentasan kemiskinan
berbasis nagari perlu dilakukan untuk memberikan pengetahuan
dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang rencana
penerapan model pengentasan kemiskinan berbasis nagari. Dalam
Ensiklopedia Bebas (2011), sosialisasi adalah sebuah proses
penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu
generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau
masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori
mengenai peranan (role theory). Karena dalam proses sosialisasi
diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.
Sosialisasi membutuhkan komitmen dari semua pihak, karena
hasilnya tidak bisa langsung dilihat secara fisik. Menurut Macionis
(2004), socialization is complex, lifelong process. Proses itu tetap
berjalan seperti berjalannya proses sosialisasi tentang pengetahuan
agama dan ibadah. Sosialisasi dapat dilakukan oleh urusan
Kesejahteraan Rakyat (Kesra) pemerintah nagari, karena sumber
daya yang ada di pemerintah nagari memungkinkan untuk itu.
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Menurut tokoh masyarakat Pariangan, masjid dengan pengurus
dan jamaahnya adalah lembaga yang strategis mendukung
pelaksanaan sosialisasi, karena memiliki perangkat pendukung dan
masih dipercaya oleh masyarakat.

Menurut Habermas dalam Pusey (2011:20), sosialisasi
merupakan sebuah prasyarat universal untuk mengetahui identitas
individu; hal-hal tertentu yang ada dalam dunia subjektif saya
mungkin sangat berbeda dengan hal-hal di dunia dalam anda,
tetapi suka atau tidak, saya tidak bisa mendapatkan identitas yang
bertalian kecuali jika saya dapat memasuki pengalaman anda
dengan cara yang bisa membuat saya memahami apa yang anda
maksudkan. Habermas bersikeras bahwa objektivitas dari
pengalaman secara tepat terkandung dalam keberadaannya sendiri
yang dibagi secara intersubjektif. Dia contohkan dalam interaksi
sosial sehari-hari, seperti dalam semua penelitian mengenai
masyarakat, literature, seni, dan sejarah, pemahaman kita biasanya
mensyaratkan prapemahaman subjek lain yang berbicara dan
bertindak di mana kita mencoba menginterpretasikan makna yang
ia punya.

George Herbert Mead! berpendapat bahwa sosialisasi yang
dilalui seseorang dapat dibedakan melalui tahap-tahap sebagai
berikut. Tahap persiapan (preparatory stage), tahap meniru (play
stage), tahap siap bertindak (game stage), dan tahap penerimaan
norma kolektif (generalized stage/generalized other). Menyadari proses
sebuah nilai menjadi sebuah norma kolektif atau menjadi kebiasaan
orang banyak tentu dibutuhkan waktu dan proses terjadinya
internalisasi nilai dalam masyarakat.

1 http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi#Proses_sosialisasi, diakses tanggal 1
Juli 2015.
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Memelopori nilai merupakan salah satu faktor penting
terbentuknya sebuah nilai dalam masyarakat. Bila sudah
merupakan kebiasaan masyarakat banyak maka ia akan menjadi
kebutuhan dalam masyarakat. Selama ini nilai yang menonjol
dalam masyarakat Nagari Pariangan adalah menyumbang untuk
pembangunan masjid, atau perayaan hari besar baik Hari Besar
Agama maupun Hari Besar Nasional. Kebiasaan masyarakat
memberikan sumbangan untuk keperluan pembangunan yang
sedang berjalan di nagari sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan
semacam itu tentu tidak perlu dihilangkan, karena dapat
membantu proses pembangunan yang sedang berlangsung di
nagari. Yang diperlukan adalah bagaimana masyarakat juga
terbiasa menyumbang untuk program pengentasan kemiskinan.
Sosialisasi program nagari tentang arah pengentasan kemiskinan
perlu dikomunikasikan kepada masyarakat nagari bahwa beberapa
langkah kegiatan sedang dijalankan oleh pemerintah nagari.
Sosialisasi program meliputi jenis program yang dijalankan, waktu
pelaksanaan, personil yang terlibat dalam pengelolaan program
pengentasan kemiskinan di nagari, sasaran yang ingin dicapai pada
pelaksanaan program, dan stakeholder pendukung pelaksanaan
program.

Tokoh masyarakat dan perangkat Nagari Pariangan selama
ini belum mencoba menggali potensi zakat sebagai salah satu
potensi sumber dana pengentasan kemiskinan di nagari. Dalam
diskusi terungkap bahwa belum ada langkah-langkah konkrit
selama ini dilakukan untuk menggali potensi sumber pendanaan
dari zakat untuk program pengentasan kemiskinan. Kepala urusan
Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Nagari Pariangan selama
ini memang agak pesimis melihat kebiasaan masyarakat nagari
mengeluarkan zakat selama ini yang lebih banyak dilakukan secara
insidental dan lebih cenderung memberikan zakat kepada panitia
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pembangunan. Setelah didiskusikan tentang perlunya dipelopori
nilai-nilai untuk menumbuhkan kebiasaan mengeluarkan zakat
untuk program pengentasan kemiskinan, mereka optimis hal itu
bisa diwujudkan.

Setelah masyarakat memahami bahwa pengentasan
kemiskinan adalah kewajiban masyarakat untuk melakukannya,
maka dibentuk Badan Pengentasan Kemiskinan Nagari di Jorong.
Personil yang terlibat dalam badan ini adalah orang yang telah
mengerti dengan tujuan kelembagaan dan punya keterpanggilan
untuk berpartisipasi. Menempatkan orang yang tidak mengerti
dengan tujuan kelembagaan akan menjadikan kelembagaan ini
sama saja dengan kelembagaan yang pernah ada sebelumnya.
Maka, proses pembentukan dan menempatkan orang yang tepat
dalam lembaga merupakan faktor yang perlu mendapat perhatian.

Setelah terbentuk BPKN harus didukung oleh berbagai pihak
yaitu kelembagaan formal nagari, kelembagaan informal nagari,
pihak luar yang akan melaksanakan program untuk masyarakat
miskin nagari. Semua pihak yang melaksanakan program
pengentasan kemiskinan untuk nagari melakukan kerja sama
dengan BPKN dan melakukan pemberdayaan terhadap BPKN.
Paradigma yang digunakan adalah memberdayakan tujuan antara
sebelum mencapai tujuan akhir. BPKN harus menjadi sebuah
lembaga yang konsentrasi terhadap pengurangan masyarakat
miskin di nagari, dan memberikan jaminan sosial terhadap
masyarakat miskin dengan tipe fakir yang tidak mungkin lagi
diharapkan untuk diajak dalam kegiatan peningkatan usaha
keluarga dalam kondisi yang sudah uzur. Semua pihak
mendukung lembaga ini dengan dukungan moril dan materiil.
Sumber pendanaan yang potensial adalah perantau dan
masyarakat nagari yang kondisi ekonominya lebih baik. BPKN
harus menggali potensi dana dari pihak-pihak yang potensial dan
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melakukan pengelolaan dana tersebut secara terencana dan
transparan.

Selain punya misi mengeluarkan masyarakat miskin dari
garis kemiskinan, BPKN juga bertindak sebagai penyantun fakir
miskin. Tidak mungkin orang miskin karena kondisi sosial terbatas
diajak dalam sebuah program peningkatan ekonomi keluarga. Yang
diperlukan adalah jaminan hidup mereka sesuai kebutuhan.
Dengan demikian penekanan program pengentasan kemiskinan
satu jorong dengan jorong lain tidak mesti sama tergantung
kebutuhan sesuai karakteristik keluarga miskin di jorong.

Para tokoh masyarakat umumnya satu suara, bahwa perlu
komitmen yang sama berbagai pihak dalam pelaksanaan program
pemberdayaan. Perlu dibangun program pemberdayaan yang
berkelanjutan, maka tidak mungkin dilakukan dengan cara tergesa-
gesa. Persiapan yang matang diperlukan di setiap jorong, tidak
menunggu proyek kemiskinan. Ketika kelembagaan telah
terbangun di setiap jorong, setiap program yang masuk ke nagari
cukup menyinergikan dengan kelembagaan yang telah ada.
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BAB 6

STRATEGI PEMANFAATAN INSTITUSI LOKAL
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Kasus pemanfaatan institusi lokal nagari dalam pengentasan
kemiskinan, akan menjadi contoh kasus strategi pemanfaatan
institusi lokal dalam penyelesaian permasalahan sosial di
masyarakat. Ini adalah hasil penelitian tentang model pemanfaatan
institusi lokal nagari dalam program pengentasan kemiskinan.
Nagari pada masyarakat Minangkabau (Sumatera Barat) adalah
kesatuan masyarakat adat sekaligus kesatuan administrasi
pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat. Institusi lokal
yang dimaksud dalam kasus ini adalah berupa nilai serta norma
ataupun kelembagaan lokal yang masih diakui oleh masyarakat
sebagai salah satu alat yang dapat membantu penyelesaian masalah
kebutuhan dasar kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut bisa
saja sedang digunakan oleh masyarakat setempat atau mungkin
juga tidak digunakan lagi, akan tetapi nilai-nilai tersebut masih
diakui oleh masyarakat keberadaannya dan diyakini dapat
dijadikan sebagai pedoman hidup masyarakat setempat. Pada bab
ini akan menampilkan pemanfaatan institusi lokal nagari di
Minangkabau Sumatera Barat dalam mengatasi masalah
kemiskinan. Hasil penelusuran kelembagaan yang ada di nagari
diharapkan sekaligus menjadi pengetahuan sosial budaya bagi
pembaca.

Fungsi Kelembagaan di Nagari

Memahami lebih dalam kelembagaan yang ada di nagari
adalah salah satu langkah menelusuri keberadaan dan fungsinya
untuk mendapatkan gambaran peran dan fungsi yang diperankan
lembaga tersebut selama ini. Banyak kelembagaan yang masih ada
di nagari, baik kelembagaan formal maupun informal.
Kelembagaan formal yang dimaksud disini adalah kelembagaan
yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah dan wajib adanya di
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setiap nagari, sementara kelembagaan informal keberadaannya
bukan berdasarkan peraturan daerah namun karena memang
eksistensinya muncul dari dukungan masyarakat nagari atau yang
dikenal dengan anak nagari.

Analisis terhadap kelembagaan nagari sangat diperlukan
dalam memahami institusi lokal yang ada di nagari, hal ini untuk
menghindari bias pemahaman terhadap nilai-nilai ideal yang
melekat pada kelembagaan yang terdapat di nagari. Banyak citra
yang melekat pada kelembagaan yang terdapat di nagari, namun
pada hakikatnya kelembagaan tersebut selama ini tidak menangani
persoalan yang menjadi harapan masyarakat. Idealnya lembaga
tersebut memang berfungsi mengatasi berbagai persoalan, namun
dalam perjalanannya belum tentu sesuai harapan orang banyak.
Kelembagaan tersebut berjalan sesuai kebiasaan yang berlaku di
nagari tersebut sesuai dengan sifat adat selingkar nagari. Hal itu
sejalan dengan prinsip yang di kemukakan Giddens (2002), bahwa
aktor akan bertindak dipengaruhi oleh ruang dan waktu.
Kerapatan Adat Nagari sebagai contoh, walau lembaga ini
diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat nagari,
namun selama ini kebiasaan yang berlaku di Pariangan bahwa
lembaga tersebut lebih terfokus menangani sengketa sako dan
pusako (masalah harta pusaka dan gelar pusaka). Persoalan
ekonomi rumah tangga seolah-olah jadi tanggung jawab masing-
masing keluarga, sehingga masalah kemiskinan harus dihadapi
oleh keluarga bersangkutan saja. Sementara harapan masyarakat
sangat tinggi terhadap kelembagaan yang ada. Berikut adalah
penjelasan tentang keberadaan berbagai kelembagaan yang ada di
Nagari dengan kasus Nagari Pariangan yang dalam sejarah
masyarakat Minangkabau adalah nagari pertama, serta peran yang
dilakukan selama ini. Selain nagari Pariangan juga nagari Parit
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Malintang yaitu salah satu nagari di Kabupaten Padang Pariaman
yang merupakan daerah pesisir Sumatera Barat. Dalam Adat
Minangkabau, daerah pesisir disebut dengan daerah rantau,
sementara daerah daratan seperti Tanah Datar, Agam dan Lima
Puluh Kota disebut dengan daerah darek.

Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Kerapatan =~ Adat Nagari (KAN) adalah lembaga
berhimpunnya para ninik mamak kaum di sebuah nagari yang
memiliki struktur organisasi hampir sama di setiap nagari. Dalam
peraturan daerah Sumatera Barat (Nomor 2 tahun 2007) tentang
pokok-pokok pemerintahan nagari pada ayat 28 dan 29 dijelaskan
bahwa KAN berkedudukan sebagai lembaga perwakilan
permusyawaratan masyarakat adat tertinggi yang telah ada dan
diwarisi secara turun temurun sepanjang adat. Bagian Kedua Pasal
29, Tugas dan fungsi, susunan dan kedudukan serta hak dan
kewajiban KAN akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah
Kabupaten dan Kota.

Kepengurusan KAN nagari Pariangan dan Parit Malintang
terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, bidang adat
syarak, bidang harto pusako, bidang permainan anak nagari, bidang
kajian pemuda, dan bidang dana. Masing-masing bidang terdiri
dari ketua bidang dan anggota. Sekarang ada bidang sekretariat
yaitu sekretaris wali nagari. Perkara yang akan ditangani KAN
didaftarkan ke Ketua KAN. Penyelesaian harta dan pusako bajanjang
naiak batanggo turun. Pertama diselesaikan di kaum, kemudian
mamak yang di bawah pariuk, kemudian ninik mamak jurai, baru
seluruh ninik mamak jorong, baru ke ninik mamak nagari (KAN),
istilahnya siriah bajunjuang, ayam barinduak. Menurut ketua KAN
Pariangan dalam falsafah minang dikatakan: Rang gadih mangarek
kuku, dikareh dengan sirauik, ambiak pangabuang batuang tuonyo,
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batuang tuonyo elok ka lantai. Nagari dibari basuku, suku babuah paruik,
kampuang banantuo, rumah batungganai (artinya: setiap nagari terdiri
dari beberapa suku, suku terdiri dari beberapa “paruik,” setiap
paruik ada pimpinan yang dituakan, dan sebuah rumah gadang
dipimpin oleh seorang yang disebut tungganai.?

Dari tata cara adat dalam menyelesaikan persoalan di nagari
terlihat bahwa pusat penyelesaian permasalahan sosial masyarakat
nagari adalah pada tingkat jorong, bukan pada tingkat nagari.
Kaum paruik sampai kepada tingkat suku berada di tingkat jorong,
nagari merupakan alat terakhir dalam penyelesaian masalah dan
itu sifatnya lebih kepada koordinasi dengan kerapatan adat sebagai
mediatornya. Persoalan keluarga yang sampai kepada tingkat
nagari merupakan sebuah aib bagi suatu kaum, maka
menyelesaikan permasalahan di tingkat institusi yang paling
rendah adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat nagari. Itu
yang dinamakan dengan berjenjang naik, bertangga turun. Nilai-
nilai menyelesaikan masalah sendiri telah ada pada masyarakat
nagari sejak dulu, maka menggali nilai-nilai tersebut untuk tujuan
penyelesaian masalah sosial di tingkat komunitas akan membantu
terjadinya kemandirian.

KAN merupakan lembaga yang berfungsi menyelesaikan
sengketa adat, yaitu sengketa “sako” dan “pusako”. Sako adalah gelar
kebesaran adat yang berlaku secara turun temurun atau yang
dikenal dengan gelar datuk. Gelar datuk ini merupakan gelar ninik
mamak suatu kaum dalam masyarakat Pariangan, dan masyarakat
Minangkabau secara umum yang proses suksesinya sering
menimbulkan konflik, karena gelar ini diperebutkan oleh anggota
kaun dalam sebuah kaum. Gelar datuk berkaitan dengan harta
pusaka, karena ninik mamak kaum adalah punya wewenang dalam

2 Hasil wawancara dengan ketua KAN Nagari Pariangan tanggal 2 Januari 2010
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mengelola harta pusaka kaumnya. KAN merupakan lembaga
formal saat ini, karena dalam Perda (Nomor 2 Tahun 2007) Tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari Pasal 28, dan 29 diatur tentang
KAN, sedangkan pada peraturan daerah sebelumnya belum
tercantum. Konsekuensinya lembaga KAN ini menjadi lembaga
yang hampir sama keberadaannya dalam sebuah nagari
sebagaimana lembaga yang lain.

KAN juga merupakan lembaga yang menyelesaikan sengketa
tanah pusaka dalam nagari, bila masalah tersebut tidak bisa
diselesaikan pada tingkat penghulu kaum. Masalah juga belum bisa
langsung ke KAN bila belum dicoba di tingkat jorong, bahkan
sebelum kepada ninik mamak tingkat jorong pun masih harus
dicoba dulu pada tingkatan ninik mamak sesuku, biasanya terdiri
dari beberapa paruik® di dalamnya. Intinya penyelesaian perkara
harus berjenjang naik dan bertangga turun. Kelemahan KAN
adalah biasanya tidak punya organisasi yang rapi, karena tidak ada
jam kerja yang jelas.

Ninik Mamak

Ninik mamak adalah penghulu suatu kaum yang dipilih oleh
kaum atau suku masing-masing di nagari berdasarkan garis
pusakanya. Ninik mamak adalah salah Pemilihan ninik mamak ini
juga berbeda dalam setiap kaum, bagi kaum yang menganut
kelarasan Koto Piliang biasanya pengganti seorang penghulu telah
ditentukan semenjak penghulu bersangkutan masih hidup,
biasanya setelah seorang penghulu memasuki usia senja, atau

3 Dalam Naim (1984:21), dijelaskan bahwa yang dikatakan saparuik dalam
sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau adalah merupakan kesatuan
keluarga yang menempati sebuah Rumah Gadang dan masih jelas hubungan
keturunannya biasanya tujuh sampai delapan generasi, mempunyai otoritas
domestik dan publik terhadap harta pusaka yang tidak dapat dilimpahkan.
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berhalangan dalam memimpin anak kemenakan, yang
bersangkutan menunjuk penghulu panungkek. Ketika penghulu asli
meninggal, langsung di-lewa-kan (diresmikan) penghulu panungkek
tadi menjadi penghulu baru. Sementara pada kaum yang menganut
kelarasan Bodi Caniago pengganti penghulu yang sudah meninggal
dilakukan dengan cara pilihan oleh anak kemenakan kaum
tersebut. Biasanya dilakukan musyawarah mufakat diantara kaum
tersebut dan ditentukan calon yang akan menggantikan penghulu
di kaum mereka. Akan tetapi di Pariangan justru hal itu tidak ada,
hanya ada satu mekanisme yang berjalan dalam menentukan siapa
pengganti penghulu yang sudah meninggal. Barangkali ini yang
dikatakan dengan koto piliang entah, bodi caniago juga bukan. Di
Parit Malitang, ninik mamak ditetapkan tidak berubah jumlahnya
oleh nagari. Jumlah ninik mamak saat ini 23 orang untuk semua
suku yang ada di Parit Malintang. Jadi ninik mamak ini saja yang
digantikan bila ada yang meninggal. Pengganti ninik mamak yang
meninggal adalah kemenakan yang terdekat, yang menjadi pewaris
sako dalam kaum tersebut. Bila suatu kaum telah besar biasanya
penghulu akan mekar sesuai kebutuhan kepemimpinan dalam
kaum tersebut. Namun tidak begitu di Parit Malintang, mereka
hanya bisa membangun penghulu yang sudah ada, tidak bisa
mendirikan yang baru.

Menurut tokoh adat, ninik mamak saat ini termasuk prestise,
bukan murni lagi kepemimpinan yang datang dari akar rumput,
sehingga tidak ada tanggungjawab terhadap anak kemenakan.
Banyak gelar penghulu yang disandang untuk tujuan politis bukan
karena dia berhak atas gelar tersebut, sehingga bukan untuk
memimpin anak kemenakan.

Jumlah Ninik Mamak di Pariangan saat dilakukan penelitian
adalah 76 orang, sementara kata putus berada pada ninik mamak
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yang 22 orang disebut ninik mamak pucuak. Jadi ada stratifikasi
sosial dalam kelembagaan ninik mamak, tidak sama hak dan
kewajiban yang dimiliki oleh seorang ninik mamak, tergantung
dari posisi yang dipusakai oleh orang yang memangkunya. Di
Nagari Pariangan telah jelas dimana posisi ninik mamak masing-
masing, apakan masuk kedalam ninik mamak yang delapan,
apakah masuk ke ninik mamak yang 22 orang. Sementara dalam
kelompok ninik mamak yang 22 orang itu juga ada seorang yang
dituakan. Orang besarnya ninik mamak 22 adalah datuak Suri
Dirajo. Namun Dt. Suri Dirajo tidak mutlak jadi ketua KAN (ketua
KAN dipilih secara demokratis). Ada strata dalam ninik mamak, di
mana ninik mamak yang 22 orang disebut dengan ninik mamak
pucuk, sedangkan yang lain dibawah kendali ninik mamak yang 22
orang, jadi mereka hanya meminta pendapat kepada anggota ninik
mamak suku lainnya. Kata putus ada pada ninik mamak yang 22
orang tadi. Ninik mamak pucuk yang 22 orang itu tersebar pada
tiap jorong, dengan distribusi tidak sama jumlahnya. Jorong
Pariangan terdapat 8 (delapan) ninik mamak pucuk, jorong Guguk
6 (enam) orang, jorong Padang Panjang 5 (lima) orang, dan jorong
Sikaladi 3 (tiga) orang.

Struktur ninik mamak di atas setidaknya memberikan
gambaran bahwa kelembagaan yang namanya ninik mamak, sering
dianggap institusi yang strategis pada masyarakat Minangkabau
belum tentu cocok dipakai untuk aktivitas praktis. Dengan melihat
struktur dan peran yang biasa dimainkannya tentu memberikan
gambaran kepada pihak yang menggunakan terutama dalam
program pemberdayaan masyarakat. Salah memilih lembaga akan
berakibat tidak lancarnya jalan program di tengah masyarakat.

Menurut tokoh masyarakat dan mantan wali nagari, telah
terjadi pergeseran fungsi ninik mamak, kemenakan tidak lagi
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punya rasa hormat kepada ninik mamak, karena tidak terlihat lagi
keteladanan pada diri ninik mamak. Ninik mamak saat ini lebih
terfokus pada urusan keluarga intinya, bukan lagi dalam keluarga
luas menurut sistem kekerabatan Minangkabau. Terlihat ninik
mamak tidak mungkin dibebani dengan program pengentasan
kemiskinan, karena mereka cukup sibuk dengan urusannya sehari-
hari baik dalam urusan anak kemenakan bidang adat, maupun
dalam organisasi kerapatan adat nagari. Ninik mamak memang
tidak lagi punya karisma, karena dalam berbagai aspek mereka
tertinggal dibandingkan dengan anak kemenakannya. Dari segi
pendidikan banyak kemenakan yang telah menyandang
pendidikan tinggi, sampai pada pendidikan doktoral, sedangkan
ninik mamak kebanyakan berpendidikan rendah. Sehingga ninik
mamak lebih kepada perwakilan kaum dalam masalah adat istiadat
karena memenuhi tuntutan adat.

Diakui sendiri oleh ninik mamak, selama ini belum ada
kebiasaan ninik mamak menangani permasalahan kemiskinan di
tingkat nagari. Dalam diskusi terfokus terungkap bahwa selama ini
ninik mamak lebih berperan dalam kaumnya. Peran itu juga sudah
tidak lagi bisa diperankan dengan perubahan yang terjadi di tengah
masyarakat dimana ninik mamak tidak lagi berkuasa penuh di
rumah anak kemenakannya. Peran tersebut bisa dihidupkan
kembali sesuai kondisi yang ada, yang berpusat pada kaum
masing-masing.

Badan Permusyawaratan Nagari (BPRN)

Badan ini adalah salah satu kelembagaan yang dibentuk saat
diberlakukannya program kembali ke pemerintahan nagari di
Sumatera Barat sebagai implikasi penerapan peraturan daerah
tentang pemerintahan nagari yang merujuk pada Undang-undang
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Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah. Kelembagaan
BPRN Nagari Pariangan berikut, cukup memberikan gambaran
tentang kelembagaan BPRN di Sumatera Barat. Anggota BPRN
Nagari Pariangan terdiri dari 15 orang, unsurnya adalah ninik
mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang, dan pemuda.
Unsur yang ada bukan dirancang dari awal, akan tetapi suatu
kebetulan saja. Karena proses pengangkatannya adalah dengan
sistem utusan jorong. Utusan tersebut tidak ditentukan kuotanya
apakah terdiri dari unsur tertentu dan jumlah yang ditetapkan.
Kebetulan saja orang-orang yang terpilih mencakup kapasitasnya
dalam nagari sebagai ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai,
bundo kanduang dan orang yang agak muda. Dengan struktur
organisasi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Komisi A
Bidang Pemerintahan, Komisi B Bidang Pembangunan, Komisi C
bidang Kesejahteraan Rakyat. Komposisi anggota masing-masing
unsur tidak ditentukan secara kuantitatif seperti di daerah lain.
Yang ada adalah pembagian kerja berdasarkan komisi.

Komisi belum bekerja dengan baik, terlihat dari belum ada
produk kebijakan komisi yang keluar berdasarkan kebijakan
komisi. Sistem kerja yang diperankan BPRN lebih mengarah
kepada sistem kerja keroyokan, tidak memperhatikan keahlian
masing-masing bagian. Dengan kondisi seperti itu anggota BPRN
sendiri merasa tidak puas dan belum bisa bekerja sesuai harapan
masyarakat. Sebaliknya masyarakat belum puas dengan peran yang
dimainkan oleh BPRN pada periode awal tersebut.

Cara pengangkatan personil BPRN adalah dengan meminta
utusan kepada masing-masing jorong. Kepada jorong dimintakan
mengirim utusan beberapa orang sesuai kebutuhan yang telah
ditentukan oleh panitia pemilihan. Selain panitia, Camat dan
Pejabat Sementara wali nagari bertindak sebagai fasilitator yang
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akan memproses pemilihan BPRN sampai turunnya Surat
Keputusan Bupati. Ternyata dari sejumlah personil yang telah
diusulkan setiap jorong itu latar belakangnya adalah Pegawai
Negeri Sipil, pegawai swasta dan tokoh masyarakat, dan utusan
dengan latar belakang Pegawai Negeri Sipil lebih banyak
dibandingkan yang lain. Pegawai Negeri Sipil dianggap
masyarakat memiliki kualitas lebih dibandingkan dengan
masyarakat lain. Namun dalam pelaksanaan kerja personil dengan
latar belakang Pegawai Negeri Sipil tidak punya cukup waktu
memikirkan masalah yang terjadi di tengah masyarakat.

Dari personil yang duduk tidak ada kecenderungan
masyarakat saat itu memilih karena latar belakang yang
bersangkutan telah berpengalaman pada pemerintahan desa.
Kecenderungannya adalah mencalonkan orang-orang baru atau
muka baru dalam masyarakat. Kriteria umum yang diperhatikan
masyarakat adalah bahwa personil yang diusulkan belum pernah
melakukan hal-hal yang negatif di tengah masyarakat. Biasanya
yang lebih menonjol adalah kalau pernah terlibat korupsi di dalam
aktivitas kemasyarakatan akan mendapatkan poin negatif,
sementara yang belum mempunyai kasus akan mendapat nilai
positif. Sehingga pada tahap awal pemerintah nagari dibangun,
personil terpilih lebih banyak muncul muka-muka baru.

Pemilihan BPRN diawali dengan pembentukan panitia
pemilihan BPRN oleh wali nagari dan KAN, setelah terbentuk
panitia pemilihan maka badan ini yang bekerja menjalankan proses
pemilihan BPRN dengan berkoordinasi pemerintahan nagari.
Proses pemilihannya dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu
tahapan penjaringan, pencalonan, dan pemilihan. Penjaringan yang
dimaksud sebenarnya adalah lebih kepada proses sosialisasi
pemilihan BPRN kepada masyarakat. Pada proses ini panitia
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melakukan sosialisasi kepada masyarakat di setiap jorong.
Sosialisasi dilakukan di masjid-masjid di setiap jorong bahwa akan
ada pemilihan BPRN. Personil yang akan duduk tidak dibatasi dari
kalangan mana berasal, sesuai status dalam masyarakat.

Tahap pencalonan dilakukan oleh masing-masing unsur,
caranya adalah dengan menetapkan terlebih dahulu kuota personil
yang akan duduk di masing-masing unsur. Unsur yang akan ada
dalam BPRN Pariangan adalah ninik mamak, alim ulama, cerdik
pandai, bundo kanduang, dan Pemuda. BPRN saat ini anggotanya
sembilan orang yang terdiri dari lima unsur. Kuota ditetapkan oleh
panitia melalui musyawarah yang dilakukan bersama pemerintah
nagari, serta perwakilan lembaga yang ada di nagari. Ini contoh
kelembagaan yang dibangun dengan intervensi peraturan yang
dibuat oleh pemerintah. Pemikiran ini dilandasi dari nilai-nilai
lokal yang melibatkan seluruh unsur yang ada di masyarakat.
Menariknya adalah, apakah lembaga yang dibangun tidak overlap
dengan institusi yang ada? Karena personilnya tetap tokoh yang
telah punya status dari masyarakat. Kelembagaan seperti ini
terlihat di lapangan tidak berjalan secara spontan.

Setelah semua unsur memilih wakilnya yang akan duduk di
BPRN, panitia pemilihan memfasilitasi pertemuan untuk
melakukan pemilihan Ketua BPRN. Yang memilih ketua BPRN
adalah anggota BPRN sendiri, yang telah terpilih pada tahap
pemilihan sebelumnya. Setelah itu panitia pemilihan membuat
berita acara pemilihan dan menyampaikan kepada Bupati untuk
dikeluarkan Surat Keputusannya. Setelah itu dikeluarkan surat
keputusannya oleh bupati bulan Januari 2009.

Proses yang dilakukan tidak berbeda dengan sistem
demokrasi yang dilaksanakan negara pada umumnya, sehingga
lembaga tersebut menjadi lembaga resmi sebagaimana lembaga
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legislatif di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Dengan sistem
formal seperti itu juga menghasilkan lembaga resmi yang tidak
mengakar dengan masyarakat. Sampai saat ini hampir tidak ada
aktivitas lembaga yang menyentuh kepentingan rakyat. Lembaga
ini tidak memiliki keberadaan yang jelas dalam aktivitasnya,
sekretariat BPRN berada di sebelah kantor wali nagari, berbeda
dengan pemerintah nagari yang aktif setiap hari di kantor.
Sementara BPRN tidak punya hari kerja dan program kerja yang
jelas di masyarakat. Belum ada regulasi yang dihasilkan BPRN
terutama tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melihat
tugas pokok dan tanggungjawab BPRN diatur dalam peraturan
daerah, terlihat bahwa BPRN merupakan lembaga formal yang
melakukan kegiatan sesuai aturan yang berlaku.

Secara kelembagaan BPRN sewajarnya menjadi faktor
pendukung terlaksananya program pengentasan kemiskinan di
nagari, namun belum ditemukan aturan yang berhasil disusun
BPRN menyangkut peningkatan ekonomi masyarakat miskin. Hasil
dialog dengan anggota BPRN menunjukkan bahwa BPRN belum
punya visi yang jelas tentang kebijakan pengentasan kemiskinan di
nagari. Hampir semua informan mengatakan bahwa program
pengentasan kemiskinan berbasis nagari diperlukan, namun belum
terlihat kemauan lembaga ini membuat strategi pengentasan
kemiskinan sesuai tugas dan tanggung jawab yang mereka emban.

BPRN Nagari Pariangan belum memiliki mekanisme kerja
yang terpola, sehingga sampai kepada penyusunan aturan
menyangkut program pengentasan kemiskinan bagi keluarga
miskin di nagari. Ketua BPRN mengakui belum ada aturan yang
dikeluarkan dalam bentuk peraturan nagari menyangkut
pengentasan kemiskinan. Fungsi BPRN selain membuat aturan juga
sebagai pengawasan pembangunan yang ada di nagari, namun
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fungsi pengawasan belum berjalan dengan baik karena fungsi
legislasi sendiri belum bisa berjalan dengan baik. Menurut
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar (Nomor 4 Tahun 2008)
tentang Nagari Pasal 34 bahwa fungsi BPRN adalah menetapkan
peraturan nagari bersama pemerintah nagari, menetapkan
anggaran pendapatan belanja nagari bersama pemerintah nagari,
dan pengawasan. Fungsi pokok itu belum dapat dijalankan oleh
BPRN karena berbagai hambatan seperti anggota BPRN yang
masing-masing memiliki kesibukan lain selain menjadi anggota
BPRN.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam peraturan
daerah Sumatera Barat yang baru adalah salah satu lembaga yang
harus ada di setiap nagari. Lembaga ini bertujuan membantu
pemerintah nagari dalam merencanakan, dan melaksanakan
Pembangunan.  Lembaga ini juga  diharapkan  dapat
memberdayakan ekonomi masyarakat nagari. Struktur organisasi
LPM terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan
anggota.

Di atas kertas personil yang ada di LPM memiliki sumber
daya yang cukup tinggi, karena rata-rata memiliki pendidikan yang
tinggi. Dibandingkan dengan pendidikan rata-rata masyarakat
nagari, pengurus LPM jelas mempunyai pendidikan yang lebih
baik, namun dalam kenyataannya LPM salah satu lembaga yang
tidak aktif. Menurut ketua LPM nagari Pariangan, ketidakaktifan
LPM karena tidak memiliki job deskripsi kerja yang jelas. Selain itu
LPM tidak memiliki daya dukung pendanaan yang cukup. Kantor
LPM tidak ada, ada satu buah meja disediakan dikantor wali nagari
kalau ingin menggunakannya untuk sekretariat. Lain halnya
dengan LPM Parit Malintang, menurut pemerintah nagari setiap
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pelaksanaan program pembangunan di nagari melibatkan LPM,
namun personil LPM umumnya orang sibuk, karena punya
aktivitas sendiri-sendiri.

Secara umum kelembagaan LPM sampai saat ini belum
banyak terlibat dalam peningkatan pembangunan nagari, tetapi
pengurus bertekat akan mencoba menggerakkan lembaga ini.
Persoalan kelembagaan LPM sebenarnya terjadi karena tidak
adanya proses konsolidasi pada kelembagaan ini. Lembaga yang
baru dibentuk berdasarkan peraturan daerah, bukan dari
kebutuhan masyarakat terlihat tidak bisa berfungsi dengan baik.
Tidak adanya proses penguatan yang dilakukan terhadap lembaga
ini merupakan salah satu penyebab tidak bekerjanya institusi yang
merupakan salah satu kelembagaan formal di nagari ini. Maka
perlu dilakukan proses pemberdayaan terhadap lembaga potensial
ini sebelum kita harapkan dapat berfungsi sebagai penggerak
pembangunan di nagari.

Bundo Kanduang dan Pemuda Nagari

Bundo kanduang adalah sebuah lembaga informal nagari
yang merupakan lembaga bernaungnya salah satu unsur
masyarakat Minangkabau di nagari. Lembaga ini diatur dalam
peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 15 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Lembaga Unsur di nagari. Dalam Pasal 14 peraturan
tersebut dikatakan bahwa: (1) setiap bundo kanduang nagari
terhimpun di dalam lembaga bundo kanduang nagari, (2)
pembentukan pengurus lembaga bundo kanduang nagari
dilakukan oleh KAN dan dapat dibantu oleh pemerintah nagari, (3)
pengurus lembaga bundo kanduang nagari sebagaimana dimaksud
pada ayat, (4) dipilih melalui musyawarah dan mufakat dalam
suatu rapat bundo kanduang nagari, dan 5) apabila musyawarah
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dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai,
dapat dilakukan voting.

Bundo kanduang di nagari memang telah tumpang tindih
dengan PKK nagari, apalagi pada waktu diberlakukan sistem
Pemerintahan Desa Bundo Kanduang hampir tidak jelas perannya,
karena lembaga yang merupakan representasi kaum perempuan ini
tidak lagi jelas fungsi dan kedudukannya. Saat itu yang lebih
ditonjolkan adalah organisasi PKK desa, dimana istri kepala desa
otomatis menjadi ketua PKK. Semenjak program kembali ke nagari
di Sumatera Barat, lembaga bundo kanduang dicoba dihidupkan
kembali. Diakui wali nagari pada tahap awal belum ada kegiatan
nyata dari bundo kanduang, karena belum ada aturan yang jelas
tentang lembaga ini. Namun keberadaannya selalu disebut dan
diharapkan. Baru pada tahun 2008 lembaga ini diatur dalam
Peraturan Bupati tentang Lembaga Unsur Nagari.

Dalam peraturan ini dijelaskan Pengurus lembaga bundo
kanduang nagari bertanggung jawab kepada bundo kanduang
nagari. Dan Pengurus lembaga bundo kanduang nagari tidak dapat
merangkap sebagai pengurus lembaga unsur lainnya di nagari.
Pada Pasal 15 Perda tersebut dijelaskan bahwa: 1) jumlah
kepengurusan lembaga bundo kanduang nagari disesuaikan
dengan kebutuhan yang berasaskan kepatutan dengan ketentuan
jumlah ganjil; 2) pengurus lembaga bundo kanduang nagari terdiri
dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang; dan 3)
struktur organisasi lembaga bundo kanduang nagari dapat
dibentuk, kalau di Pariangan tercantum dalam lampiran III
Peraturan Bupati. Syarat menjadi pengurus bundo kanduang
dijelaskan antara lain; (1) tokoh perempuan Minangkabau yang
telah menikah, (2) sekaum atau sepayung dengan penghulu dan
pemangku adat di nagari, (3) mempunyai pengetahuan lebih
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terutama dalam bidang adat, (4) mampu menerapkan dan
mengamalkan pengetahuan adat dalam kehidupan sehari-hari, dan
(5) memberikan kontribusi dan kepedulian untuk kemajuan nagari
dan atau sesuai dengan adat salingka nagari.

Apa yang menjadi tugas pokok bundo kanduang dijelaskan
antara lain: (1) meningkatkan kesadaran akan kewajiban dan
tanggung jawab perempuan terhadap anak nagari dan atau rakyat
nagari dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara,
dan melaksanakan falsafah adat Minangkabau (adat basandi syara’,
syara basandi kitabullah), (2) meningkatkan kecerdasan intelektual,
emosional, dan spiritual perempuan anak nagari dan atau rakyat
nagari, (3) meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan
masyarakat nagari pada umumnya melalui kegiatan yang sejalan
dengan fungsi lembaga, dan (4) menetapkan wakilnya sebagai
anggota BPRN; dan mengajukan 1 (satu) orang bakal calon wali
nagari.

Dengan penjelasan tugas pokok bundo kanduang tersebut
terlihat bahwa kelembagaan ini merupakan lembaga pendukung
terciptanya kesejahteraan masyarakat nagari. Namun dalam
kenyataannya di nagari belum ada wujud nyata aktivitas bundo
kanduang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
terutama kelompok perempuan sendiri. Bundo kanduang masih
berada dalam kondisi besar nama, namun minim aktivitas. Tentu
sajaunsur kelembagaan ini penting sebagai pendukung
terwujudnya kesejahteraan anak nagari termasuk keluarga miskin.

Pemuda nagari adalah salah satu unsur dalam masyarakat
yang keberadaannya selalu diakui secara adat. Pepatah adat yang
mengatakan rancak nagari dek panghulu, rancak tapian dek nan mudo
mengandung arti bahwa pemuda adalah salah satu unsur dalam
masyarakat nagari yang diharapkan dapat mendukung
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pembangunan dalam segala bidang. Unsur ini merupakan tenaga
andalan masyarakat nagari sejak dulu, karena pemuda diibaratkan
dengan kelompok masyarakat yang cepat kaki dan ringan tangan
karena memiliki tenaga yang segar dan kuat. Pemuda merupakan
salah satu andalan untuk menyelesaikan pekerjaan berat yang
dihadapi masyarakat nagari. Dalam Peraturan Bupati Tanah Datar
(Nomor 15 Tahun 2008) dijelaskan bahwa: (1) setiap pemuda nagari
terhimpun di dalam lembaga pemuda nagari, dan (2) pembentukan
pengurus lembaga pemuda nagari dilakukan oleh KAN dan dapat
dibantu oleh pemerintah nagari. Dengan tugas pokok: (1) menjaga
dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan sosial budaya
masyarakat nagari bersama pemerintah nagari dan komponen
masyarakat nagari lainnya; (2) berperan aktif dalam upaya
peningkatan ekonomi masyarakat nagari; dan (3) menetapkan
wakilnya sebagai anggota BPRN dan berhak mengajukan 1 (satu)
orang bakal calon wali nagari. Di Parit Malintang disebut dengan
Parit Paga Nagari untuk sebutan pemuda nagari.

Fungsi lembaga ini disebutkan antara lain: (1) sebagai
pelaksana kegiatan kepemudaan, olahraga, kesenian dan sosial
budaya; (2) sebagai sarana komunikasi, informasi dan kemitraan
yang mendukung pelaksanaan pembangunan nagari di berbagai
sektor, dan sebagai sarana kegiatan pendidikan yang berorientasi
pada kemajuan nagari; (3) sebagai pelopor peningkatan usaha di
bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial yang mendukung upaya
peningkatan taraf kehidupan sosial masyarakat nagari; dan (4)
menumbuhkembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat
nagari dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah yang lebih
terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Dilihat dari tugas dan fungsi yang diharapkan dari pemuda
nagari termasuk mendukung pemberdayaan masyarakat untuk
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lebih berkembang dalam segala aspek. Namun di Pariangan unsur
pemuda lebih banyak aktif dalam kegiatan olah raga dan
peringatan hari besar. Belum terlihat ada visi dan misi tentang
pemberdayaan masyarakat miskin. Selama ini belum muncul nilai
bahwa pemuda adalah sebagai potensi besar mendukung program
pengentasan kemiskinan. Kalau ada badan yang menggerakkan,
tentu merupakan potensi besar.

Pengurus Masjid

Masjid di Nagari Pariangan terdapat di setiap jorong, jadi
dengan adanya empat buah jorong terdapat empat buah masjid
yaitu Masjid Islah di Pariangan, di jorong Padang Panjang Masjid
Sabi, di jorong Guguk adalah Masjid Taqwa, dan di jorong Sikaladi
Masjid Muttagin. Fungsi utama masjid adalah tempat
melaksanakan ibadah salat berjamaah bagi masyarakat jorong
tersebut yaitu salat lima waktu dan salat Jumat. Selain untuk
ibadah salat, masjid juga difungsikan untuk aktivitas sosial budaya
masyarakat. Pengurus masjid terdiri dari ketua, sekretaris,
bendahara, kepala bidang pembangunan dan anggota, kepala
bidang pendidikan dan anggota (termasuk Taman Pembacaan
Alquran (TPA), PHBI (Peringatan Hari Besar Islam), dan humas.

Selain masjid, juga terdapat surau di setiap jorong, kalau di
Parit Malintang jumlah surau yang aktif lebih banyak, karena
masing-masing kaum memiliki surau, justru masjid dibatasi dalam
nagari, tidak setiap jorong seperti di Pariangan. Surau jumlahnya
lebih banyak dibandingkan dengan masjid. Surau dalam
masyarakat minangkabau adalah salah satu wadah pendidikan
agama dan pendidikan keterampilan. Pada umumnya aktivitas
surau tidak jauh berbeda dengan masjid, namun perbedaan utama
surau dengan masjid adalah dalam pelaksanaan salat Jumat. Masjid
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menyelenggarakan salat Jumat, sedangkan surau tidak boleh
menyelenggarakan salat Jumat.

Surau juga berfungsi sebagai tempat tidur anak laki-laki
dewasa Minangkabau di malam hari. Masing-masing jorong
memiliki lebih dari satu surau, karena dulunya surau memang
dimiliki oleh setiap suku, bahkan setiap kaum terdapat surau yang
digunakan sebagai menuntut ilmu anggota kaum tersebut karena
keterbatasan rumah gadang sebagai tempat tinggal anak laki-laki
Minangkabau. Dalam Graves (2007:13), dikatakan hanya kaum
perempuan dan anak-anak yang menjadi penghuni tetap suatu
rumah gadang dan dibenarkan tinggal di sana, sedangkan laki-laki
menetap di rumah istrinya pada malam hari saja, atau jika kaum
laki-laki yang belum kawin biasanya tidur pada surau keluarga
sambil belajar Alquran.

Surau dulunya memiliki banyak aktivitas terutama sarana
untuk pendidikan generasi muda, namun sekarang di Pariangan
tidak banyak lagi surau yang difungsikan sebagaimana idealnya
surau masa lalu. Kebanyakan surau hanya sebagai tempat salat
lima waktu bagi anggota kaum dan orang-orang sekitar surau.
Sebagian surau telah berubah fungsi sebagai Taman Pembacaan
Alquran (TPA), dan sebagian kecil ada surau yang memiliki
aktivitas sebagai tempat ibadah Suluak pada bulan Ramadan.
Persoalan yang dihadapi surau di Nagari Pariangan adalah
pertama tidak ada lagi guru yang kompeten mengajarkan ilmu
agama pada surau tersebut, sehingga surau lebih kepada
ketersediaan bangunan fisik saja. Kedua, ada pergeseran nilai pada
generasi muda, kalau dulu pemuda tidur di surau, sekarang tidak
ada lagi yang mau tidur di surau.

Surau tidak memiliki struktur organisasi yang jelas, berbeda
dengan masjid, sehingga kalau surau dijadikan basis pengentasan

- 116 -



kemiskinan agak sulit. Surau adalah milik kaum, dan yang menjadi
pengelola biasanya ulama atau anggota kaum yang senior yang
memiliki pengetahuan agama dan keterampilan lainnya lebih
dibandingkan anggota kaum. Pada masa lalu pengelola surau
tersebut tidak berharap mendapatkan gaji. Mereka biasanya akan
menerima zakat atau zakat fitrah saat jatuhnya idul fitri dari
anggota kaumnya. Misi utama ulama surau adalah meningkatkan
pengetahuan agama dan pengetahuan adat anak kemenakannya.
Seiring perubahan sosial yang terjadi, aktivitas surau mulai
menurun, baik dari sisi pemudanya, maupun dari sisi ulama

suraunya.

Modal Sosial Masyarakat Nagari

Modal sosial sebagai salah satu potensi pengentasan
kemiskinan di tingkat nagari banyak dimiliki oleh masyarakat
nagari. Di Pariangan dan Parit Malintang sebagaimana juga yang
masih berlaku di Nagari Sumatera Barat masih terdapat nilai-nilai
tentang kedermawanan. Nilai kedermawanan sosial atau filantropi
tersebut sebenarnya masih berlangsung, namun belum tergali
untuk kepentingan yang lebih besar secara melembaga. Adapun
potensi kedermawanan itu adalah: pertama, kebanggaan dalam
berwakaf. Kebanggaan berwakaf ini terlihat di masjid pada acara
pemungutan sumbangan untuk pembangunan.

Di Pariangan dan Parit Malintang pemungutan derma
dilakukan dengan dipandu oleh pengurus masjid di atas mimbar
dengan menyebutkan nama dan jumlah sumbangan yang
diberikan. Selain dilakukan dengan menyebutkan identitas, juga
dilakukan dengan menjalankan kotak amal kepada jamaah masjid.
Namun fenomenanya jumlah derma yang diberikan selalu lebih
besar pada saat dipandu atau disebutkan dibandingkan dengan
cara mengedarkan kotak amal dengan cara sembunyi-sembunyi.
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Menurut penuturan salah seorang pengurus Masjid Datuak
Barbangso, jumlah derma yang terkumpul jauh lebih banyak ketika
dipandu oleh salah seorang pengurus dengan menyebutkan
identitas dibandingkan dengan hanya mengedarkan kotak amal
kepada jamaah.

Potensi itu sebenarnya cukup baik bila dimanfaatkan untuk
program pengentasan kemiskinan. Masyarakat masih punya
kebanggaan menyumbang bila namanya ketahui oleh orang lain,
berarti dengan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan
akan muncul semangat menyumbang. Namun hal itu dilakukan
hanya untuk tujuan pembangunan masjid, dalam artian lebih
kepada pembangunan fisik masjid. Bila diartikan pembangunan
masjid itu tidak hanya pembangunan fisik masjid, tetapi juga
membangun sosial budaya jamaah yang ada di dalamnya, maka
pengentasan kemiskinan para jamaah yang ada di lingkungan
masjid  tersebut bisa dilakukan dengan memanfaatkan
kedermawanan para jamaah masjid yang masih berjalan sampai
saat ini.

Persoalannya adalah nilai yang muncul itu belum termasuk
pembangunan sosial budaya para jamaah, sehingga tidak ada
dalam rencana pembangunan masjid untuk mengentaskan
kemiskinan. Sementara program yang ada adalah memberi makan
anak yatim. Hal itu terlihat dari beberapa kesempatan pemungutan
derma dikumpulkan untuk anak yatim. Fenomena terbaru adalah
memungut derma untuk TPA (Taman Pembacaan Alquran), terlihat
dari kotak amal yang beredar di masjid Pariangan sebanyak tiga
jenis, yaitu kotak untuk pembangunan masjid, anak yatim dan
TPA. Kotak untuk TPA sebenarnya sebuah fenomena baru di
masjid Pariangan, yaitu semenjak fungsi surau tidak lagi berjalan
sebagai tempat belajar mengaji. Menurut pengurus masjid, TPA
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mulai berfungsi pada masa pemerintah orde baru sejalan dengan
memudarnya fungsi surau sebagai tempat belajar mengaji dan
digantikan oleh lembaga TPA.

Dalam ajaran Islam dikatakan bahwa termasuk orang yang
mendustakan agama orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim
dan tiada memberi makan fakir miskin. Dari nilai religi itu juga
munculnya nilai-nilai kedermawanan masyarakat tentang
menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Namun dalam
praktiknya nilai itu berkembang tidak seimbang pada masyarakat
khususnya dalam aktivitas keagamaan terutama aktivitas masjid.
Bidang vyang selalu ada pengurusnya adalah pengurus
pembangunan masjid dan pengurus anak yatim, tidak terdapat
pengurus fakir miskin. Tidak juga ditemukan pengurus anak yatim
itu merangkap pengurus fakir miskin. Ketika pengurus masjid dan
pemerintah nagari diajak berdiskusi tentang tanggungjawab umat
Islam atau masjid tidak hanya memelihara anak yatim, tetapi juga
termasuk fakir miskin, mereka juga agak terkesima. Mereka
menyadari kalau itu sebuah kekeliruan sebagai tanggungjawab
seorang Muslim. Mereka mengatakan selama ini memang
kebiasaan yang ada di tengah masyarakat adalah mengumpulkan
derma wakaf untuk pembangunan masjid dan anak yatim, belum
termasuk fakir miskin.

Kondisi seperti itu memang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang
telah berkembang selama ini dalam masyarakat. Pengurus masjid
menyadari kalau mereka terjebak dengan menjalankan tradisi yang
telah berjalan secara turun-temurun. Wali nagari setuju sekali kalau
dalam kepengurusan masjid dibentuk bidang pembangunan, anak
yatim, dan fakir miskin. Salah satu sumber pendanaan adalah
dengan mengumpulkan derma wakaf dari jamaah masjid untuk
fakir miskin. Masjid di beberapa tempat punya asset yang dapat
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menghasilkan uang, seperti kolam dan kebun. Masjid pada tempat-
tempat strategis biasanya mempunyai masukan dari uang sewa
bangunan.

Hal ini memang sesuai dengan pendapat ahli antropologi
kalau budaya itu berkembang tergantung pada tiga hal; Pertama
ada pelopor tentang budaya tersebut. Kedua, ada nilai yang
dikembangkan dalam masyarakat tersebut. Jika nilai itu tidak
berkembang, maka ia belum akan menjadi suatu budaya dalam
masyarakat. Ketiga adanya pendukung, yaitu masyarakat banyak
mendukung apa yang dipelopori dan telah menjadi nilai tersebut.
Harus ada orang yang mempelopori nilai tentang tanggung jawab
masyarakat dalam memberantas kemiskinan. Kalau nilainya sudah
muncul maka akan terwujud dalam aktivitas dan mendapat
dukungan dari masyarakat pendukung budaya tersebut.

Wali nagari ingin mempelopori diadakannya bagian
pengurus masjid yang membidangi pengentasan kemiskinan. Salah
satu rencana yang akan dilakukan pada tahap awal adalah
menyediakan kotak untuk orang miskin di samping untuk
pembangunan masjid dan anak yatim. Program ini tentu kecil
gaungnya, tetapi besar nilainya. Nilai utama adalah mempelopori
nilai-nilai kedermawanan masyarakat dalam membantu orang
miskin. Kedermawanan bukan hanya menyumbang untuk panitia
pembangunan dan anak yatim, tapi juga membantu pengentasan
fakir miskin. Dengan demikian akan muncul citra bahwa
menyumbang kepada program pemberdayaan masyarakat miskin
adalah perbuatan mulia.

Kedua, kedermawanan itu terlihat pada upacara perkawinan,
kematian dan akikah. Pada upacara perkawinan masyarakat
membawa sumbangan ke rumah yang punya hajat, baik dalam
bentuk uang, maupun dalam bentuk cenderamata. Pertolongan ini
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lebih kepada sistem pertukaran, biasanya perbuatan ini akan
mendapat balasan dari orang yang dikunjungi apabila yang
bersangkutan mengadakan pesta atau mengalami musibah. Namun
nilai kedermawanan tetap ada, karena tidak terjadi pertukaran
yang seimbang dalam hal ini. Misalnya saja, ada keluarga yang
menikahkan anaknya sampai lima kali karena memiliki anak lima
orang, sementara ada orang yang hanya memiliki anak dua orang
sehingga akan berpeluang melaksanakan pesta perkawinan
sebanyak dua kali. Maka tidak ada pertukaran yang seimbang di
situ, namun ada unsur tolong-menolong. Hal ini mencerminkan
semangat kedermawanan itu masih tumbuh dalam masyarakat.
Menurut masyarakat Pariangan, kalau kita ingin pesta perkawinan
anak kita ramai dikunjungi orang, maka harus rajin juga
mengunjungi upacara adat di tempat orang lain. Biasanya orang
yang malas mengunjungi perhelatan orang lain, akan sepi
didatangi orang bila terjadi peristiwa suka cita maupun duka cita di
rumahnya.

Ketiga, adalah tradisi mengeluarkan zakat baik itu zakat uang
maupun zakat hasil pertanian. Pada umumnya Pegawai Negeri
Sipil mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat, dengan
standar gaji minimal pegawai negeri sipil di Indonesia, menurut
para ulama memiliki kewajiban mengeluarkan zakat tiap bulannya.
Akumulasi pendapatan pegawai negeri sipil di Indonesia dalam
setahun mencukupi nisab uang yang wajib membayarkan zakat.
Saat ini potensi zakat itu tidak terkelola dengan baik. Belum ada
kelembagaan di nagari yang mencoba menghimpun zakat untuk
kepentingan pengentasan kemiskinan di nagari. Padahal bila dilihat
dari komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian di nagari
Pariangan, jumlah PNS jauh lebih banyak dibandingkan dengan
jumlah keluarga miskin. Bila pada tahap awal PNS yang
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dikoordinir untuk mau mengeluarkan sebagian zakatnya untuk
program pengentasan kemiskinan, maka jumlah itu cukup
memadai untuk keluarga miskin yang ada di nagari.

Nilai yang berjalan selama ini di tengah masyarakat
Pariangan adalah mengeluarkan zakat kepada pengurus masjid.
Padahal dalam ajaran Islam, pengurus masjid bukan salah satu
asnaf yang berhak menerima zakat, kecuali pengurus masjid
memang amil zakat yang mendistribusikan kembali zakat tersebut
kepada yang berhak menerimanya. Begitu pun pegawai negeri,
terlepas dari taat atau tidaknya yang bersangkutan mengeluarkan
zakat, namun nilai yang berkembang dalam masyarakat tidak
menuntut PNS yang tidak mengeluarkan zakat, namun ada nilai
yang berkembang mencela seorang petani jika tidak mengeluarkan
zakat.

Dalam masyarakat, kontrol terhadap masyarakat yang tidak
berzakat itu lebih banyak kepada petani, tidak kepada pegawai
(pegawai adalah sebutan masyarakat terhadap PNS), jika ada
petani yang malas berzakat, akan menjadi pembicaraan dalam
masyarakat, tetapi kalau pegawai yang tidak berzakat, sepertinya
masyarakat tidak peduli. Sekarang telah ada Badan Amil Zakat
(BAZ) di tingkat kecamatan, katanya sasarannya kepada pegawai
negeri yang ada di kecamatan ini, tapi belum sampai pada tingkat
nagari.

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah badan yang mengumpulkan
zakat pada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar, sasaran
utama badan ini adalah memungut zakat dari pegawai negeri sipil
yang ada di kabupaten. Namun badan ini dalam perjalanannya
masih dikelola oleh pengurus BAZ yang dibentuk oleh pemerintah
daerah. Pemanfaatan lembaga ini masih ditentukan oleh pengurus.
Menurut pemerintah nagari badan amil zakat kecamatan pernah
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memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di nagari. Cara
pendistribusian bantuan tersebut ditentukan oleh pengurus sendiri,
biasanya diantar langsung oleh pengurus BAZ kepada sasaran.
Selama ini BAZ kecamatan memberikan bantuan kepada dua
keluarga di nagari dalam bentuk uang. Bantuan yang mereka
berikan masih bersifat charity, sebagaimana juga program
pemerintah lainnya. Ketika dikonfirmasi kepada salah seorang
pengurus BAZ kecamatan, mengatakan bahwa apa yang dilakukan
BAZ berbeda dengan program pemerintah selama ini seperti beras
miskin (raskin) dan BLT, kalau BAZ memberikan bantuan secara
tepat sasaran, karena pengurus BAZ melihat langsung keadaan
rumah tangga yang akan diberikan bantuan. Di satu sisi dalam cara
menentukan sasaran sudah benar, namun sifat program yang
mereka berikan masih bersifat parsial, dan belum memiliki unsur
pemberdayaan. Tetapi BAZ ini merupakan salah satu potensi
sumber pendanaan bagi nagari dalam rangka pengentasan
kemiskinan berbasis nagari. Pengurus BAZ Padang Pariaman
setuju dengan ide pemberdayaan kelembagaan institusi lokal
nagari dalam pengentasan kemiskinan berkelanjutan. Seperti yang
diutarakan Tuangku Sulaiman bahwa selama ini BAZ masih
melakukan bantuan dengan uang tunai, padahal BAZ berfungsi
mengelola dan mengembangkan nilai zakat di tengah masyarakat.
Keempat, sifat gotong royong yang dimiliki masyarakat. Sifat
gotong royong telah berkembang semenjak dulu di masyarakat
nagari Pariangan, hal ini tercermin pada adanya budaya
“manyirayo” dalam masyarakat. Manyirayo adalah kegiatan tolong-
menolong dalam masyarakat, terutama dalam bidang pertanian.
Dulu bila seseorang akan memanen padinya, bisa meminta tolong
kepada kaum kerabat dan orang-orang yang ada di sekitar tempat
tinggalnya dengan hanya menyediakan makanan dan minuman

-123-



saja. Dengan demikian pemilik sawah tidak perlu mengeluarkan
uang untuk itu. Di Parit Malintang ada budaya badoncek dalam
membantu karib kerabat mereka, termasuk dalam pembangunan di
nagari. Kebiasaan itu juga terjadi pada pembangunan rumah,
terutama jika ada seseorang mendapat musibah. Misalnya, rumah
terbakar atau dilanda angin badai, puting beliung dan sebagainya,
maka masyarakat akan bergotong royong membangun kembali
rumah yang bersangkutan. Menurut tokoh masyarakat, hal itu saat
ini memang telah mengalami perubahan, bila dulu tolong-
menolong itu terjadi setiap saat, sekarang ini hanya pada momen
tertentu saja. Berdasarkan informasi tentang adanya kebiasaan
seperti itu menandakan adanya nilai yang dianut masyarakat
bahwa seseorang perlu membantu sesama.

Kelima, adanya sistem (paduoan) yaitu kebiasaan masyarakat
untuk melakukan kerja sama pertanian dengan sistem bagi hasil.
Sistem kerja sama ini dilakukan oleh pemilik modal dengan
pengolah atau yang mengandalkan jasa dalam pengusahaan
pertanian. Hal ini biasa berlaku dalam pengelolaan sawah dan
binatang ternak. Biasanya pemilik sawah mempercayakan
pengolahan sawahnya kepada seseorang dengan sistem bagi hasil,
lalu hasilnya dibagi. Dulunya pembagian hasil dilakukan secara
seperdua, setengah untuk yang punya modal dan setengah untuk
yang mengusahakan. Seseorang tidak punya sawah, lalu dia
menawarkan dirinya untuk mengolah sawah seseorang, biasanya
pemilik sawah tidak punya tenaga untuk mengolahnya, lalu setelah
panen hasilnya dibagi dua. Di Parit Malintang saat ini sistem bagi
hasil banyak dilakukan pada sector peternakan.

Sistem paduoan sesuai namanya merupakan kerja sama dalam
pengolahan pertanian atau ternak dengan jalan bagi dua antara
pemilik sawah dengan pengolah, namun saat ini di beberapa
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tempat di Minangkabau sering juga dilakukan dengan pertigaan,
dimana hasil sawah sepertiga untuk yang punya sawah dan dua
pertiga bagi yang mengolah. Telah ada perubahan dalam
pembagian hasil dari setengah menjadi sepertiga, sistem yang
digunakan masih dikenal dengan paduoan (seperdua). Perbedaan
sistem tersebut bergantung dari modal pengolahan sawah, kalau
modal bibit dan pupuk ditanggung oleh yang mengolah, maka
hasil sawah hanya sepertiga untuk yang punya sawah, tetapi bila
modal dari yang punya sawah, maka pembagian hasil menjadi
setengah bagi pemilik dan setengah lagi bagi si pengelola. Di
Pariangan saat ini mulai muncul nilai bahwa si pemilik tanah
memberi sedikit kelebihan kepada si penggarap, namun tidak ada
ketentuan jumlahnya, sesuai kesadaran pemilik saja.

Sistem itu juga berlaku pada peternakan, bila seseorang tidak
punya ternak dia bisa memelihara ternak orang lain dengan sistem
bagi hasil terhadap ternak tersebut. Misalnya seseorang tidak
punya sapi, lalu dia memelihara sapi orang lain, kemudian anak
sapi tersebut akan dibagi dua antara pemelihara dan pemilik sapi,
sedangkan induk sapi tetap menjadi milik si pemilik sapi. Dulu
sistem itu dilaksanakan pada sapi betina saja, namun saat ini juga
berlaku untuk sapi jantan. Caranya adalah dengan menilai harga
sapi ketika awal dilakukan kerja sama, lalu dalam kurun waktu
tertentu sapi tersebut dijual, dan pertambahan nilai dari sapi
tersebut dibagi dua antara yang memelihara dengan pemilik.
Menurut informasi masyarakat Pariangan, dulu orang tidak mau
melakukan sistem paduoan terhadap sapi jantan, namun sekarang
justru si pemelihara lebih suka dengan sapi jantan dibandingkan
dengan sapi betina, karena secara ekonomi memelihara sapi jantan
lebih beruntung dibandingkan dengan sapi betina. Hal itu
disebabkan oleh munculnya bibit sapi unggul seperti jenis si
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Mental, Brahman, dan sapi Bali di masyarakat Pariangan. Dengan
bibit unggul tersebut pertambahan nilai yang didapat petani lebih
cepat dibandingkan dengan memelihara sapi untuk mendapatkan
anaknya.

Dengan adanya sistem tersebut sebenarnya membuka
peluang bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki modal
melakukan usaha. Selain yang dilaksanakan oleh masyarakat ada
juga bantuan yang diberikan oleh pemerintah dengan sistem
bergulir, seperti yang didapatkan oleh kelompok tani Siguntang di
Pariangan. Bantuan ini diberikan oleh Dinas Peternakan yang
dananya berasal dari pusat, yaitu Dirjen Peternakan. Di Tanah
Datar terdapat tujuh kelompok bantuan yang tersebar di berbagai
kecamatan. Dana yang diberikan sebanyak 763 juta, terdiri atas
pengadaan bibit sapi, bantuan bahan kandang, dan biaya honor
tenaga ahli selama satu tahun. Pembangunan kandang dilakukan
dengan swadaya anggota kelompok, biaya yang diberikan hanya
untuk membeli sebagian material yang tidak dimiliki oleh
kelompok.

Bantuan diberikan kepada kelompok tani dengan sistem bagi
hasil dengan kelompok, namun bagi hasil yang dilakukan tidak
seperti sistem paduoan yang biasa berlaku di masyarakat, namun
bagi hasilnya lebih menguntungkan karena petani hanya
mengeluarkan persentase kepada kelompok sesuai biaya
operasional yang telah ditentukan. Sekarang aturan yang berlaku
dalam kelompok Siguntang adalah 30:70, yaitu 30% untuk
kelompok dan 70% wuntuk pemelihara. Dana yang 30% bagi
kelompok digunakan untuk operasional kelompok dan sebagian
dijadikan lagi modal untuk menambah bibit sapi. Biaya yang
dikeluarkan itu antara lain untuk membayar sewa kandang yaitu
membayar sewa lahan kepada pemilik tanah. Kemudian ada biaya
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rutin organisasi yaitu untuk honor tenaga ahli dan ketua kelompok.
Tenaga ahli adalah tenaga yang memiliki keahlian (sarjana
peternakan) yang memberikan tuntunan dan pengawasan terhadap
pemeliharaan ternak yang baik. Ketua kelompok adalah orang yang
mengorganisir jalannya kelompok tersebut. Sistem seperti ini juga
memberikan peluang kepada keluarga miskin yang tidak memiliki
modal untuk usaha.

Kendala yang dihadapi menurut pengurus kelompok adalah
sebagian anggota kelompok kurang serius mengikuti aturan
pemeliharaan yang dianjurkan, sehingga hasil yang didapatkan
tidak maksimal. Menurut salah seorang pengurus, anggota belum
memiliki pengalaman dan keahlian yang baik untuk beternak.
Seandainya anggota telah memiliki keahlian dan kemauan yang
maksimal tentu hasil akan lebih baik. Barangkali proses
pemberdayaan diperlukan dengan program seperti ini,
peningkatan hasil akan lebih baik. Kendala lain adalah bagi
anggota yang tidak memiliki lahan untuk menanam rumput. Lahan
penanaman rumput sangat diperlukan pada peternakan sapi,
karena rumput dibutuhkan setiap saat untuk menjaga
pertumbuhan sapi maksimal. Ketika keluarga miskin diajak
menjadi anggota kelompok hal itu sering menjadi alasan mereka
tidak ikut dalam program.

Kelompok ini selama setahun telah berkembang anggotanya
dari 10 orang menjadi 15 orang, karena dengan keuntungan yang
ada kelompok dapat menambah bibit baru. Sebenarnya masih ada
potensi lain yang belum bisa diolah dalam kelompok ini, yaitu
kotoran ternak. Kotoran ternak telah menumpuk cukup banyak,
namun mereka belum memiliki pengetahuan untuk mengolah
menjadi kompos dan memasarkannya. Berdirinya kelompok ini
dipelopori oleh salah seorang anggota yang dulunya pernah
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merantau di Jakarta, dan pernah melihat peternakan sapi di Bogor
dan Pangalengan Jawa Barat. Setelah menetap di kampung dia
mengajak salah seorang kemenakannya untuk mendirikan
kelompok peternak dengan adanya informasi peluang bantuan
ternak dari pemerintah. Barangkali kelompok ini bisa dijadikan
media belajar dalam mempelopori pengentasan kemiskinan
berbasis nagari. Adanya kelompok sebagai media pemberdayaan
masyarakat menjadikan program berjalan secara berkelanjutan,
sementara pemerintah tidak disibukkan mengurus kelompok ini.

Model Sinergi Kelembagaan dalam Pengentasan Kemiskinan di
Nagari

Hasil analisis berbagai aspek di nagari, baik yang bersifat
karakteristik masyarakat sebagai unit terkecil sampai kepada
kelembagaan dan program yang pernah dilakukan di nagari
memperlihatkan, untuk mengentaskan kemiskinan di nagari tidak
cukup dengan menunggu program bantuan kemiskinan dari
pemerintah yang lebih tinggi, karena intensitasnya terlalu rendah,
sehingga intervensi terhadap keluarga miskin sangat rendah. Hasil
diskusi terfokus dengan tokoh masyarakat memperlihatkan bahwa
perlu ada badan yang konsentrasi mengelola program pengentasan
kemiskinan. Tidak ada badan yang serius mengurus orang miskin
selama ini, sehingga program kemiskinan tidak berjalan secara
berkelanjutan. Untuk itu model sinergi peran tokoh formal dan
informal di nagari adalah dalam bentuk sebuah badan. Badan
tersebut berbasis di jorong, bukan pada tingkat nagari karena
ikatan emosional justru terbangun pada tingkat jorong. Umumnya
pihak-pihak yang ada di nagari memandang perlu dibentuk sebuah
badan pengentasan kemiskinan berbasis nagari pada tiap-tiap
jorong.
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Badan yang dibentuk adalah Badan Pengentasan Kemiskinan
Nagari (BPKN). Model yang dibangun adalah pelibatan seluruh
unsure yang ada di nagari, namun perannya disesuaikan dengan
fungsi yang biasa berjalan selama ini. Cara berfikir badan tersebut
seperti gambar 1.

Pemerintah
Nagari
(Koordinator)

Dukungan Eksternal :

— Perantau 1
- BAZ .
— Institusi Sosial di Badan
Nagari — Pengentasan
Kemiskinan Program
Pembawa Program CII.\Iaga.ri (BPKN) > Eeng.el?.tasan
Pengentasan — i Setiap Jorong emiskinan
Kemiskinan

Pengentasan Kemiskinan
Berbasis Institusi Lokal

A

Gambar 4. Bagan Model Sinergi Peran Institusi Lokal Nagari.

Penerapan model Pengentasan kemiskinan seperti bagan
pada gambar 1, membutuhkan beberapa langkah yang merupakan
proses yang mesti dilalui. Yaitu tahap sosialisasi, menggali atau
mempelopori nilai yang ada di jorong, merangkul semua unsur
yang ada di jorong, lalu membentuk BPKN. Badan Pengentasan
kemiskinan nagari ini pada tahap awal dapat berbasis masjid atau
kelembagaan lain yang hidup di jorong. Setelah berjalan dengan
baik bari berjalan secara mandiri di jorong dan dikoordinir oleh
bidang kesra nagari. Di Parit Malintang surau lebih strategis di
jadikan basis di jorong, karena sampai sekarang surau masih hidup
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dan dijadikan prestise sebuah kaum. Fenomena ini masih berjalan
untuk Kabupaten Padang Pariaman. Namun untuk Pariangan
masjid lebih berpotensi dijadikan basis, karena tiap jorong ada
masjid.

Pengentasan kemiskinan dengan paradigma pemberdayaan
merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap bidang kesra
pemerintahan nagari, dengan demikian tidak ada lagi program
yang tidak dipahami oleh pemerintah nagari. Pihak luar yang
membawa program ke nagari cukup menjalin kerja sama dengan
pemerintah nagari dengan melakukan pemberdayaan pada bidang
kesra pemerintah nagari dan BPKN. Bila ada dana operasional
dalam waktu terbatas seperti program selama ini tidak akan jadi
masalah, karena BPKN akan mengelola dana tersebut dalam
kelembagaan yang sudah mapan. Bidang kesra proaktif memantau
BPKN yang ada pada setiap jorong, tidak menunggu munculnya
masalah akan tetapi mengantisipasi kemungkinan negatif yang
terjadi di BPKN setiap jorong. Dengan demikian program yang
diluncurkan oleh pemerintah daerah dan pihak lain akan bisa
dipantau dalam jangka waktu panjang. Diharapkan fenomena yang
terjadi selama ini dimana habis proyek maka selesai juga program
tersebut tanpa mencapai tujuan akan bisa dieliminir.

Setelah terbentuk Badan pengentasan kemiskinan di setiap
jorong maka strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan
adalah dengan memberdayakan badan ini oleh berbagai pihak yang
ikut berperang melaksanakan program pengentasan kemiskinan.
Badan ini merupakan institusi lokal yang perlu diberdayakan
untuk pemberdayaan masyarakat. Apapun jenis program
dilaksanakan lewat badan ini, hal ini secara tidak langsung adalah
memberdayakan badan yang telah ada. Logika berfikir yang
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digunakan adalah mencapai tujuan melalui tujuan antara seperti

gambar 5.
Program Tujuan
pember- antara Tujuan
dayaan > (BPKN) p| Program
masyarakat
miskin

Gambar 5. Bagan Logika Berfikir Strategi Pemberdayaan Berbasis
Institusi Lokal.

Semua pihak mesti melakukan kerja sama dan koordinasi
dengan Badan Pengentasan Kemiskinan Nagari atau Jorong, tidak
ada program yang dilakukan oleh orang luar tanpa berkoordinasi.
Dengan demikian keberlanjutan program akan ditindaklanjuti oleh
BPKN. Strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan BPKBN
adalah berdasarkan akar penyebab kemiskinan yang dialami
keluarga miskin.
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Dalam melakukan perubahan untuk meningkatkan kondisi
ekonomi masyarakat miskin menuju kondisi kehidupan yang lebih
baik, biasanya masyarakat melakukan berbagai macam cara atau
strategi. Pemanfaatan sumber daya di sekitar adalah suatu strategi
yang lebih mudah dikerjakan, baik sumber daya alam maupun
sumber daya manusia. Dalam kehidupan sehari-hari sumber daya
alam sering dilihat dalam arti yang sempit, misalnya air, udara,
bahan tambang, sementara ada sumber daya lain yang memiliki
potensi besar namun luput untuk dimanfaatkan. Salah satunya
adalah remitan yaitu berupa kiriman uang dari perantau suatu
daerah yang dapat dimanfaatkan atau kelompok masyarakat di
daerah asalnya. Kasus berikut adalah hasil penelitian tentang
pemanfaatan remitan untuk peningkatan ekonomi masyarakat di
daerah asal perantau dari Sumatera Barat.

Konsepsi tentang Pengelolaan Remitan

Gelombang migrasi internasional selalu seiring dengan
pertumbuhan ekonomi baik di daerah asal maupun di daerah
tujuan. Latar belakang perbedaan kondisi sosial ekonomi yang
mendorong pergerakan orang dari daerah asal ke tujuan migrasi.
Sekitar tiga persen penduduk dunia telah bermigrasi dari Negara
asal ke negara tujuan untuk bekerja. Pertumbuhan migrasi ini sejak
tahun 1990-an telah memberikan kontribusi remitan yang cukup
besar bagi negara asal mereka (The World Bank, 2005).

Bagi masyarakat Sumatera Barat atau yang dikenal dengan
masyarakat Minangkabau migrasi atau dikenal dengan merantau
dilakukan dalam rangka mengubah nasib (ekonomi keluarga)
termasuk keluarga luas. Secara umum migrasi internasional sangat
berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan transisi
demografi dalam suatu negara. Ketika suatu Negara mengalami
kemunduran ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan
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ekonomi yang rendah dan pertumbuhan populasinya yang masih
tinggi, sangat tidak mungkin aktivitas perekonomian negara
tersebut dapat menyerap kelebihan tenaga kerja. Untuk alasan ini,
pengiriman tenaga kerja keluar negeri merupakan suatu
pemecahan masalah ketenagakerjaan. Dalam teori ekonomi
kependudukan dan ketenagakerjaan, hal ini sering dinyatakan
sebagai “the first stage of labor migration transition” (Tjiptoheriyanto,
1997). Jumlah tenaga kerja migrant internasional Indonesia hingga
saat ini terus meningkat, sekitar 70 persen dari jumlah tenaga kerja
tersebut adalah perempuan yang rentan terhadap masalah dari
proses migrasi.

Migrasi internasional dapat membawa dampak positif bagi
negara tujuan, negara asal dan para migran beserta keluarganya.
Bagi negara tujuan, kehadiran migrant ini dapat mengisi segmen-
segmen lapangan kerja yang sudah ditinggalkan oleh penduduk
setempat karena tingkat kemakmuran negara tersebut semakin
meningkat. Lapangan kerja tersebut seperti sektor perkebunan dan
bangunan atau konstruksi di Malaysia yang banyak digantikan oleh
pekerja-pekerja dari Indonesia, atau menambah kebutuhan tenaga-
tenaga terampil yang jumlahnya kurang. Sebagai contoh kebutuhan
tenaga kerja teknisi dan jasa di negara-negara Timur Tengah. Bagi
negara asal merupakan sumber penerimaan devisa dari remittances
hasil kerja migran di luar negeri, sementara untuk para migran,
kesempatan ini merupakan pengalaman internasional dan
kesempatan meningkatkan keahlian juga akan mengenal disiplin
kerja di lingkungan yang berbeda. Bagi keluarga migran hal
tersebut merupakan sumber penghasilan yang dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya (Haris, 2007). Suatu yang diharapkan saat ini
adalah menjadikan Indonesia sebagai Negara pengirim tenaga kerja
yang terampil dan ahli, serta berdaya saing.
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Pada mulanya istilah remitan (remittance) adalah uang atau
barang yang di kirim oleh migrant ke daerah asal, sementara
migrant masih berada di tempat tujuan (Connell, 1976). Namun
kemudian definisi ini mengalami perluasan, tidak hanya uang dan
barang, tetapi keterampilan dan ide juga digolongkan sebagai
remitan bagi daerah asal (Connell, 1980), keterampilan yang
diperoleh dari pengalaman bermigrasi akan sangat bermanfaat bagi
migrant jika nanti kembali ke desanya. Ide-ide baru juga sangat
menyumbang pembangunan desanya. Misalnya, cara-cara bekerja,
membangun rumah dan lingkungannya yang baik, serta hidup
sehat.

Pengertian remitan secara umum berasal dari transfer, baik
dalam bentuk cash atau sejenisnya, dari seorang asing kepada
sanak keluarga di negara asalnya. IMF mendefinisikannya ke dalam
3 kategori yaitu: (1) remitan pekerja atau transfer dalam bentuk
cash atau sejenisnya dari pekerja asing kepada keluarganya di
kampong halaman; (2) kompensasi terhadap pekerjaan atau
pendapatan, gaji atau renumerasi dalam bentuk cash atau
sejenisnya yang dibayarkan kepada individu yang bekerja di satu
negara lain di mana keberatan mereka adalah resmi; dan (3)
transfer uang seorang asing yang merujuk kepada transfer capital
dari asset keuangan yang dibuat orang asing tersebut sebagai
perpindahan dari satu negara lainnya dan tinggal lebih dari satu
tahun. Menurut Wikipedia, remitan (remittance) adalah transfer
uang oleh pekerja asing ke negara tempat mereka berasal.

Pada hakikatnya masuknya uang tunai dalam jumlah relative
besar di dalam system perekonomian rakyat atau pedesaan
merupakan fenomena yang relative dapat dipertimbangkan bagi
kemajuan faktor ekonomi pedesaan. Perekonomian pedesaan yang
didominasi oleh wusaha tani kecil, pedagang kecil tidak
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memungkinkan petani dan pedagang untuk menghasilkan serta
menghimpun modal usaha. Sistem tanam paksa, system ekonomi
liberal yang diterapkan serta masa berlangsungnya involusi
pertanian mengakibatkan penduduk pedesaan kehilangan peluang
mengumpulkan modal.

Masuknya devisa bermiliar dolar kedalam system ekonomi
pedesaan pada beberapa dekade terakhir ini merupakan potensi
yang tidak kecil artinya terhadap ekonomi pedesaan. Remitan atau
transfer uang oleh pekerja asing ke negara dan tempat mereka
berasal dari para pekerja asing keluar negeri telah membantu
memperkuat keseimbangan pembayaran dan anggota keluarga
pekerja yang kebanyakan adalah dari daerah pedesaan dan wilayah
pertanian berada dalam garis kemiskinan. Oleh sebab itu,
pemerintah Indonesia menganut system devisa terbuka, maka
besarnya remitan yang dikirim oleh buruh migran dari luar negeri
tidak dapat terlacak dengan baik. Kebanyakan data mengenai
remitan bertumpu pada laporan dari institusi formal saja,
sementara pada  kenyataannya saluran-saluran  informal
pengiriman, serta uang yang dibawa sendiri oleh buruh migran
sewaktu mereka pulang ke kampung menjadi sesuatu yang umum,
maka banyak pihak yang berpendapat bahwa remitan yang tercatat
paling banyak hanya setengah dari kenyataannya.

Dalam beberapa tahun terakhir telah banyak penelitian
dilakukan dengan topic migrasi internasional. Namun suatu kajian
integratif yang menunjukkan bagaimana remitan dikirim dan
dimanfaatkan di daerah asal masih belum dikaji secara khusus,
bagaimana remitan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan
keluarga migran di daerah asal mereka serta menarik dikaji
bagaimana remitan menjadi pendukung program pengentasan
kemiskinan berbasis institusi lokal, karena perantau merupakan
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potensi pendukung program pemberdayaan institusi lokal dalam
pengentasan kemiskinan.

Proses Pengiriman Uang

Proses pengiriman uang salah satu hal yang dicermati pada
penelitian ini, karena dengan memahami proses pengiriman uang
oleh migran akan memberikan pengetahuan kepada kita tentang
bagaimana uang tersebut sampai ke kampung halaman para
migran. Memahami proses masuknya uang kiriman (remitan) ke
kampung halaman akan memberikan inspirasi tentang potensi
uang tersebut, mana yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok secara
luas, mana yang hanya akan mendukung pembiayaan di tingkat
keluarga. Proses pengiriman wuang pada dasarnya dapat
dikategorikan menjadi dua: pertama, dikirim melalui teman, di
mana para perantau mengirimkan uang untuk keluarga mereka
kepada saudara atau teman yang pulang kampung. Biasanya dalam
setiap bulan itu ada saja perantau yang pulang ke kampung secara
bergantian, misalnya karena ada acara adat di kampung, atau
memang waktu yang dijadwalkan untuk melihat keluarga mereka.
Kepada orang yang pulang kampung ini telah diberikan pesan
kepada siapa saja uang itu akan diberikan. Perantau yang mengirim
biasanya telah menentukan kepada siapa saja uang akan diberikan,
misalnya kepada bapak, ibu, anak atau saudara lainnya. Merantau
ke negeri orang ternyata tidak mengurangi hubungan kekerabatan
yang ada pada mereka, malah kekerabatan berkembang dari
pertemanan menjadi karib kerabat baru. Semula di kampung belum
saling mengenal, karena di kampung bukan tinggal dalam satu
nagari, tetapi tinggal di nagari tetangga, misalnya bagi orang
Suayan nagari tetangga adalah Batu Hampa atau Pauah Sangi.
Perantau tersebut yang semula di kampung belum kenal, karena

-137 -



merantau menjadi kenal dan akhirnya berkembang menjadi
persahabatan baru. Mereka saling menjalin hubungan baik
layaknya seperti keluarga luas semasa di kampung.

Hubungan baik ini tidak saja berhenti sampai pada saling
berkirim, namun berlanjut pada saling membantu. Seperti yang
diungkapkan Man:

Kalau ado kawan yang pulang ya kirim, kadang sadang ndak punyo
piti, tapi piti ado nan kamanarimo, yo pakai piti kawan lu, suruah
tinggaan untuk urang rumah, sampai malaysia baia, inyo bitu lo, kadang
awak pulang, nyo sadang ndak bapiti, yo dilapangan pulo lu, (kalau ada
teman yang pulang, walau sedang tidak punya duit, bisa pinjam dulu
uang teman, nanti dibayar saat sampai di Malaysia lagi, sebaliknya juga
begitu, akan meminjamkan uang bila teman sedang tidak punya duit
ketika kita yang pulang kampung), (wawancara tanggal 30 Juli 2014).

Hal ini memang terbukti bahwa data yang valid tentang
jumlah kiriman migran dari rantau susah diteksi sebagaimana
dibahas dalam daftar pustaka. Mendeteksi jumlah kiriman lewat
bank tentu tidak akan memberikan gambaran yang nyata dalam hal
ini. Bisa jadi jumlah uang yang dikirimkan lewat teman atau
saudara ini lebih besar dari yang dikirim melaui bank.

Kedua, melalui bank, biasanya dikirim langsung kepada
rekening orang atau keluarga yang dituju. Saat ini bank bukanlah
suatu yang aneh, masyarakat perdesaan telah menggunakan bank
sebagai media menyimpan uang dan peminjaman. Di lokasi
penelitian ditemukan penggunaan jasa bank adalah salah satu
dampak dari tingginya jumlah perantau di nagari tersebut. Suayan
dengan kondisi geografis di mana infrastrukturnya cukup baik,
memudahkan masyarakat mengakses bank ke Kota Payakumbubh.
Menurut keluarga migran, tidak sulit bagi mereka untuk pergi ke
bank mengambil uang jika ada kiriman dari saudara mereka di luar
negeri.
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Sebagaimana diungkapkan oleh keluarga Des:

Kalau kakak wak kodok juo mangirim piti lewat bank, bisa jo BRI
bisa juo jo BNI. Biasonyo kalau lah dikirim dikontak lewat SMS, tu pai se
ka payokumbuah lai ambiak piti. Baru diagiahkan untuak sia se pitih tu...

Proses pengiriman uang yang dilakukan migran berlangsung
setiap saat, biasanya saat mereka gajian. Pengiriman yang rutin
ditujukan kepada keluarga dan keluarga dekat. Yang berbeda
adalah pada saat bulan puasa, baik sebelum puasa maupun
sebelum lebaran kiriman tidak saja ditujukan kepada keluarga
dekat, tetapi juga untuk keluarga luas dan pembangunan di
kampung halaman. Pengiriman uang untuk dana bantuan sebagian
besar juga dilakukan via keluarga.

Di Sulit Air sebagaimana juga di Suayan, proses pengiriman
uang oleh migran juga dilakukan lewat teman sekampung, dan
lewat bank. Porsi yang lebih besar di sulit air adalah mengirim
uang dengan menggunakan jasa bank. Tetapi ada ragam lain bagi
perantau Sulit Air mengirim uang melalui bank, yaitu perantau di
Australia, mengirim uang ke kampung lewat rekening saudaranya
di Jakarta. Saudara di Jakarta yang membawa uang yang sudah
diamplopkan ke kampung (Sulit Air). Dengan banyaknya perantau
luar negeri, Bank BRI unit yang biasanya ada di ibu kecamatan, di
Sulit Air Bank BRI hadir di ibu Nagari Sulit Air. Dengan adanya
fasilitas bank ini, sangat memudahkan masyarakat mengambil
uang kiriman dari saudara di rantau.

Selain dari pribadi migran proses pengiriman uang juga
dilakukan oleh organisasi perantau. Ikatan keluarga kampung
cabang masing-masing perantau luar negeri biasanya juga
melakukan proses penggalangan dana (fun rising) di tempat mereka
masing-masing, seperti Kuala Lumpur, Penang, Singapura, Sydney,
dan sebagainya untuk pembangunan kampung halaman.
Selanjutnya organisasi perantau ini mengirimkan uang lewat
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organisasi perantau yang ada di Jakarta. Misalnya, SAS (sulit air
sepakat) cabang Kuala Lumpur mendapatkan dana sebesar sepuluh
juta, lalu mereka mengirim ke kampung halaman melalui pengurus
SAS pusat yang ada di Jakarta. Pengurus yang ada di Jakarta yang
mengirim uang tersebut ke kampung halaman. Biasanya pengurus
SAS pusat membawa langsung ke kampung saat acara pulang
basamo. Proses pemberian biasanya dilakukan saat dilaksanakan
acara urung rembuk antara masyarakat kampung dengan perantau.
Mereka sering menamakan acara halalbihalal.

Halalbihalal adalah salah satu forum dimana berjalan
mekanisme silaturahmi, sekaligus berjalannya kontribusi perantau
terhadap pembangunan kampung halaman mereka. Penggalangan
dana adalah salah satu agenda utama yang tersurat bagai
masyarakat di kampung, walau acaranya adalah halalbihalal,
namun agenda tersirat adalah menghimpun dana yang berasal dari
perantau. Pada acara tersebut sering muncul spontanitas dari para
perantau  memberikan  bantuan uang untuk  program
pembangunan.

Keterlibatan Institusi Lokal

Menurut tokoh masyarakat Suayan, terjadi krisis kepercayaan
perantau terhadap lembaga yang ada di kampung, hal ini
disebabkan beberapa pengalaman masa lalu, dimana kiriman yang
diberikan perantau kepada kampung halaman tidak mencapai
sasaran. Informasi tersebut dibenarkan oleh perangkat pemerintah
nagari, dimana perantau saat mengirim bantuan kepada nagari
diiringi oleh rasa keterikatan terhadap kerabat terdekat. Misalnya
diberikan bantuan terhadap keluarga miskin yang ada di kampung,.
Bantuan yang diberikan tentu tidak sebanyak yang membutuhkan.
Saat dilakukan distribusi kepada masyarakat dilakukan oleh
pemerintah nagari berdasarkan prioritas dan kriteria yang
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ditetapkan. Biasanya perantau mendapatkan informasi bahwa ada
orang yang tidak mendapat bagian dari bantuan yang diberikan.
Hal ini sering berkembang menjadi citra yang tidak baik terhadap
pemerintah nagari, dimana melakukan pendistribusian yang tidak
adil. Tidak jarang juga dikaitkan dengan nepotisme, yang dianggap
mendahulukan kerabat mereka. Walau sebenarnya yang
bersangkutan memang membutuhkan, namun dianggap
mendahulukan kerabat terdekat mereka. Ada kasus dulu perantau
ingin mendata sendiri pelaksanaan pemberian bantuan tersebut.
Saat pelaksanaannya tentu tidak mudah, karena keterbatasan
informasi dan waktu oleh perantau, akhirnya program tidak
berjalan juga.

Keterlibatan institusi lokal dapat diklasifikasikan kepada dua:
pertama, kiriman untuk keluarga biasanya diketahui oleh keluarga
inti, bapak, ibu nenek. Mamak biasanya diberi kabar, namun tidak
diberitahu jumlah uang yang dikirim. Mamak hanya mengetahui
jumlah uang jika diberikan lewat kiriman oleh anak kemenakannya.
Pengakuan beberapa mamak kaum di Sulit Air dan di Suayan,
bahwa mereka mengetahui kalau ada kiriman uang dari rantau,
tetapi mereka hanya sebatas tahu saja, tidak enak rasanya ikut
campur lebih jauh. Artinya peran mamak menentukan kebijakan
dalam sebuah kaum tidak begitu besar fungsinya dalam mengatur
kiriman yang ditujukan ke keluarga oleh perantau. Namun bila
kiriman itu untuk membangun rumah, maka mamak akan
membantu dalam pelaksanaan pembangunan rumah tersebut.
Peran yang lebih besar dilakukan mamak dan ninik mamak bila
salah seorang perantau sukses ingin membangun rumah gadang,.

Kedua, kiriman vyang ditujukan untuk pembangunan
kampung halaman. Bantuan ini biasanya dikirim lewat organisasi
persatuan kampung. Biasanya mereka kumpulkan dulu di
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organisasi perantau di luar negeri, lalu lembaga yang mengirim ke
kampung halaman. Pengiriman biasanya dilakukan langsung ke
kampung halaman, namun ada juga yang mengirimkan lewat
ikatan perantau domestik. Potensi kiriman lebih besar di Sulit Air
dibanding Suayan, hal ini berhubungan dengan Kkeaktifan
organisasi perantau mereka. Sulit Air dengan SAS yang cukup
profesional, telah berhasil membangun infrastuktur pedesaan
seperti jalan, jembatan, dan pendidikan. Lewat SAS dan yayasan
pembangunan kampung yang mereka bangun telah berhasi
membangun Pesantren cabang Gontor, jalan, jembatan, dan
sebagainya. Kiriman tipe kedua ini melibatkan banyak unsur yang
ada dalam masyarakat.

Keterikatan Kekerabatan di Tingkat Jorong,.

Masyarakat Suayan cukup kritis, hal ini pada dasarnya
adalah modal sosial dalam pembangunan masyarakat Suayan,
karena pada prinsipnya masyarakat tidak apatis, namun dapat
mengontrol jalannya pemerintahan nagari. Kalau hal ini dijadikan
peluang, bukan hambatan, maka pembangunan masyarakat Suayan
dalam pengentasan kemiskinan dapat ditingkatkan. Fenomena
tersebut berlaku sama untuk nagari Sulit Air. Kepala jorong di Sulit
Air mengatakan saat ini kalau tidak hati-hati dalam menentukan
kebijakan, masyarakat akan protes.

Lain halnya masyarakat Sulit Air, kekuatan organisaai
perantau dapat diacungkan jempol. Sulit Air Sepakat (SAS) adalah
organisasi yang mempunyai cabang ratusan di seluruh Indonesia
dan beberapa di luar negeri. Jauh-jauh hari sebelum krisis moneter,
aset orang rantau itu mencapai 12 miliar rupiah (data tahun 1995).
Bisa dihitung sendiri sekarang, kalau kurs dollar saat itu belum
lebih dari Rp. 2.000,-/US dollar. Bila sampai sekarang Nagari Sulit
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Air dihuni 80.000 orang maka setiap bayi yang lahir sudah punya
tabungan hampir mencapai 1 juta rupiah, (web Nagari Sulit Air).

Ikatan emosional masyarakat berada di tingkat jorong, hal ini
terlihat dari keberadaan ikatan kekerabatan masyarakat pada
tingkat jorong. Jadi selain acara lembaga tingkat nagari, di rantau
justru hidup kelompok di tingkat jorong. Hal itu berimplikasi
terhadap proses pengiriman bantuan ke kampung halaman. Bila
langsung dikirim ke pemerintah nagari, maka ada kekuatiran
jorong mereka tidak akan dapat porsi yang memadai dari uang
yang dikirimkan. Kedua nagari baik Suayan maupun Sulit Air
mengakui hal tersebut, sehingga banyak juga perantau yang
mengirim langsung bantuan kepada jorongnya masing-masing.
Munculnya ikatan emosional pada tingkat jorong bisa dipahami
dari struktur kekerabatan yang terbentuk dalam kehidupan sehari-
hari. Ketersediaan infrastruktur fasilitas umum seperti rumah
ibadah barangkali salah satu faktor terbentuknya sistem sosial dan
kekerabatan masyarakat di tingkat Jorong.

Tokoh sentral seperti ulama yang merupakan salah unsur
perwakilan masyarakat di Suayan terdapat di tingkat jorong. Hal
ini disebabkan terdapatnya rumah ibadah di jorong mereka. Di
Sulit Air keberadaan unsur ulama juga ada pada tingkat jorong, hal
ini dapat dilihat dari sulitnya masyarakat menentukan siapa yang
menjadi ulama nagari. Ulama nagari adalah gabungan dari ulama-
ulama yang ada di tiap-tiap jorong. Hal ini juga terlihat dalam
pemanfaatan masjid raya nagari baik di Suayan maupun di Sulit
Air. Masjid raya nagari hanyalah sebuah simbol identitas nagari
secara administratif, tetapi tidak mengakar kepada terbentuknya
ikatan emosional masyarakat pada tingkat nagari. Keberadaan
warung sebagai salah satu tempat berkumpul masyarakat sekaligus
sebagai sumber informasi sehari-hari juga ada pada tingkat jorong.
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Hal ini terlihat dari pengunjung yang ada pada warung tersebut.
Hasil pengamatan di kedua nagari menemukan bahwa warung
(lampau) sebagai salah satu wadah berkumpul kaum laki-laki
berada pada tingkat jorong. Keberadaan lampau ini juga
mencerminkan bahwa ikatan emosional masyarakat terbentuk pada
tingkat jorong.

Model Pemberdayaan Institusi Lokal

Institusi lokal yang dirujuk dalam penelitian ini adalah nilai-
nilai utama yang masih berlaku dalam masyarakat berhubungan
dengan tanggung jawab sosial dan budaya dalam masyarakat.
Nilai-nilai tersebut tentu saja akhirnya berhubungan dengan
peningkatan ekonomi masyarakat, karena dalam tatanan
masyarakat Minangkabau fungsi keluarga luas salah satunya
adalah melindungi keluarganya dari berbagai ancaman yang
berpotensi merendahkan martabat keluarga tersebut. Kemiskinan
adalah sebuah aib bagi keluarga, saat ada keluarga yang dikatakan
“bansaik”, merupakan malu bagi keluarga luas. Ini sesuai dengan

Sebelum menyusun model dalam penelitian ini telah
ditelusuri nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat di lokasi
penelitian, kemudian dianalisis dengan konsepsi yang digunakan
dalam penelitian ini. Ada beberapa kekuatan yang dapat dijadikan
model:

a. Lewat Organisasi Bentukan

Organisasi perantau Sulit Air Sepakat adalah salah satu
contoh kelembagaan bentukan yang cukup ampuh digunakan
untuk pengentasan kemiskinan dengan pemanfaatan remitan. Hal
ini juga sesuai dengan hasil penelitian Indraddin (2011), bahwa
pengentasan kemiskinan berbasis nagari dilakukan dengan
pembentukan badan pengentasan kemiskinan di tingkat jorong.
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Jadi, institusi lokal yang digunakan adalah nilai-nilai yang masih
dianut masyarakat, sementara lembaga dalam bentuk asosiasi
sudah jarang yang dipercaya oleh masyarakat. Misalnya, KAN,
LPM, BAMUS, Parik Paga Nagari, dan bermacam lembaga yang
ada di nagari tidak lagi punya perhatian khusus terhadap program
pengentasan kemiskinan. Maka membentuk kelembagaan di
tingkat jorong, misalnya dalam bentuk badan pengentasan
kemiskinan, menjadi sebuah kebutuhan. Badan bentukan
masyarakat ini sebagai pengelola potensi remiten yang berasal dari
kerabat masing-masing. Badan ini mesti memiliki klasifikasi
keluarga miskin atas kaum di jorongnya. Lalu menjadi mediator
menggali remiten yang ada di kaumnya.

b. Memberdayakan Kinship

Sistem kekerabatan keluarga luas yang berlaku pada
masyarakat =~ Minangkabau  dapat  dimanfaatkan  untuk
menumbuhkan nilai berbagi antar sesama, karena selama ini
kecenderungan memang membantu masyarakat pada kerabatnya
terlebih dahulu. Kebiasaan membantu kerabat terdekat (kaum)
tidak perlu diubah, tetapi dikelola untuk kepentingan masyarakat
nagari.

Ninik mamak diberi tanggung jawab mengeluarkan anak
kemanakannya dari kemiskinan, hal ini menurut nilai-nilai yang
berlaku di Minangkabau adalah salah satu tanggung jawab seorang
ninik mamak pimpinan kaum. Wacana pengentasan kemiskinan
memang dikembalikan pada hakikatnya, yaitu melakukan usaha
untuk mengeluarkan keluarga miskin dari daftar masyarakat
miskin. Untuk itu program yang dilakukan adalah mengidentifikasi
langkah yang dilakukan untuk mendukung program tersebut.
Langkah berpijak adalah dari merencanakan program yang akan
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dilakukan di tingkat jorong, bukan bagaimana menyalurkan
bantuan. Menurut wali kaur pemerintah Nagari Suayan: Peran
ninik mamak dimulai dari penyusunan rencana program yang akan
ditempuh dalam peningkatan kesejahteraan keluarga miskin yang
ada di jorong melalui ninik mamak kaum. Jangan dimulai dari
pendistribusian bantuan, mulai dari program mencari bantuan.
Kalau diawali dari program pendistribusian bantuan akan terjadi
adalah ninik mamak berlomba mendaftarkan anak kemenakannya
sebagai keluarga miskin.

c¢. Mengelola Kompetisi Positif

Hasil penelitian menemukan bahwa selama ini sumbangan
perantau internasional, maupun domestik lebih banyak dalam
bentuk fisik, misalnya bangunan masjid, balai pemuda, jalan, dan
sarana lainnya. Terjadi semacam “perlombaan” bagi perantau baik
di tingkat keluarga luas, tingkat jorong, maupun pada level nagari.
Ini terbukti dari bangunan fisik yang ada, buat rumah megah tapi
tidak ada penghuninya, buat pagar megah atas tanah yang tidak
produktif, buat kuburan yang megah, semua itu adalah aktualisasi
diri atas keberhasilan seorang perantau.

Hasil FGD dengan tokoh masyarakat nagari bahwa ini suatu
potensi yang dapat dimanfaatkan secara positif menggali potensi
remiten dari perantau. Nagari, sebagai badan koordinasi
menyediakan data keluarga miskin setiap kaum, lalu memberikan
kepada badan yang ada di jorong untuk mengelolanya. Badan ini
hanya meminta perantau membantu keluarga yang ada pada
kaumnya terlebih dahulu, kecuali bagi yang tidak ada lagi kerabat
dekat yang membutuhkan bantuan. Hal ini akan mengeliminir
kekuatiran perantau menyumbang, kalau sumbangan itu tidak
sampai kepada kerabatnya. Bagi nagari yang terpenting adalah
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angka  kemiskinan  berkurang, sehingga nagari hanya
mengupayakan program bagi kaum yang tidak ada perantaunya
yang berpotensi.

Rancangan Model

KESRA PEMERINTAH NAGARI

e N
Institusi lokal KEPALA JORONG
MIGRAN Filantropi
INTERNASIONAL \ J
Kompetisi KELUARGA MISKIN
SAPARUIK
Kekerabatan
Ninik mamak

Gambar 6. Bagan Alur Model Pemberdayaan Institusi Lokal.
Prinsip
Prinsip pemberdayaan institusi lokal dalam optimalisasi
pemanfaatan remitan perantau internasional ini adalah:

1. Institusi lokal yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah
nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat
berkaitan dengan tanggungjawab pimpinan lokal mengurus
anggota masyarakat dalam bidang perekonomian dan
peningkatan kapasitas masyarakat.

2. Pemanfaatan remitan adalah berkaitan dengan tujuan
pembangunan masyarakat baik fisik maupun peningkatan
kapasitas.

3. Pelaksanaan pemberdayaan dilakukan di tingkat jorong,
nagari mengoordinasi jalannya aktivitas dan menyinergikan
dengan program yang ada di nagari.
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Langkah Pemberdayaan

1.

Identifikasi nilai-nilai lokal berkaitan dengan filantropi dalam
pembangunan

Identifikasi nilai-nilai yang berkaitan dengan unsur yang
biasa terlibat dalam pemanfaatan uang sumbangan.
Identifikasi bentuk kelembagaan yang biasa diserahkan
tanggungjawab mengurus orang miskin di jorongnya.
Tentukan bentuk kelembagaan yang akan menangani
program pemanfaatan remitan di jorong.

Bagian kesra pemerintah nagari mengukuhkan badan
tersebut di jorong masing-masing.

Langkah Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan

1.

Badan Pengelola Remitan Jorong menentukan program
peningkatan kesejahteraan di jorong.

Badan Pengelola Remitan Jorong mengidentifikasi keluarga
miskin bersama ninik mamak kaum

Badan Pengelola Remitan Jorong mengoordinasikan dengan
perantau saparuik

Jika tidak ada saparuik dijajaki pada keluarga lebih luas
Program peningkatan kesejahteraan dilaksanakan bersama
keluarga miskin

Keluarga yang diberdayakan sesuai dengan karakteristik
rumah tangga miskin dan potensi yang dimiliki

Pelaksanaan program dievaluasi bersama kelembagaan
jorong dan pemerintah tingkat nagari

Dilakukan perbaikan program setiap tahun.
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Simpulan

Proses pengiriman remiten oleh migran Internasional asal
Sumatera Barat dalam dua bentuk, pertama dikirim melalui teman
sesama perantau, hal ini dilakukan timbal balik, karena mereka
saling berkirim bagi siapa yang pulang kampung pada waktu
tertentu. Kedua lewat bank, hal ini dilakukan kepada bank yang
mudah diakses oleh keluarga di kampung. Proses yang beragam ini
menyebabkan sulitnya mendapatkan data pasti berapa jumlah
remiten yang dikirim perantau ke kampung halamannya.

Keterlibatan institusi lokal dalam proses pengiriman tersebut
dapat dibedakan atas kiriman keluarga dan kiriman untuk
pembangunan. Di tingkat keluarga pihak yang terlibat adalah
keluarga inti sampai keluarga luas, namun keluarga luas seperti
mamak kaum hanya mengetahui, tidak terlibat dalam pengelolaan
penggunaan uang tersebut. Namun, jika ada pembangunan rumah
gadang kaum oleh seorang perantau, maka mamak dan ninik
mamak terlibat langsung dalam hal ini. Hal ini karena menyangkut
kepentingan adat seperti, tanah dan nilai-nilai dari rumah gadang
kaum itu sendiri.

Di tingkat institusi keterlibatan tokoh masyarakat formal dan
informal pada kiriman yang ditujukan untuk pembangunan
kampung halaman, baik bangunan fisik maupun melaksanakan
sebuah kegiatan. Ikatan emosional perantau ada pada level jorong,
bukan nagari, maka pengelolaan remiten untuk pembangunan
seyogianya dilakukan di tingkat jorong. Maka perlu diberdayakan
organisasi pengelola di tingkat jorong, dan Nagari bertindak
sebagai badan koordinasi saja. Pemanfaatan remitan dilakukan
dengan menangkap peluang atas nilai kompetisi dan aktualisasi
diri perantau terhadap kampung halaman.
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Pada tahun pertama ini telah dirancang model pemberdayaan
institusi lokal dalam pemanfaatan remitan migran Internasional
asal Sumatera Barat. Rancangan ini berdasarkan temuan data yang
dianalisis berdasarkan konsep yang digunakan. Pada tahun kedua,
rancangan ini disempurnakan bersama masyarakat. Hasil verifikasi
terhadap rancangan.
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Glosarium

I
Infrastruktur
Interaksi

E
Evolusioner
Equilibrium

F
Future Shock

K
Konvergensi

Kontradiksi

o

Organisasi sosial

P
Perubahan

S

Strategi
Strategi Sosial
Struktur
Suprastruktur
System
Solidaritas

: Ekonomi.

: Hubungan timbal balik.

: Perubahan.
: Keseimbangan.

: Keguncangan masa depan.

: Masyarakat modern.
: Masyarakat tradisional.

: Suatu lembaga masyarakat.

: Pergantian, perbedaan, peralihan, dll.

: Cara, alternatif.

: Cara, alternatif yang dilakukan secara bersama.
: Perilaku seseorang akibat perubahan.

: Pemikiran individu akibat perubahan.

: Cara.

: Kebersamaan.
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